Menimbang

Mengingat

BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a.

BUPATI TEBO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu  Pedoman
Mengenal Pengelolaan Barang Milik Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang
Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah masih dalam
proses penyusunan, maka untuk tertib pengelolaan
barang milik daerah perlu disusun Peraturan Bupat
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah;
Undang-Undang Nomor 354 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur [(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Rabupaten Muare Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



Menetapkan

o

Id

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesi: Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558%9) sebagaimana
telah chiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undany Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas | ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerii iihan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturu Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengeliaan  Barang Miik Negara/Daerah ([Lembaran
Negarn RKepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S333);
Peraitic o Pemerintah Nomor B4 Tahun 2014 tentang
Penjueila Barang Milik  Negara/Daerah  Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas [Lembaran Negara Republik
Indonc=ii Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Meparn Hepublik Indonesia Nomor 561 0);
Peratuion Menten Dalam Negerit Nomor 19 Tahun 2016
tentany: Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Bertta Acara Daerah Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor »47),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG MILIL DAERAH.

BAB |
KRETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peruturan bupati im, yvang dimaksud dengan:

I

Pemerintih  Pusat adalah  Presiden Republik Indonesia
vang nemegang kekuasaan  pemenntahan negara

Repulsis Indonesia vang dibantu oleh Wakil Presiden dan
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mentert schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan wurusan
pemeriniahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralkyat Dacrah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan  prinsip otonomi  seluas-
luasnva dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  scbagammana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daecrah adalah kepala daerah scbagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tebo,
Kepala Daerah adalah Bupati Tebo.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
adalah kepala Daerah.

Dewan Perwakilan BRakyat Daerah vang selanutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah habupaten Tebo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten
Tebao.

Pengeloin Barang Milk Dacrah yvang selanjutnya dischbut
Pengelilu Barang adalah Sekretaris daerah.

Pengeloln Barang Milik Daerah Kabupaten Tebo yang
selanjuinya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat
vang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Orgnisast Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut
OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  vang
menjadi kewenangan daerah.

Pejabal Penatausahaan Barang adalah kepala OFD yvang
mempunval fungsi pengelolaan barang milik daerah
selaku projabat pengelola keuangan daerah,

Penpgunn barang adalah pejabat pemegang kewenangan

pengounnan barang milik daerah.
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Unit kerja adalah bagian OPD vang melaksanakan satu
atau belberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wvang
selanjutnva disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah vang ditetapkan dengan Perda.

Barang milik daerah adalah semua barang wvang dibeli
atau diperaleh atas beban APBD atau berasal dar
perolehan lainnya vang sah.

Kuasa Pengpuna Barang Milik Daerah  selanjutnya
disebut sebagal Kuasa Pengguna Barang adalah kepala
unit kerja atau pejabat vang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang milik daerah vang
berada dalam penguasaannva dengan sebaik-baiknya.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
vang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik
daerah pada Pengpuna Barang.

Pengurius Barang Mihk Dacrah vang sclanjutnva disebut
Pengurus Barang -adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yvang diserahi tugas mengurus barang.
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat vang diserahi
tugas menerima, menyvimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang mihk daerah pada Pejabat
Penatausahaan Barang,

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum vang diserahi fugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah
pada Pengguna Barang.

Pembaniu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang vang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelula Barang,

Pembaniu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang vang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.
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Penguris Barang Pembantu adalah yvang diserahi tugas
menerima, menyvimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah
pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilal adalah pihak vang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetens vang cdimilikinya.
Penilainn  adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opind nilal atas suatu objek penilaian berupa
barang milik daerah pada saat tertentu,

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan
Penilar Pemerintah Daerah.

Pengeloluan Barang Milik Daerah adalah kesecluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
pengangearan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindanianganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan  pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah  kegiatan merumuskan
rincian  kebutuhan baradg milik  daerah  untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang benalan sebagan dasar
dalam melakukan nindakan vang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, wvang
selanjuinva  disingkat RKBMD, adalah dokumen
perencanaan  kebutuhan barang milik daerah untuk
pericde | [sat) tahun,

Pengpunaan adalah  kegiatan vang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan
barang milik daerah vang sesual dengan tugas dan fungsi
OPD vang bersangkutan.

Pemaniaatan adalah pendavagunaan barang milik daerah
vang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah

dengan ndak mengubah status kepemilikan.
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Sewsa adalabh pemanfaatan barang milik daerah oleh
pthak liin dalam jangka waktu tertentu dan menernma
imbalan uang tunai,

Pinjamn pakal adalah penverahan penggunaan Barang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa  menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan Kembali Kepada Bupati.
Kerja Sama Pemanfaatan yvang selanjutnya disingkat KSP
adalah pendavagunaan barang mibk dacrah oleh pihak
lain  dalam  jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkalan pendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah yvang selanjutnya disingkat BGS
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendinkan bangunan
dan/atau sarana  benkut fasilitasnyva., kemudian
didayagunakan oleh pithak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu vang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah bheserta bangunan dan/atau
sarana berikut lasilitasnya setelah berakhirnva jangka
wakiu,

Bangun Serah Guna vang selanjutnya disingkat BSG
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pithak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atuu sarana berikut fasilitasnya, dan sciclah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didavagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yvang
discpakall.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnyva
disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan
badan usaha untuk kegiatan penvediaan infrastruktur
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangin.

Penangzung Jawab Provek Kerjasama yang sclanjutnyva

disinglkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
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Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah sebagmi penyedia atau penyelenggara
infrastruktur  berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pemmindahtanganan adalah  pengalihan  kepemilikan
barang mulik daeral,

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk vang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang
milik dacrah vang dilakukan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah,
atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,
denpgan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang. paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dan
pemerintah  pusat kepada pemernntah daerah, antar
pemerintah daerah, atau dan pemerintah daerah kepada
pithak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah vang semula
merupokan kekayaan vang tidak dipisahkan menjadi
kekavaan vang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal,/ saham dacrah pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara.

Pemmusnahan adalah tindakan memusnahkan hsik
dan/atau kegunaan barang milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan  dan  pejabat  yvang  berwenang  untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengpuna Barang dan tanggung jawab
adminisirasi dan fisik atas barang yang berada dalam

PENZUASAANTIVA,
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Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Inventarisasi adalah |kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik dacrah.

Dokumen KkKepemilikan adalah dokumen sah yang
merupakan bukt kepemilikan atas barang milik daerah,
Daftar barang milik daerah adalah daftar yvang memuat
data scluruh barang milik daerah.

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat
data barang milik daerah yang digunakan cleh masing-
masing Pengguna Barang.

Daltar Barang Kuasa Pengguna adalah dafltar vang
memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh
masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Rumah Negara adalah bangunan vyang dimiliki
Pemerintth Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggeal
atau hunman dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tagas pejabat dan/atau pegawad
negeri sipil pemerintah daerah vang bersangkutan.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/
Lembaca dan Pemerintah Daerah.

BAaB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan bupati adalah:

& P

L B = T

pejabat pengelola barang milik daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan;

PENEEIAAnN;

pemaniaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaizan,



h., pemindahtanganan;

1. pemusnahan;

j.  penghapusan,

k. penatausahaan;

L pembinaun. pengawasan dan pengendalian;

m. pengeloloon barang milik daerah pada OPD  yang
mengeunakan pola pengelolaan keuangan Badan Lavanan
Umum Daerah;

n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan

o, gAnL ruy dan sanks

p. Ketentuin lain-lain,

Pasal 3
Barang milils daerah meliput:
a. barang culik daerah vang dibeh atau diperoleh atas beban
APBD; tiau
br. barang mihk daerah vang berasal dari perolehan lainnya
VANE Sl
Pasal 4
{1) Barang inilik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan
pinjaman  atau  diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayurian atas tagihan kepada pemerintah dacrah,
|2] Barang nulik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tdak Jupar disita sesua: dengan ketenfuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

(1} Barany mlik daerah yvang dibell atau diperoleh atas
bebhan APBD sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 huruaf
a, dilengkapi dokumen pengadaan.

(2} Barang milik dacrah vang berasal dari perolehan lainnya
vang =il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
dilenge. ot dokumen perolehan,

|3) Barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2} bersifat berwujud maupun tidak

berw ued
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Pasal 6

Barang mulik daerah yvang berasal dan perolehan lainnya vang

sah, melipui:

a. barang . ng diperoleh dan hibah/sumbangan atau vang
sejenls;

b, barang vang diperoleh sebagai pelaksanaan  dari
perjanjian/ kantrak;

¢. barang ang diperoleh dar tukar-menukar berdasarkan
kKertentue ) peraturan perundang-undangan;

d. barang \ang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

€. barang vung diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
vang el mempunyal kekuatan hukum tetap; atau

[. barang ang dipercleh kembali dari hasil divestasi atas

penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7
Barang wvang diperoleh dan hibah/sumbangan atau sejenis
sebagaiman: dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliput
hibah/sumi:ingan atau Vang sejenis dari

negara/ kemonterian/ provinsi/ kabupaten/ kota /lembaga

mternason ! urganisasi lainnya sesual peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
Barang vong  diperoleh schagar pelaksanaan dan

perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b antira lain berasal dari:

a: kontrak karva:

b. kontrak Lo hasil;

c, kontrak kerjasama;

d. perjanjan (engan negara lain/lembags internasional; dan

e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam
penyediann infrastrukeur.
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BAB [I
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian kesatua

Pemegang kelkuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

(1) Bupau aidalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik dicrah.

(2) Permegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
sebagnimana dimaksud pada avat (1), berwenang dan
Bertanguaing jawabs:

a. monctapkan  kebipakan  pengelolaan  barang  milik
dacrah;

b. menctapkan  penggunaan,  pemanfaatan,  atau
pemindahtanganan barang milik daerah;

¢, o hapkan kebijakan pengamanan dan
pencitharaan barang milik daerah;

d. monctapkan peabal vang mengurus dan menyimpan
bariang milik daerah;

e, moicajukan asul pemindahtanganan barang milik
dac:ah yang memerlukan persetujuan DPRD;

. menyetujul usul pemindahtanganan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewonangannya;

g meisetdpal usul pemanfaatan barang milik daerah
scluin tanah dan/atau bangunan; dan

h. menvenyw usul pemanfaatan barang milik daerah

daliom bentuk kerjasama penyediaan infrastruktiur,
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Bagian Kedua

Pengelola Barang

Pasal 10

Sekretaris aerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan

bertanggung [awab:

a,

(1

(2]

13

meneli dan menyvetujul rencana kebutuhan barang
milik o erah;
meneli dan menyetuju rencana kebutuhan

pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
mengajiikan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barany milik dacrah wang memerlukan persetujuan
Bupati

mengatur  pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
meng:st il pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerall  ong telah disetuju aleh Bupati atau DPRD;
melaky lan koordinast dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

melakukan pengawasan dan  pengendalian  atas
pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 11

Kepald (PD vang mempunya fungsi pengelolaan barang
milik of 10 rah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
Pejaba Venatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada avar (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl.
Pejabil Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada v (1), mempunyar wewenang dan tanggungjawah:
g. mimbantu menelitli dan memberikan pertumbangan

persciujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan

barang milik daerah kepada Pengelola Barang,
b. meinbantu menehti dan memberikan pertimbangan

persciujuan dalam penvusunan rencana kebutuhan



(1]
(2]

E

pemeéhharaan/ perawatan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang,

memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
atas pengajuarn usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang miliks daecrah yang
memerlukan persetujuan Bupati;

memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
untuk mengatur pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang
bk caerah;

memberikan periimbangan kepada pengelola barang
atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Bupat atau DPRD;
membantu Pengelola Barang dalam  pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
melakukan pencatatan barang milik dacrah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah dizserahkan dari
Pengguna Barang vang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada
Bupat melalw Pengelola Barang, serta barang milik
dacrah yang berada pada Pengelola Barang;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

mernbanty Pengelola Barang dalam péngawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang mihk daerah;
dan

merny usun laporan barang milik daerah,

Bagian Keempat
Penguuna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

Kepala OPD selaku Pengguna Barang.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(3} Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1),

berwenang dan bertanggung jawab:

.

mensdukan rencana kebutuhan dan penganggaran
Barone militk daerah bagi OPD vang dipimpinnya;
meiukan permohonan penctapan status
penesunaan barang vang dipéroleh darn beban APBD
dan perolehan lainnva vang sah;

el hukan pencatatan  dan  inventanisasi barang
milik daerah vang berada dalam penguasaannva;
mengeunakan barang milik daerah yang berada
dalam PCNEUASAANTYA untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas dan fungsi OPD vang
dipemmnnyas

mengamankan dan memelihara barang milik daecrah

vany berada dalam penguasaannya;

mensajukan sl pemanfaatan dan
permindahtanganan barang milik daerah  berupa
b dan/atau bangunan vang tidak memerlukan

persciujuan  DPRD dan barang milik dacrah selain
tanah dan/atau bangunan;

menvierahkan barang milik daerah berupa tanah
dan atau bangunan vang tidak digunakan untuk
Keponimgan penyelenggaraan tugas dan fungs: OPD
vang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan
pitiak fain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang,
mencijukan usul pemusnahan dan penghapusan
bating milik daerah;

meldkukan pembinaan, pengawasan, dan
prnecndalan atas penggunaan barang milik daecrah
yvanyg ada dalam penguasaannya; dan

minyusun dan menvampaikan laporan  barang
privuuna semesteran dan laporan barang pengguna
tahunan vang berada dalam penguasaannyva kepada

Pengelola Barang,
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Pasal 13
Pengeoon Barang dapat  melimpahkan  sebagian
kewenungan dan  tanggung jawab kepada Kuasa

Penggunu Barang.

Pelimpelhin  sebagian  wewenang dan tanggungawab
ke pinct itk Penggunn Barang sebagaimana dimaksud
preaddi L) ditetapkan oleh Bupatl atas usul Pengguna
Hara

Penetopoon kuasa  pengguna  barang  scbagaimana
dimak~ ol pada avat ([1) berdasarkan pertimbangan
jumlal Arang vang  dikelola, beban kera, lokasi,
koo iy danfatau rentang Kendah dan pertiimbangan
atyelkiil Liinnya,

Bagian helima
Pejetlnit Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 14
Pengeu o Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan
Pengeu iy Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada avat |1) ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengulitio Barang.
Pejaber Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaks=ud pada avat (2] yvaitu pejabat vang memhbidangi
fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna
Barang
Pejalz Penatausahaan Pengguna Barang  sebagaimana
dimaksud pada avat (2} berwenang dan bertanggung
Jawakby:
a. menviapkan rencana kKebutuhan dan penganggaran
batong milik daerah pada Pengguna Barang!
bo mencht wsulan permohonan  penetapan  status
penguunaan barang vang diperoleh dari beban APBD
dan perolehan lainnva vang sah;
¢. menelitt pencatatan dan inventarisasi barang milik
dacrih vang dilaksanakan eoleh Pengurus Barang

dare atau Pengurus Barang Pembanitu;
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. menvusun  pengajuan usulan  pemanfaatan  dan

pemundahtanganan  barang milik daerah  berupa
tanah dan/atau banpunan yvang tidak memerlukan
perselujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan;

mengusulkan rencana  penyerahan barang milik
daerah berupa tanah danfatau bangunan vang tidak
digunakan untuk kepentingan penvelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain;

menyiapkan usulan permusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan
vang dilaksanakan oleh Penpgurus Barang dan/atau
Pengurus Barang Pembantu;

memberikan  perseiujuan  atas Surat  Permintaan
Baraung [SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah
Pernvaluran Barang (SPPB] untuk mengeluarkan
barang milik daerah dan gudang penyimpanan;
meichit dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan
(K1) seuap semester dan setiap tahun;

melonkukan  verifikasi sebagal dasar memberikan
per=riujaan atas perubahan kondisi fisitk barang
milik daerah: dan

meneliti laporan mutasi barang setiap bulan vang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna

dan ‘atau Pengurus Barang Pembantu,

Bagian Keenam

Pengurus Barang Pengelola

Pasal 15

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas
usul Pejabatl Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada
avat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi



(3)
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pengelolaan barang  milik  daerah  pada Pejabat

Penatausahaan Barang,

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) berwenang dan bertanggungjawab:

A,

i

membantu meneliti dan menyviapkan  bahan
pertimbangan persefujuan dalam penyusunan
rencana  kebutuhan barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

membantu meneliti  dan menviapkan  bahan
perumbangan persefujuan dalam  penyusunan
rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang
milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
menyviapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mlik
dacrah yang memerlukan persectujuan Bupats;
menelih dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan dari  Pengguna
Barang, sebagai bahan pertimbangan olch Pejabat
Penatausahaan  Barang dalam  pengaturan
ptlaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
menviapkan bahan pencatatan barang milhik daerah
beriipa tanah  dan/atau  bangunan yang telah
discrahkan dari Pengguna Barang vyang tidak
dipunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain kepada Bupat melalui Pengelola Barang;
menvimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daerah;

menyvimpan  salinan  dokumen Laporan  Barang
Pengouna/ Kuasa Pengguna Barang;

melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang milik daecrah; dan

merckapitulasi dan menghimpun Laporan Barang

Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan
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Burang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan
barang milik daerah.
Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan
secara [ungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnva kepada Pengelola Barang melalui Pejabat
Penatausahaan Barang.
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengelola vang ditetapkan oleh Pejabat
Penatausahaan Barang,
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa
atau bertindak sebagal  penjamin atas  kegiatan)
pekerjaan/ penjualan lersebul  yang  anggarannya
dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh

Perpurus Barang Pengguna

Pasal 16

Pengurus Barang Pengeuna ditetapkan oleh Bupat atas

usul Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

avat (1}, herwenang dan bertanggungjiawah:

a. membantu menyviapkan dokumen rencana kebutuhan
dan penganggaran barang milik daerah;

b. menviapkan usulan permochonan penetapan status
pengeunaan barang milik daerah yvang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya vang san;

¢. melaksanakan pencatatan dan inventarisas: barang
milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang,;

e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

dacrah berupa tanah dan/atau bangunan vang tidak
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memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik
dacrith selain tanah dan/atau bangunan;
menviapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
chigunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain;

roenyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang milik dacrah;
menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan  Sural Permintaan  Barang  (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

mengsjukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
menvierahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penviluran Barang |SPPB) vang dituangkan dalam
berits acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran

dan tahunan;

. membert label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan
kondisi fsik barang milik daerah berdasarkan
pengecekan fisik barang;

meldkukan stock opriame barang persediaan;
menyvimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan
mMenyImpan asli/fotokopi/fsalinan dokumen
prnatausahaan;

metikukan rekonsiliast dalam rangka penyusunan
laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang

milik daerah; dan

. membuat laporan mutast barang setiap bulan vang

disampatkan kepada Pengelola Barmang melalus
Pernpuuna Barang  setelah  diteliti oleh  Pejabat

Penatmusahaan Pengguna Barang,
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Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
avat (2| secara admimistratil bertanggung jawab kepada
Pengpuna Barang dan secara fungsional bertanggung

jawab uatas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola

Barang melaluil Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa
atau Dbertindak sebagai  penjamin  atas  kegiatan/
pekerjaan, penjualan tersebut Vvang anggarannya

dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan

Pengurus Barang Pembantu

Pasal 17

Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas

usul Kuasa Pengguna Barang melalul Pengguna Barang.

Pemnbeniukan Pengurus Barang Pembantu scbagaimana

dimaksud pada avar (1} dilakukan berdasarkan

pertimbangan jumlah barang yvang dikelola, beban kerja,
lokas:, kompetensi dan/atau  rentang kendall dan
pertimbungan objektf lainnya.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud

pada aval |1) berwenang dan bertangpungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

b, menviapkan usulan permohonan penetapan status
pengeunaan barang milik daerah vang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lammnya vang sah;

¢. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang

milil: daerah;



.

membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
dacrah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan;
menyiapkan deokumen penverahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penvelenggaraan tagas
dan lungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan mhak lain;

menviapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang mihik dacrah;
menvusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Kussa Pengguna Barang;

menverahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penvaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam
berita acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran

dan tahunan;

. menmer label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengeguna Barang  atas perubahan kondisi hsik
barang milik dacrah pengecekan fisik barang;

melakukan stock opnaome barang persediaan;

. menvimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan
MEenyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen

penatausahaan;
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g. melukukan rekonsihas: dalam rangka penvusunan
lapiran barang Ruasa Pengguna Barang  dan
laporan barang milik daerah; dan

r. memnbuat laporan mutasi barang setigp bulan vang
disimpakan pada Pengguna Barang melalul Kuasa
Penvpuna Barang  setelah  ditelih oleh  Pejabat
Pevnlausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Buming Pengguna.

Penpuru= Barang Pembantu baik secara langsung

matpi tdak langsung dilarang melakokan kegiatan

perdasingan, pekerjaan pemborongan dan pernjualan jasa
atau hertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/ pekerjaan/ penjualan terschut Vang

anggaroinyva dibebankan pada APBD.

BAB [V

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

(1}

(5

[3)

Baman kesatu

Prinsip Umum

Pagal |8
Perencanaan kebuiuhan barang milik daerah disusan
dengan  memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan [uius OPD serta Retersediaan barang milik daerah
Vang adli
Keterscdiaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat 1) merupakan barang milik daerah vang ada
pada Foneelola Barang dan /atau Pengguna Barang,
Perenconaan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan avat {2) harus dapat mencerminkan
kebutubian ril barang milik daerah pada OPD schingga
dapat i adikan dasar dalam penyusunan RKEMD
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Pasal 19

Perencanaan kebutuhan  barang mihk  daerah
dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja)
OPD ditctapkan.

Perencaaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud avat (1)
merupEikan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan
penvedician  anggaran untuk kebutuhan baru  (new
inftiatioo) dan angka dasar [baseline] serta penyusunan

renceu. herja dan anggaran.

Pasal 20
Perenconaan kebutuhan barang milik daerah mengacu
pada Roncana herja OPD,
Perencanaan  kebutuhan barang milik daerah
sebaganana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1], kecual:
untuk penghapusan, berpedoman pada:
a. standar barang;
. starodar kebutuhan; dan fatau
¢. stanvar harga
Standey barang sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul . adalah spesifikas: barang vang ditetapkan
sehagi: acuan penghitungan pengadaan barang  mibk
dacral! Jdulam peréencanaan Kebutuhan.

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b adalah satuan jumlah barang  vang
dibutobban sebagai acuan perbiungan peneadivin dan
[N i barsme milik dacrah dalam’ perencansan
leshid i bBaraneg ik dacrah [HLIH 1P

Standir harga sebagaimana dimaksud pada avat [2)
hurui « adalah besaran harga vang ditetapkan scbagm
acuan  pengadaan  barang  milik  daerah  dalam
perenc anan kebutuhan.

Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga
sebaganmana dimaksuct pada avat (3), avat (4) dan ayat

[3) diterapkan oleh Bupati.
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Pasal 21
Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat {2) huruf b mempedomani peraturan
perundang-undangan,
Penetapan standar barang dan standar kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2] huruf a
dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan OPD

teknis terkait.

Pasal 22

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah

mempedomani standar barang dan standar kebutuhan,

(1]

(<]

(4]

(4)

Pasal 23
Pengpuna Barang menghimpun usulan RKEMD yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang vang berada di
Imgkungzan OPD vang dipimpinnva.
Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Barang,
Pengelola Barang melakukan penclaahan atas usulan
REKBML} sebagaimana dimaksud pada ayat (2} bersama
Pengeun:a Barang dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang,
Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3} antara lain:
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan,
laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

laporan Daltar Barang Pengelola semesteran;

- onoaoe o

laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan

=

. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
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Pengeloin Barang dalam melakukan penelaahan
schagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat
Penatausnhaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada avat [5) merupakan anggota Tim  Anggaran
Pemerintah Daerah.

Hasil proclaghan sebagaimana dimaksud pada avat (3)

merupakan dasar penyusunan RKEMD,

Pasal 24

RKBMD vuang telah cditetapkan oleh Pengelola Barang

digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyvusunan

Rencana kerja dan Anggaran QPD.

i1l

(<€)

()

Pasal 25
REKBMLD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat
diusulkan  oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang terhadap:
a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak
berat,
b. barang milik daerah vang sedang dalam status
PENGILNAAn Sementara;
¢, barang milik daerah vang sedang dalam status untuk
dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek
pemunfaatan.
REKBMID} pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf b diusulkan cleh Pengguna
Barang vang menggunakan sementara barang milik
daerah.
REKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huraf d tidak termasuk
pernaniaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka

waktu kurang dar 6 [enam) bulan,
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Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah

Pasal 26

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi;
a. percncanaan pengadaan barang milik daerah;
b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
¢, perencanaan pemanfaatan barang mulik daerah;
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;

dan
e. percncanaan penghapusan barang mulik daerah.
Perencanaan pengadaan barang milik daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
Perencanaan pemeliharaan  barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
Perencanaan  pemanfaatan barang milk  daerah
schagiimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan,
Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
Perencanaan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufl e dituangkan
dalam dokumen REBMD Penghapusan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan REBMD Pengadaan

Barang Milik Dacrah Pada Pengpuna Barang

Pasal 27
Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD
Pengadoan barang millk deerah di lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.
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Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua

bulan Mei.

Pasal 28

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan

REKBMD Pengadaan vyang disampaikan oleh Kuasa

Pengeuna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (2] pada minggu ketiga bulan Mei.

Dalam penelaahan usulan EKBMD pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimalksud pada aval (1], Pengguna Barang
mengikutsertakan  Pejabat  Penatausahaan Pengguna

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk

melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan

usulan RKBMD Pengadaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang scbagaimana

dimaksud pada avat (1) diutamakan untuk memastikan
kebenaran data masukan (input] penyusunan usulan

REBMD Pengadaan VHTE sckurang-kurangnyva

memperiimbangkan:

a. kescsualan  program perencanaan  dan standar
schapaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (1) dan
ayatl (2); dan

b, ketersediaan barang milik daerah di lingkungan
Pengguna Barang,

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan vang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada avat (3) digunakan oleh Pengguna Barang
dalam menvusun RKBMD Pengadaan barang milik
daerah pada tingkat Pengguna Barang vang sekurang-
kurangnyva memuat informasi:

a. nama huasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;.
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Program;

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau
daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang: dan

[. rencana kebutuhan pengadaan barang Vang
disetjul.

Pasal 29

Hasil penelaahan Pengpuna Barang atas usulan REBEMD
Pengadnan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)
ditandatangani Pengguna Barang,

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan M

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 30

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa
Pengpuna Barang vang dipimpinnya,

Ruasa Pengguna Barang menyvampalkan usulan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu
kedua bulan Mei.

Pasal 31
Pengguns Barang melakukan penclaahan atas usulan
REKBMD Pemeltharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

avat (4] pada minggu ketiga bulan Mel.
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Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan
REKBMD Pemeliharaan vang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengpuna Barang mengikutsertakan Pejabal
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengeuna  untuk melakukan  penelitian terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
pemeliharaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pemelitharaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengpuna Barang scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] divtamakan untuk memastikan
kebenaran data masukan (npuf] penvasunan RKBMD
pemelibharaan vang sekurang-Kurangnyva mengacu pada
daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat
informast mengenai barang yang dipelihara.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
dipunskon oleh Pengguna Barang dalam menyvusun
REKBMI} Pemeliharaan barang milik daerah tingkat
Pengguna Barang vang sekurang-kurangnya memuat
imformas::

a. nama kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

¢. nama barang yvang dipehihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e, rencana kebutuhan barang mihk daerah vyang

disetujui.

Pasal 32
Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yvang disampatkan oleh Kuasa Pengguna
Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
ditandaiangani Pengguna Barang.
Kuasn Pengguna Barang menyusun REKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil
penelanban sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat
mingeu keempat bhulan Mei.
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Pasal 33

Pengguna Barang menghimpun RKEMD Pengadaan dan
RKBMLD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan
Pasal 32 avat (2] untuk disampaikan kepada Pengelola
Barany

Penyampaian scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilengkapt surat pengantar RKBEMD vang ditandatangani
oleh Pengpuna Barang dan data barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 avat (4).

Penyampalan RKBMD  Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan

selambal-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Dacrah Pada Pengelola Barang

Pasal 34

Penelasnhan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

dilakukan terhadap:

a. Relevansi program dengan rencana keluaran {oufput)
Pengguna Barang;

b. Opumalisasi penggunaan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang; dan

c. Elektivitas penggunaan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang telah sesual
peruntukannva dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi QPD.

Penelanhan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagammmana  dimaksud  pada  ayat (1)  sekurang-

kurangnyva memperhatikan:

A. Kescsualan  program  peérencanaan  dan  standar
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (1) dan

ayat |2]; dan
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b, daii barang sebagdimana dimaksud dalam Pasal 23
gyat (4],

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebapaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan dalam

Hasil VPenelaahan RRKBMD  Pengadaan barang milik

daerah vang sekurang-Kurangnyva memuat:

a. namsa kuasa Pengguna Barang,

b, nama Pengguna Barang;

C. program;

d. kegiatan;

e data daltar barang pada Pengguna Barang dan/atau
daftar barang pada Kuasa Pengruna Barang; dan

[. rencana kebutuhan penpgadaan barang vang disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah

sebaginimana dimaksud pada avat (1), Pengelola Barang

mengikuisertakan Pejabat Penatausashaan Barang dan

Pengurus Barang Pengelola untuk menviapkan dan

memberkan  pertimbangan terhadap kebenaran dan

kelengkapan  usulan RKBMD  Pengadaan  yang

dilaks:anakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan

Juni.

Pasal 33
Hasil Menelaahan RKBMD  Pengadaan barang milik
daeraby dart Pengguna Barang sebagmmana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat [3) ditandatangani oleh Pengelola
Barang.

Pengguna Barang menyusun  RRKBMD  Penpadaan
berdasarkan hasil penelanhan sebagaimana dimaksud
pada avart {1}].

REKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pengpuna Barang kepada Pengelola
Barang paling lambat minggu Retiga bulan Juni.
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Bagian Keenam
Tata Cara Penclaahan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daecrah Pada Pengelola Barang

Pasal 36
Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap
data barang milik daerah wvang diusulkan rencana
pemeliharaannya.
Penelashan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah scbapgaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnva memperhatikan daftar barang pada Pengguna
Barang vang memuat informasl mengenai status barang
dan kondisi barang.
Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah scbhbagaimana dimaksud pada avat (2] dituangkan
dalam hasil penelashan RKBMD Pemeliharaan barang
milik dacrah yang sekurang-kurangnya memuat;
a. nama huasa Pengguna Barang;
b. nama Péengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana Kebutuhan barang milhk daerah yang

disetuygu,

Dalam melaksanakan penelaabhan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausshsan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan  periimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan REKBMD  Pemeliharaan yang
dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Jumni,

Pasal 37
Hasil Penclaahan RKBEMD  Pemeliharaan barang milik

daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 36 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola
Barang

Pengguna Barang meénvusun REKBMD Pemeliharaan
berdasuarkan hasil penelashan sebapaimana dimaksud
pada avat (1),

RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} disampaikan oleh Pengpuna Barang kepada Pengelola

Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni,

Pasal 38
RERBMD Pengadaan dan RRBMD Pemeliharaan barang
milik daerah dard Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 avat (3) dan Pasal 37 avat (3)
ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh
Pengelola Barang.

REKBMD  Pengadaan dan RKBMD  Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling

lambatl minggu keempat bulan Jun.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 39
Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukun sebelum penyusunan Perubahan APBD,
Penvusunan RKBMD  scbagaimana dimaksud  dalam
Pasal 15 sampail dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap penvusunan perubahan RKBMD.

Bagian Kedelapan
Penvusunan REBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 40
Dalam hal sectelah batas akhir penyampaian RKBMD

terdapar  kondisi  darurat, pengusulan  penvediaan
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anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative] dan
penvediaan angegaran angka dasar (baselinel dalam
rangka rencana pengadaan danfatau rencana
pemeliharaan  barang  milik daerah  dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kondis: darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala
besar.

Hasil pengusulan penyediaan anggaran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan
penyampaian EKBMD  Perubahan dan/atau RKBMD
tahun berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengelola Barang scbagai bahan pertimbangan
tambahan dalam penelaahan atas RKBMD vyang
disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau

APBD tashun anggaran berikutnyva,

BAB WV
PENGADAAN

Pasal 41

Pengadiaan barang  millk  daerabh  dilaksanakan
berdasarkan prinsip efisien, efektf, transparan dan
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesal dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 42
Pengpuna Barang wajib menyampaikan laporan hasil
pengacdaan barang milik daerah kepada Bupati melalu
Pengelola Barang mulik daerah untuk ditetapkan status
DENEEUNEANNYA.
Laporan hasil pengadaan barang mililk daerah
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sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, terdiri dari laporan

hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan,

BAR VI
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 43
Bupat: menetapkan status penggunaan barang mbk
daerah.
Bupati dapat mendelegasikan penetapan status
penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} selain tanah dan/atau bangunan
dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (2,
antara |ain adalah barang milik daerah vang tidak
mempunval  bukti  kepemilikan atau  dengan  nilal
terteniu
Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (3]
ditetaplkan oleh Bupan.
Penetapan  status penggunaan barang milik daerah
sebagimimana  dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 44
Penggunaan barang milik daerah meliputi:
a. Penclapan status penggunaan barang milik daerah;
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
¢. Pengeunaan sementara barang milik daerah; dan
d. Penclapan status penpgzunsan barang milik daerah
untuk dioperasikan cleh pihak lain,
Penelapan status penggunaan scbagaimana dimaksud
pada aval (1) dilakukan untuk:
a. penyelenggaraan tugas dan lungsi OPD; dan
b. dioperasikan  oleh  pihak lain  dalam  rangka
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menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan

fungsi OPD vang bersangkutan.

Pasal 45

Penetapan stantus penggunaan tidak dilakukan terhadap:

&,

b.
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barang persediaan;

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

barang vang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan; dan

Aset Telap Renovasi (ATR).

Pasal 46
Penetaparn status penggunaan barang milik daerah
berupa mnah dan/atau bangunan dilakukan apabila
diperlukan untuk kepentingan penvelenggaraan tugas
dan fungsi1 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang vang bersangkutan.
Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada aval (1) yvang tidak digunakan dalam
penvelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
kepads Bupati melalui Pengelola Barang,
Dikecushikan darn ketentuan  sebagaimana dimaksud
pada avat (2], apabila tanah dan/atau bangunan
sehagamana dimaksud pada avat (2) telah direncanakan
untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka
wakiu rertentu vang ditetapkan oleh Bupati.
Bupali mencabut status penggunaan atas barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Penperuna Barang schapaimana dimaksud avat (2).
Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak
diseralikan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan
sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan  atas
barang milik daerah berkenaan.
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Pasal 47

Bupati menetapkan barang milik daerah yvang harus

diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan/atay Kuasa Pengguna

Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dalam menetapkan penyerahan sebagaumana dimaksud

pada ayat (1) Bupati memperhatikan:

a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi
Pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau
bangunan; dan/atau

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh darn
sumber lain.

Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf

¢ antara lam termasuk hasil pelaksanaan pengawasan

dan pengendalian vang dilakukan oleh Pengelola Barang
atau Bupati dan laporan dari masyarakat,

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik

dacrah sebagammana dimaksud pada avat (1) mehpat:

a. penetapan status penggunaan;

b. pemanfaatan; atan

¢ pemindahtanganan.

Bagian Kedua

Penetapan Status Pengeunaan Barang Milik Dacrah

Paragral Kesatu

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Oleh Bupati

Pasal 48
Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan
status prnggunaan barang milik daerah vang diperoleh
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada
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Bupati.

Pengajusn  permohonan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik
daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada
tahun anggaran vang berkenaan.

Permohonan peneétapan status penggunaan barang milik
daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2] diajukan
secara tertulis oleh Pengpuna Barang kepada Bupat
paling lambat pada akhir tahun berkenaan,

Bupati menerbitkan keputusan penectapan  status
pengpunaan barang milik daerah setiap tahun.

Pasal 49
Pengajuan permohonan penetapan status penggunasan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 aval (2] disertal dokumen.
Dokumen scbagaimans dimaksud pada avat (1) untuk
barang milik daerah berupa tanah vyaitu fotokopi
sertifilat.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
barang milik daerah berupa bangunan vang diperoleh
dari APBD vaitu:
a. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
b. fotokopm dokumen perolehian.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk
barang milik daerah berupa bangunan yvang diperoleh
dari perolchan lainnya yang sah sekurang-kurangnya
berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1] untuk
barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang
diperoleh dari APBD vamnu:
a. [otokopi sertifikat;
b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
c. lotokop! dokumen pereclehan.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
barang milik daerah berupa tanah dan bangunan darn
perolechan lainnyva vang sah sekurang-kurangnya berupa
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dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

vang memiliki dokumen vaitu:

a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atan

b. fotokupi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah wvang dari awal pengadaan

direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan

dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah vaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran:

b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik
dacrah berupa tanah;

¢, fotokopl lzin Mendirikan Bangunan (IMB}, untuk
barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau

d. fotokupl dokumen perolehan.

Pasal 50

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimalksud
dalam Faisal 49 avat (2) dan ayat (5) huruf a apabila
barang milik daerah berupa tanah belum memiliki
fotokopi  sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat
diganti dengan:
a. akia jual beh;
b, girik;
o letwer £
d. sural pernyataan pelepasan hak atas tanah;
e, surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
f. beritn acara penerimaan terkait perolehan barang;

ata
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan,
Dikecualikan dari Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (3) apabila barang milik daerah
berups bangunan belum memibiki IMB dan dokumen
perolehian dapat diganti dengan surat pernyvataan dari
Pengguna Barang yvang menyatakan bahwa bangunan
tersebul digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
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fungsi LPD,

Dikectiihkan dart ketentuan sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 49 ayat [5) apabila barang milik daerah
berupu tanah dan bangunan yvang diperoleh dari APBD
belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan
dapal panti dengan sural pernyataan dan Pengguna
Barany wvang menvatakan bahwa tanah dan bangunan
tersebu  dipunakan untuk penvelenggaran tugas dan
fungsi LUPD.

Dikecunlikan dari ketentuan sebagaimana  dimaksud
dalarn Pasal 49 avat (7) apabila barang milik daerah
berupe selain tanah dan bangunan vang diperoleh dari
APBD wlum memiliki dokumen kepemilikan. maka
dokumen  dimaksud dapat  diganti  dengan  surat
pernviiunn dari Pengguna Barang  vang menvatakan
bahw: barang milik dacrah selain tanah dan/atau
banguoun  tersebut digunakan untuk penyvelenggaran
tugas doan [ungs: OPD.

Dikecualikan dan ketentuan  sebagaimana dimaksud
dalam [%isal 49 avat (8] huruf b, hurul ¢, dan huruf d
belum ada, maka pengajuan usul  permohonan
penerbitan status penggunaan disertal sural pernyvalasn
dari Pengguna Barang bersangkutan yvang menyvatakan
bahwu barang tersebut adalah barang milik daerah vang
dari a1y ! pengadaannya direncanakan untuk dilakukan
pemundahtanganan  dengan cara  penyertasn  modal
pemeritah dacrah,

Barang millk daerah vang belum memiliki dokumen
keperiilikan tetap harus menvelesaikan  pengurusan
dokuir 1 kepemibkan meskipun telah ditetapkan status

pengeuiian barang milik daerah,

Pasal 51
Pengelolin Barang melakukan penelitian atas permohonan
peneti i status penggunaan barang milik daerah dan
Pengguina Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

avat |||
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Penelit i sebagaimana dimaksud pada pvat (1)
dilakukiin  terhadap kelengkapan dan  kesesualan
dokuncn vang dipersyaratkan,

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

avat 2| belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a, mviiinta keterangan ataw data tambahan kepada
Penupguna Barang yvang mengajukan permohonan
porictapan status penggunaan barang milik daerah;
den atau

b, mel sukan pengecekan lapangan.

Kegiat o Pengelola Barang schagaimana dimaksud pada

aval | dilakukan terhadap barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan serta barang miik daerah
selain (iinah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen

kepenilikan atau dokumen lain vang sah.

Pasal 52

Berdasarkan hasil penelitian  scbagaimana dimaksud
dalam HMasal 51 awvat (1), Bupati menetapkan status
pengglddan barang milik daerah,

Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1] diletapkan dengan RKeputusan
Bupali.

Dalam  tual  Bupau  tdak menyetuul  permohonan
Pengguiia Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
avat |||, Bupati melalus Pengelola Barang menerbitkan
sural penolakan kepada Pengguna Barang disertas

alasan

Paragral Kedua

Penetapo i Status Penggunaan Barang milik daerah

Oleh Pengelola Barang

Pasal o4
Pengelo o Barang menetapkan status penggunaan barang
berdasarkan kewenangan vang dudelegasikan oleh Bupan

sebaginunana dimaksud dalam Pasal 43 avat [2).
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Penetapan status penggunaan barang  oleh Pengelola
Barang schagamana dimaksud pada avat [1) dengan
mekanisme:

a, Penvouna Barang mengajukan permohonan penétapan
stiiis penggunaan  barang milik  daerah vang
dipsroleh dan beban APBD dan perolehan lainnva
yvany sah kepada Penpgelola Barang,

b. Pengijuan permeohonan sebagaimana dimaksud pada
hurut a dilakukan setelah diterimanva barang milik
dacrahl berdasarkan dokumen penerimaan barang
pada tahun angegaran vang berkenaan.

¢. Permohonan penctapan status penggunaan barang
milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna
Buring Kepada Pengelola Barang paling lambat pada
aklir tahun berkenaan.

Pengajizan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat

(2) dise il dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 dan fasal S0,

Terhadipy  pengajuan  permohonan  penctapan  status

pengeunnan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada vat  (2)  dilakukan penelitian  sebagaimana

ketentiuin Pasal 31,

Berdasarkan hasil penelinan  sebagaimana dimaksud

pada ovat (4], Pengelola Barang menetapkan status

pengeunaan barang milik daerah.

Dalarm  hal  Pengelola Barang (dak menyvetujuil

permolionan Pengeuna Boarang  sebagaamana dimaksud

pada avat (2}, Pengelola Barang menerbitkan surat

penolakan kepada Pengguna Barang disertar alasan.
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Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 54
(1] Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status
pengeunaan.
(2}) Pengaliban status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada wvat {1} dilakukan berdasarkan:
g, Inisiatif dari Bupati; dan

b. Permohonan dari Pengguna Barang lama,

Pasal 55

(1} Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
berdasarkan iisiatf dari Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan
pemberiiahuan  ferlebih dahulu kepada Pengguna
Barang,

(2} Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 avat 2 huruf b
dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya
untuk  penvelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan
berdasarkan persetujuan Bupati,

(3) Pengalihan status penggunaan scbagaimana dimaksud
pada avat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah
vang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan
tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang
bersanzkutan.

(4] Pengalihan staius penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayvat [2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak
ditkut: dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.

Pasal 56
(1} Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
berdasorkan permohonan dari Pengguna Barang lama
sebagalnana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b
dilakukan dengan pengajuan permohonan sccara tertuhs

oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
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Pengajusn permohonan scbagaimana dimaksud pada

ayat [1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status
penggunaannya;

b, calon Pengguna Barang baru; dan

¢. penjelasan serta pertimbangan pengalihan  status
penggunaan barang milik daerah.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf a, antara lain:

a. kode barang;

b. kode register;

¢. nama barang;

d. jumlah;

e. jenis;

. nilai perolehan:
g. nilal penyusutan;
h. nilai buku;

1. lokas:i;

}. luas, dan

k. talhun perolehan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dilampiri;

a. [ptokopt daftar barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3);

b, sural pernyataan yang memuat Kesediaan calon
Penpgguna Barang baru untuk menenma pengaliban

barang mihk dacrah dan Pengpuna Barang lama.

Pasal o7
Pengeloli Barang melakukan penelitian atas permohonan
pengalihan status penggunaan barang milik daerah dan
Penggunn Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1).
Penclitien  schagaimana dimaksud  pada  ayar (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen vang dipersyaratkan.
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Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a4, meminta keterangan atau data tambahan kepada
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan
perpalihan status penggunaan barang milik daerah;
dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang

baru

Pasal 58

Berdasarkan hasil penelian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57, Bupati memberikan persetujuan

pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

Persetuyuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Surat Persetujuan Bupat,

Surat persetujuan schbagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a, data barang milik daerah yang akan dialihkan status
PenZEUNAANNYE;

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru;
dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama.

Kewajban  Pengguna  Barang  lama  sebagaimana

dimaksud pada avat (3] huruf ¢ yaitu:

a4, melakukan serah terima barang milik daerah kepada
Pengguna Barang baru yvang selanjutnyva dituangkan
dalam Berita Acara Serah Tenima (BAST); dan

b. melakukan penghapusan terhadap barang mihk
daerah yvang telah dialihkan darn daftar barang pada
Pengguna Barang  berdasarkan surat keputusan
penghapusan barang.

Dalam hal Bupati tidak menyetujul  permohonan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

avat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada

Pengguna Barang dengan disertail alasan.
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Pasal 59
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Masal 58 ayat [(2), Pengguna Barang lama
melakukan serah terima barang milik daerah kepada
Pengguna Barang barmi.
Serah terima barang milik daerah kepada Pengpuna
Barang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama | (satu}] bulan secjak persetujuan alih  status
penggunaan barang milik daerah yvang dituangkan dalam
Benta Acara Serah Terima (BAST).
Berdasarkan Berita Acara Secrah Ternnma (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Pengguna Barang
lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola
Barang atas barang mubk daerah yvang dialihkan status
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dan
daltar barang pada Penpguna Barang.
Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] paling lama 1 (satu) mingpu sejak tanggal Berita Acara
Serah Terima (BAST).
Penghapusan  barang milik  daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat {3]) ditetapkan dengan keputusan

Pengelola Barang,

Pasal 60

Berita  Acara  Serah Ternima (BAST) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2) dan Keputusan
Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik
daerah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 539 ayat (3)
dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Pengguina Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak
keputusan penghapusan ditetapkan.

Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik
daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan
Bupail, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan

keputusan penghapusan barang milik daerah.
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Bagian Keempat

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 61

Barang milik daerah wang telah ditetapkan status
pengeunaannya pada Pengguna Barang dapat dipunakan
sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah  status
penggunaan barang mulik dagrah  tersebut  setelah
rerlebily dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Penguunaan sementara barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka

waktu;

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bansunan;

b, palng lama 2 [dua) tahun dan dapat diperpanjang
untuk barang milik- daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Penggunaan sementara barang milik daerah dalam

jangka waktu kurang dan 6 (enam) bulan dilakukan

tanpa persetujuan Bupat.

Pasal 62

Penggunaan sementara barang milik daerah sebagairmana
dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan dalam perjanjian
antara lengguna Barang dengan Pengpuna Barang
sementira.

Biava pemeliharaan barang milik daerah vang timbul
selama  jangka  wakm  penggunaan sementara
schagaimana dimaksud pada avat (1) dibebankan kepada
Pengouna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan — sementara  barang  milik  daerah

hersane kutan.
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Pasal 63

Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah

diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling

sedikit memuat:

a. dats barang milik dacrah yang akan digunakan
sernentara;

b, Pengguna  Barang vang akan menggunakan
sementara barang milik daerah: dan

¢, penjtlasan serta pertimbangan pENnggunaan
sementara barang milik daerah,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus

dilengkapi dekumen:

a. forokopi keputusan penctapan status penggunaan
barang milik daerah; dan

b. fotokopr surat permintaan penggunaan Ssementara
barang milik daerah dari Pengguna Barang vyang
akan menggunakan sementara barang milik dacrah

kepada Pengguna Barang,

Pasal 64

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan

penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 avat (1),

Penelitian  sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yvang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

avat (2) belum mencukupl, Pengelola Barang dapat:

a. memimnta keterangan kepada Pengguna Barang yang
mengajukan  permohonan  penggunaan  sementara
barang milik daerah; dan

b, meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna
Barsing yang akan menggunaksan sementara barang

milik daerah.
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Pasal 65

Berdasarkan hasil penelitinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 avat (1), Bupati memberikan persetujuan

atas pengounaan sementara barang milik daerah.

Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan

Bupati.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling scdikit memuat:

a, data barang milik daerah yang akan digunakan
sementara,

b. Pengguna Barang vyang menggunakan sementara
barang milik daerah;

€. kewijiban Pengguna Barang yvang menggunakan
sementara barang milik daerah untuk memelihara
dan  mengamankan barang milik daerah yang
digunakan sementara;

d. jangka wakiu penggunaan sementara;

¢. pembebanan biayva pemeliharaan; dan

f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuts
dalam perjanjian.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permochonan

sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Bupati

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang

disertai alasan.

Pasal 66
Apabils  jangka walkmu penggunaan sementara atas
barang milik dacrah telah  berakhir  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 avat [(2), maka:
a. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang
milik daerah kepada Pengguna Barang; atau
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada
Pengeuna Barang yang menggunakan sementara

barang milik daerah.
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Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik
daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai
dengan Pasal a0 berlaku mutatis mutandis terhadap
mekanisme pengalihan status pengeunaan kepada
pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul b,

Pasal 67

Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan
permohionan perpanjangan wakiu penggunaan sementara
atas barang milik dacrah schagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 avat (2).

Perpanjangan wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disjukan Pengguna Barang kepada Bupatipaling
lamhat 3 (tiga) bulan sebelum jangka wakiu penggunaan
semeniara barang milik daerah berakhar.

Mekanisime pengajuan permohonan, penelitian,
persetujuan, dan penetapan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66
berlaku mutatis muandis pada mekanisme pengajuan
permohonan, penelitian, persetujuan dan penctapan oleh
Bupat: tcrhadap perpanjangan penggunaan sementara

barang milik daerah.

Bagian Kelima

Penetapan Status Penggunaan Barang Mihk Daerah

Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pasal 68
Barang milik daerah yang telah ditetapkan status
pengeunaannyva  pada  Penpguna  Barang, dapat
digunaran untuk dioperasikan oleh pihak lain.
Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
ocleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dalam rangka menjalankan pelayvanan umum

sesudl tuegas dan fungsi OPD vang bersangkutan.
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Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang
dengan pimpinan pihak lain.

Biava pemehharaan barang milik daerah yang tumbul
selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada
pthak lain vang mengoperasikan barang milik daerah.
Pihak lain vang mengoperasikan barang milik daerah
dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian
barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnva
dan/atau memindahtangankan barang milik daerah
bersangkutan,

Bupatu «dapat menank penetapan status barang milik
daecrah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal
pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk

penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya.

Pasal 69

Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk

dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh

Pengeguna Barang bersangkutan kepada Bupatl,

Pengajuan permohonan sebageimana dimaksud pada

ayat (1] paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah;

b. pihak lain vang akan menggunakan barang milik
daerah untuk dioperasikan;

c. janpka wakiu penggunaan barang milik daerah yang
dioperasikan oleh pihak lain;

d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang
milik daerah vang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e. maler vang diatur dalam perjanjian.

Pengagjuun  permohonan sebagaimana dimaksud pada

aval (1) dilampiri dokumen:

a. forokopt keputusan penctapan status penggunaan
barang milik daerah:
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b. lotokopl surat permintaan pengoperasian darn pihak
fain vang akan mengoperasikan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang, dan

¢. fotokopi surat pernvataan dari pihak lain yang akan
mengoperasikan barang  milik  daerah  kepada
Pengguna Barang.

Surat pernyataan darn pihak lain sebagaimana dimaksud

pada avat [3) huruf ¢ merupakan pernyataan pihak lain

VAang mcimaan

a. barang milik daerah wang akan dioperasionalkan
dalam rangka pelayanan umum sesual tugas dan
fungsi OPD fUnit Kerja;

b. menanggung seluruh maya pemeliharaan barang
milik daerah vang tmbul selama jangka waktu
pengoperasian barang milik daerah;

c. tdak mengalihkan pengoperasian dan/atau
pemindahtanganan  barang milik daerah selama
Jangkn waktu pengoperasian barang milik daerah;
dan

d. mengembalikan barang milik daerah kepada
Pengzuna Barang, apabila  jangka waktu

penpgoperasian barang milik daerah telah selesai.

Pasal 70
Pengelola Barang melakukan penclitian atas permehonan
pengeunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleby pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
avat (1).
Penelitian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  terhadap kelengkapan dan  kesesuaian
dokumen vang dipersyaratkan.
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
avat (2] belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
A, meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang
mengajukan permohonan penggunaan barang mihk
daerah yang dioperasikan oleh pihak lain;
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b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain
yvang akan mengoperasikan barang milik daerah;

c. mencarl informasi dari sumber lainnya;

d. melakukan pengecekan lapangan dengan
mempertiimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Pasal 71

Berdasarkan hasil penelitian  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (2], Bupati menectapkan penggunaan

barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan barang milik dacrah untuk diopecrasikan

ogleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah;

B, jangka waktu penggunaan barang milik daesrah untuk
dioperasionalkan pithak lain;

¢. pithak lain vang akan mengoperasionalkan barang
milik daerah;

d. kewapban pihak lain yang mengoperasikan barang
milik daerah; dan

e, kewajiban Pengguna Barang,

Kewajiban pithak lain vang mengoperasikan barang milik

daerah schagaimana dimaksud pada ayat (3} huraf d

antara in memelihara dan mengamankan barang milik

daerah vang dioperasikan,

Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada avat [3) huruf e meliputi:

a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah
untuk  dioperasikan  oleh  pihak  lain dengan
perjunjian; dan

b. melikukan pengawasan dan pengendalian terhadap
Barang milik daerah vang dioperasikan oleh pihak

fain
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® Dalam hal Bupat tdiak menyvetujui permohonan
Pengguina Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat {1}, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada
Penggiona Barang disertal alasan.

Pasal 72

(1} Pengeoooan barang milik daerah oleh Pengguna Barang
untuk operasikan oleh pihak lain dituangkan dalam
perjanion yang ditandatangam oleh Pengeguna Barang
dengan pihak lain.

(2) Penanjuin  penggunaan barang milik daerah untuk
dioperisikan oleh pihak |lain sebagaimana dimaksud
pada avat (1) paling lama 5 (limaj tahun dan dapat
diperpanjang.

[3) Penandolanganan  perjanjian  schagaimana dimaksud
pada oot (2) dilakukan setelah adanya Keputusan
Bupat

Pasal 73
Perjanjian  jwnggunaan barang milik  daerah untuk

dioperasiki uleh pithak lain schagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 aviit (1], sckurang-kurangnya memuat:

2.

& 0 @

=

data burang milik daerah vang menjadi objek;

Penggiion Barang;

pithak Ln vang mengoperasikan barang milik dacrah;
peruilukan pengoperasian barang milik daerah,

jangk: wakiu pengoperasian barang milik daerah;

hak dins kewajiban Penpgguna Barang dan pihak lain
vang v ngoperasikan barang mihk dacrah, termasak
kewanbon  pihak  lam  tersebut untuk melakukan
pengannan dan pemeliharaan barang milik daerah;
pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan

penvelrsman persehsihan.



Pasal 74

(1) Penggtiia  Barang dapat melakukan perpanjangan
pengeuitaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pthak lain.

(2) Perpamumgan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
digjukun Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat
3 [tga) bulan sebelum jangka wakiu penggunaan barang
milik duaerah berakhir,

(3] Ketentuun Pasal 69 sampail dengan Pasal 71 berlaku
mutati=  mutandis  pada mekanisme permohonan,
penelitiin, dan penctapan perpanjangan jangkas waktu
pengeguiiuan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pihak lain.

Pasal ¥5
Pengawas:: dan pengendahan terhadap pelaksanaan
penggunasn barang milik daerah dilakukan sesual ketentuan

peraturan porundang-undangan,

Pasal 76

(1) Pengeguiaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pili:k lain berakhir apalila:

a. berakhirnva jangks waktu penggunaan barang milik
dacrah unuk  dioperasikan oleh  pihak  lain,
sthowiwimana tertuang dalam perjanjian;

b, perpogin  diakhiri secars  sepihak oleh Penggung
Barang;

c. ketentuan lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2] Perjariun diakhiri secara sepihak oleh Pengpuna Barang
sebagaiana dimaksud pada avat (1) huruf b dapat
dilakukun apabiia;

a. pihak lain yvang mengoperasikan barang milik daerah
tickak memenuhl kewajibannyva vang tertuang dalam
PUraijian; atall

B, terdupat keondisi vang mengakibatkan pengakhiran

penpeunaan barang milik daerah untuk dioperasikan



oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam
PCrjar]ian.

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang
milik dacrah vang didasarkan pada kondisi sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, Pengguna Barang meminta
persetujuan Bupati.

Pasal 77

(1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan olch pihak lain telah berakhir, pihak
lain wvang mengoperasikan barang milik daerah
mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada
Pengguinn Barang dengan Berita Acara Serah Terima
(BAST).

(2] Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penpggunaan
barang milik daecrah untuk diopecrasikan pihak lain
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada Bupat
paling lauma 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima (BAST)), dengan melampirkan
fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Kesartu

Prinsip Umum

Pasal 78
{1} Pemanlaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. Pecngelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
Peingrlola Barang, dan

bh. Penzgpuna Barang dengan persetujuan Pengelola
Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian

tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan
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(3]

T

oleh Pengguna Barang., dan selain tanah dan/atau
banuunan.
Pemaniaatan barang wmulik deerah  dilaksanakan
berdasirkan pertimbangan teknis dengan
memperhatikan  kepentingan daerah dan kepentingan
LTI
Pemanlaatan barang milik daerah dapal  dilakukan
sepan;ine tidak menggangen pelaksanaan tugas dan
fungsi penvelengearaan pemernntahan daerah.
Pemaniaatan barang milik daerah  dilakukan tanpa

memerlukan persetuuan DPRL.

Pasal 74
Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik
daerali serta biava pelaksanaan vang menjadi objek
pemaniiatan dibebankan padas mitra pemanfaalan
Biava jpersiapan  pemanfastaan barang milik dacrah
sampa.  dengan  penunjukkan  mitra Pemanfaatan
dibebaiikan pada APBD
Pendapuitan  daerah  darn pemanfaalan barang mulik
daerall merupakan penerimaan  daerah vang  wajb
digetorsun seluruhnva ke rekening Kas Umum Daerah.
Pendapiiian daerah dari pemanfaatan barang milik
daerah (dalam rangka penvelenggaraan pelayanan umum
sesual dengan tugas dan fungs: Badan Lavanan Umum
Daerul merupakan penerimaan daerah vang disetorkan
selurulinva ke rekening kias Badan Lavanan Umum
Daerah
Pendapotan dacrsh dan pemanfaatan barang milik
daerah dalam rangks selain peovelenggaraan tugas dan
fungs: [Hadan Layvanan Umum Dacrah merupakan
peneriiinan  daerah vang disetorkan seluruhnyva ke

rekeniiie kas Umum Daerah,



(1)

(2]

Pasal B0
Barang milik daerabh vang menjadi objek pemanfaatan
dilarany dijaminkan atau digadaikan.

Barany rubik daersh veang merupakan objek retribusi
daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan
barang milik daerah,

Pasal 81

Bentuk Pemunfaatan Barang milik daerah berupa:

i,
b

Sewa;

Pinjam Pakai;

] o

BGS atu BSG; dan
KSFL.

Bagian hedua

Mitra Pemanfaaian

Pazal &2

Mitra Pemar:fuatan meliputi:

=

penyeds, untuk pemanlaatan barang milik daerah dalam
bentuk Sewa,

peminjii pakal, untuk  pemantaatan  barang  milik
daerdah dalam bentuk Pimam Pakai;

mileg RSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah
dalam bontuk KSP;

mitra 8/ BSG, untuk  pemanfaatan  barang milik
daerdlidulam bentuk BGS,/BSG; dan

mitra KSPl, untuk pemanifaatan barang milik daerah
dalam bentuk KSPI.

Pasal 83

Mitra Pemanluatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 82

memiliki tunggung jawal;

.

melalian pembavaran atas pemanfaatan barang milik
daecril sosim bentuk pemaniastan;
menyeiahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesu

ketenticon bentuk pemanfaatan;



(1)

(2]

(3]
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melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang
milik daerah vang dilakukan pemanfaatan dan hasil
pelaksanaan pemaniaatan barang milik daerah;
mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya
pelaksanaan; dan

memenuin kewajiban lainnya yang ditentukan dalam

perjanjian pemanfaatan barang milik daerah,

Pasal B4
Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.
Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) hurul a, dapat dilakukan untuk sebagian atau
keseluruhannya.
Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah
berupa scbhagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada avat (2), luas tanah dan/atau bangunan
vang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah
adalah scbesar luas bagian tanah dan/atau bangunan
yvang dimanfaatkan.
Bagian Ketiga
Pemilihian Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

Paszal 85

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip

A
b.

s

B

c.

dilaksanakan secara terbuka;

sckurang-kurangnya dukut oleh 3 (tga) peserta;
memperoleh manfaat yang optitnal bagi daerah;
dilaksanakan oleh panitia pemilihan vang memiliki
integritas; handal dan kompeten;

tertib administras:; dan

f.tertib pelaporan.
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Pasal B6

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP
pada Pengelola Barang atau BGS/B8G terdin atas:
a. Penpelola Barang; dan
b. panitia  pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola

Barang.
Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP
pada Pengguna Barang terdini atas:

a, Pengzuna Barang; dan

b. panitin  pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna
Barang.
Pasal 87
Pemilibizn mitra dilakukan melalui Tender.
Dalam  hal ohjek pemanfaatan dalam bentuk KSP

merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus,
pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan

Langsung.

Pasal B8

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau

BGS/B5G, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki

tugas dan kewenangan sebagail berikut:

a. menctapkan rencana umum pemilihan, antara lain
persyvaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja
panitia pemilihan;

b, mencltapkan rencana pelaksanaan pemilithan, vang
tneliputis
1. kemampuan keuangan,

2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.

¢, menctapkan panitia pemilihan;

d. menclapkan  jadwal  proses  pemilihan mitra
berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;

e, menyelesatkan perselisihan antara peserta calon
mitra dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat;



(2]

(1]

(2}
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f. membatalkan Tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai  atau
menyimpang dari dokumen pemilihan;,

2. pengaduan masyarakat adanva dugasn kolusi,
Horups:, nepotisme vang mehbatkan pamitia
pemilihan ternyata terbukti benar;

g. menctapkan mitra;

h. mengawas] penyvimpanan dan pemeliharaan dokumen
pemilthan mitra; dan

1. melaporkan  hasil  pelaksanaan  pemilihan  mitra
kepada Bupat.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada avat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/

Pengeuny Barang dapat:

a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam
kedudukannya seclaku Pengelola Barang/Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

Pasal 12.

Pasal 89

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdirl atas:

a. ketua;

b. sekretans, dan

c. anggota,

Keangegotaan panitia pemilihan sebagaimana dimmaksud

pada avat (1} berjumlah gasal ditetapkan sesuai

kebutuhan, paling sedikit 53 (lima} orang, vang terdiri
atas:

a. unsur dari  Pengelola Barang dan  dapat
mengikutsertakan unsur dan OPD/umit kena lan
vang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan
KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;

b. unsur dart Pengguna  Barang dan  dapat
mengikutsertakan unsur dari OPD/unit kerja lain

vang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan



{3

(4]

(2)

e

k&1t barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan

C. unsur  darn Pengelola  Barang serta  dapat
mengikutsertakan unsur dari OPDJ/unit kerja lain
vie kompeten, untuk pemilihan mitra BGS /BSG.

Paniin pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (1),

diketuiu vleh:

a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP barang milik dacrah pada Pengelola
Barvong atau BGS,/BSG; dan

b. unsur dart Pengeguna Barang, untuk pemilihan mitra
Peanfaatan  KSP  barang milik daerah pada
Pengeuna Barang,

Aparat Pengawasan Intern Pemenntah dilarang ditunjuk

dalarm leanggotaan panitia pemilihan,

Pasal i

Persvaratan vang harus dipenuhi untuk ditetapkan

sebaga paniba pemilihan:

a. monubki antegritas, vang dinvatakan dengan pakta
e riEas;

be menubks wanggune jawab dan pengetahuan 1cknis
uniuk melaksanakan tugas;

o, melniliki  pengelabhuan yvang memadai di  bidang
pengclolaan barang milik daerah;

d. manipu mengambil keputusan dan bertindak tegas,
dan

e. tidak menjabat sebagal pengelola keuangan

Persyaralan  sebaguimana  dimaksud pada  avat (1)

sekurine-Kurangnvea mehputi:

a. bersiatus pegawan negen sipll pemernintah  daerah
dengan golongan paling rendah 1/ b atau vang setara;

b. tdik sedang mengalani hukuman disiplin: dan

c. meoniki kemampuan  kerja secara  berkelompok

dalom melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannyva.
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Pasal @1

Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

& moenyusun rencand jadwal proses pemilihan mitra dan
muelvampaikannva  kepada  Pengelola  Barang/
Perngeona Barang untuk mendapathkan penctapan;

b. munctapkan dokumen pemilihan;

¢. mengumumkan  pelaksanaan  pemilihan  mitra  di
moecie massa nasional dan di website pemernintah
duvrih masimg-masing;

d. melakukan penelitian kualilikasi peserta calon mitra;

e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap
PUIWATET YANE masuk,

I mensyatakan ender wagal;

g, milukukan tender dengan peserta calon mitra vang
luluis Rualifikas;

h. melakukan neposiasi dengan calon mitra dalam hal
tencer gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan
v ol il bepder:

Loomengusulkan calon mitra berdasarkan hasil
tender/ seleks langsung/ penunjukan langsung
kepada Pengelela Barang / Pengeguna Barang:

Jo mersimpan dokumen asli pemilihan;

k. mumbudr  laporan  pertanggungjawaban  mengenal
proscs dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang; dan

. mengusulkan perubahan spesifikasi tekmis dan/atau
prtulihan matert  perjanpan kepada Pengelola
Barang/Pengeuna Barang, dalam hal diperlukan,

Perubuhan  spesilikasi teknis dan  perubahan materi

perjan)an scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf |

dilaks:aiikan setelah mendapat persetujuan dar Bupat
uniuk Larang milik daerah yang usulan pemanfaatannya
atas perselujuan Bupat.

Perubuhiun spesifikasi teknis dan perubahan materi

perjatin  sebapaimana dimaksud pada avat (1) hural |

dilak=:inakan  sewelah mendapat persetwgjuan dan



Pengeloly Barang untuk barang milik daerah vang usulan

pemanliatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Puaggl 92
(1) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme
tender. calon  mitra  Pemanfagtan KSP  dan/atau
BGS,B=¢i wajib memenuhi  persyvaratan  kualifikasi
sebagin erikut:
g. Persyiratan adminisiratif selkurang-kurangnya
it
1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
3. embuaat sarat Pakia Integritas;
4. menyampatkan  dokumen  penawaran  beserta
dokumen pendukungnya; dan
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan tekms serurang-Kurangnyva meliputi:
1 fKap menurut hukum;
2. tilak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan
barang/jasa Pemerintah;
3. mwemiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan
tknis dan manajerial; dan
4. memiliki sumber dava manusia, modal, peralatan
dun fasilitas lain vang diperlukan dalam
prlaksanaan pekerjaan
{2} Pejabur pegawal pada poemerintah daerah atau pihak
vang momidilky hubungan keluarga, baik dengan Pengelola
Barang Pengeguna Barang, Tim pemanflaatan, maupun
panitia pemilihan, sampal dengan derajat ketiga dilarang

menjad calon mitra.

Pasal 93
(1) Pengeloln Barang/ Pengguna Barang menvediakan biayva
untuk persiapan dan pelsksanaan pemilihan mitra yang
dibiavai darn APBD, vaneg meliputa:
a. honorurnum pamta pemilihan mitra;

k. biayv: pengumuman, termasuk bilayva pengumuman



ulang;
c. biava pengpandaan dolumen; dan
d. biaya lainnya wvang diperlukan untuk mendukung
peluksanaan pemilihan mitra.
(2] Honorarium  panitia  pemilihan mitra sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tender

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 94
Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan
barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka
mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah vang cfisien,

efelcif, dan uptimal.

Pasal 95
Tahapan tender meliputi:
PerngEITIIman;
pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi:
pemangzilan peserta calon mitra;

pelaksanaan tender; dan

= T T -

pengusulan calon mitra.

Paragrafl Kedua
Pengumuman
Pasal 96
{1} Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan
tender i media massa nasional sekurang-kurangnyva

melalul  surat  kabar harian nasional dan  website
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pemeniilih daerah,

Pengunuman  sebagaimana  dimaksud  pada avat (1)
dilakukun paling sedikit 2 (dua) kali.

Penguniuman sebagaimana dimaksud pada avar [2)
sekiiral iy Kurangnya memuat:

a. naino dan alamat Pengelula Barang/ Pengguna Barang;
b, identitas barang milik dacrah objek pemanfaatan;

€. benituk pemanfaatan;

d. peruntukan objek pemanfaatan; dan

e jady il dan lekas) pengambilan dekumen pemilihan.

Paragral ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Patsal Uy
Pesert. calon mitra dapat moengambil dokumen pemilihan
secarn  lnngsung kepads panitia pemilihan dan/atau

menginduh darit website sesual waktu dan tempat yang
ditentukun dalam pengumuman.
Pamutin pemilthan membuar daftar peserta calon mitra

vang niclakukan pengambilan dokumen pemihhan.

Paragral hecmpat

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal vs
Pesertn calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan
secarn  lungsung  kepads  panitia permiliban dan/atau

mengunduh dar website sesuar waktu dan tempal vang
ditent L kun dalam pengumunian.
Panitin pemilihan membuan daftar peserta calon mitra

vang miclikukan pengambilan dokumen pemilihan.
Paragral kelima
Vembuksan Dokumen Penawaran

Pasal 99

Pembukisn  dokumen penawaran  dilakukan  secara
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terbukao di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan
tempal vang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

(2} Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam
berite cara vang ditandatangani oleh panitia pemilihan
dan 2 (dua] orang salkst dar peserta calon oatra yvang
hadir.

Parapgrafl keenam

Penelittan kualifikas:

Pasal 100

(1) Panitin pemilihan melaksanakan pencliian kKualilikasi
terhadup peserta calon mitra vang telah mengajukan
dokunmien penawaran sccara lengkap, benar, dan tepat
waktu  untuk memperoleh  mitra  yvang  memenuhi
kualifikusi dan  persyaratan untuk mengikul  tender
permanipatan,

(2] Hasil ponelittan kuahfikas: dituangkan dalam  berita

acara vung ditandatangan: oleh panitia permlihan,

Paragrafl Ketujuh

Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Paxsal 0]
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra
vang dinvatakan  lulus  kuasbfikasi  unmk mengikurti
pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat
elektronik (« matl).
Paragral kedelapan

Pelaksanaan Tender

Pasal 102
(1} Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak
pematlaatan barang  mibk  daerah  berdasarkan
spesifikiisl teknis yvang telah ditentukan oleh Pengelola
Barang ' Penggunsa Barang kepada mitra vang tepat dari
peserta calon mitra vang lulus kualifikasi sebagaimana
dimak=icl dalam Pasal 10O avat (1).

(2] Tendol stbagaimana dimaksud pada avat (1)
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dilaksinukan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga)
peseria calon mitra vang memasukkan penawaran,

Hasil ionder dituangkan dalam  berita acara vang
ditandalangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra

selaku pemenang ender.

Paragral Kesemhilan

Pengu«ulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 103
Pengusuiun  pemenang lender sebagsn calon mitra
pemaninatan disampatkan secara tertulis olch panitia
pemililion kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
berdasargan benta acara hasil tender,
Usularn  sebagaimana dimaksud pada  avalr (1)

melampirkan dokumen pemiliban,

Pasal 104

Pengelola Harang/ Pengguna Barang menetapkan pemenang

tender sebiigai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia

pemilihan, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1]

dengan kepulusan.

(1]

(2]

Paragrat Kesepuluh

Tender Gagal

Pasal 105

Panitii pemilihan menvatakan ender gagal apabala:

a. tidirn terdapat  peserta calon  mitra vang  lulus
kualifikass;

b. ditermukan  bukti/indikasi terjadi persaingan tidak
Se 1.

c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan
Bilipratl ini; atau

d. calun mitra mengundurkan dir,

Apabily tender gagal, udak dibenkan ganti rug kepada

peserti calon mitra.
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Paragral keschelas

Tender Ulang

Pasal 106
Panitis pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
g, Tender dinvatakan pagal scbagaimana dimaksud
daliim Pasal 1035 avat [1); atau

b. pescrta calon mitra yang mengikutt Tender kurang
dari 2 |tiga] peserta.

Terhadup tender vang dinyatakan panitia pemilihan
sebag..  tender ulang, panitia  pemilihan  segera
melakukan pengumuman ulang di media massa nasional
dan wolisite pemerintah daerah.

Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada
avat | terdapat paling sediknn 3 (tiga)l orang peseria
calon itra, proses dilanjutkan dengan mekanisme

tender.

Paragral Keduahelas
Seleksi Langsung

Pasal 107
Dalam hal sctelah dilakukan pengumuman  ulang
sebagiunana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), peserta
calon niira yvang mengikull tender ulang terdiri atas 2
(dua) jeserta, maka panmnina pemilihan menyatakan
tender wlang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi
langsuiig.
Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra
vang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud
pada wyal (1),
Tahapun scleks: langsung terdiri atas:
g. pembukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi; dan
¢, pengusulan calan mitra kepada Pengelola

Barung,/Pengguna Barang.
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Proscs dalam tahapan selekst langsung dilakukan seperti
halnyvi proses lender sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95,

Fazal 108

Negosis  dilakukan  terhadap  teknls  pelaksanaan
pemaniiatan dan konsep materi perjanjian.
Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

pemanlaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan
terhulap porsi bagian pemerintah daerah dari objek
BGE, st vang dilakukan pemanfaatan,

Ketent iun umum  pelaksanaan KSP atau BGS/BSG,
termasuk perubahan vang mengakibatkan penurunan
kontribusi tetap dan pembagian  keuntungan  untuk
pemuanliutan KSP atau  kontribusi  tahunan untuk
pemaniaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.
Segala sesuatu vang dibicarakan dalam forum negosiasi
dan hasil negesiasi dituangkan dalam berita acara
negosiisl vang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan

peserta calon mitra,

Pasal 1UY

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita
acara negosiast melalu cara perbandingan antara hasil
negusLi-l MAasing-masing peserta calon mitra

Panitiv pemilihan menvampaikan usulan peseria calon
milra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola
Barang ' Pengguna Barang untuk  dapat  ditetapkan
sebasii mitra.

Usulii: sebagaimana dimaksud pada avat () disertal
dengan dasar periimbangan dan melampirkan dokumen

pemhihin.,
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Paragraf Keugu Belas

Penunjukkan Langsung

Pasal | 14U

Dalan  hal setelah  dilakukan  pengumuman  ulang
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayvat (2], peserta
calon mitrg vang mengajukan penawaran hanva terdin
atas | [sawa) peserta. maka panitia  pemilihan
menyilikan  tender ulang gagal dan  selanjutnya
melakubhun penunjukan langsung,

Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 {satu) calon
mitra vang  mengikuti  tender ulang  sebapaimana
dimaksiul pada ayat |1).

Proscs (nhapan seleks: langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pusal 107 berlaku mutatis mutandis terhadap

proscs dualam tahapan penunjukan langsung

Pasal 111

Tahapan poounukkan langsung dan proses dalam tehapan

penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110 ayat (2) dan avat (3], berlaku mutatis mutandis terhadap

penunjukkan langsung pada K3P atas barang milik daecrah

vang bersilil khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal B7

avat (2},

L1

Bagian kelima

Sewa

Puaragral Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 112
Penyewunn  barang milik  daerah dilakukan dengan
tuLan
a. mengopumalkan pendavagunaan barang milik daerah
vare  belum/tidak  dilakukan  penggunaan  dalam
peluksanaan tugas dan  lungsi  penyelenggaraan
permerintahan daerah,;

b, meimperoleh fasilitas vang diperlukan dalam rangka
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menunjang  tugas dan fungs: Pengguna Barang;
dan /atau
c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak
lain secara tidak sah,
Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang
tidak merugikan pemerintah daecrah dan  tidak
mengEange pelaksanaan tugas dan fungsi

penyvelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 113
Barang milik daerah vang dapat disewa berupa;
a, Tanah dan/atau bangunan yang sudah discrahkan

oleh Pengguna Barang kepada Bupat;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.
Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.
Sewa barang milkk daerah sebagaimana dimaksud pacda
ayat (1] huruf b, dan huruf ¢ dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dan
Pengelula Barang.
Pihak luin vang dapat menvewa barang milik daerah,
meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b Badan Usaha Milik Daerah;
€. Swastn; dan
d. Badan hukum lainnya.,
Swasila scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
antara lan:
8, peruringan;
b. persechkutuan perdata;
o, persckutuan firma;
d. persckutuan komanditer;

&, perseroan ferbatas;
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(2]

3]
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[, lembuga/organisasi internasional /fasing;
g, yavisin atau

b koperass,

Paragral Kedua
.iaﬂg]{a Wakty Bewa

Pasal 114

Jangku waktu sewa barang milik daerah paling lama 5

(lima) mhun sejak ditandatangani perjanpan dan dapat

diperpainjang.

Jangks waktu sewa barang milik dacrah scbagaimana

dimaksod pada aval (1) dapat lebih dart 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang uniuk:

a. kerj sama infrastrukiur,

. kegnitan dengan karaktenisuk usaha vang
meiierlukan waktu sewy lebih dan 3 (lima) tahun;
ALl

c. diterniukan lain dalam Undang-Undang.

Janghki waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan

dengan karakteristik usaha vang memerlukan lebih dari

o (limu tahun sebagaimans dimaksud pada ayat (2)

hurut b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian

atas Scwa vang dilakukan oleh pithak vang berkompeten.

Jangka waktu sewa sebagaunana dimaksud pada avart (1)

dapal ihitung berdasarkan periodesitas Sewa  vang

dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;

b, per Lulan;

o per har;dan

d. per jam,

Jangki waktu sewa barang milik daecrah dalam rangka

kerja =wma infrastruktur scbagaimana dimaksud pada

ayvat (2, huruf a paling lama 10 (sepuluh} tahun dan

dapal chperpamang 1 (satu) kal,
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Pasgal 115

Lingkup |[nomwnfaatan barang milik daerah dalam rangka

kerja sama nfrastruktur dapat dilaksanakan melalur sewa

mempedomsini ketentuan perundang-undangan.

(1)

[2)

[3)

14}

Paragral ketiga

Formula Tarf/ Besaran Sewa

Pasal 116

Formula  rtarif/besaran  sewa  barang milik  daerah
ditetapkun oleh Bupats:;
a. uniuk barang milik dacrah berupa tanah dan/atau

bangunan; dan
b, uniuk barang milik daerah berupa selan tanah

dunatau bangunan  dengan  berpeduman  pada

kelijukan pengelolaan barang milik daerah,
Besaran sewa, sebagamimana dimaksud pada avat (1)
adalah besaran nilar nominal sewa barang milik daerah
vang ditentukan.
Besarun sewa atas barang milik daerah uniuk KSP
sebaginnnana dimaksud dalam Pasal 114 avat 2] huruf a
atau untuk kegiatuin dengan kKarakieristik usahs yvang
memeriukan wakiu sewa lebih darm 5 (lima] tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b
dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dan
masing masing jends infrasirukour,
Mempertimbangkan mlan  kKeckonomian, sebagrimana
dimaksud pada avat (3] antara lain  dengan
memperimbangkan dava beli/kemampuan membayar
(ebility to pay)l masyarakat dan/atau kemauan membayar
(willingness to pay) masvarakat.

Pasal 117

Formula tarnf sewa barang milik daerah merupakan hasil

perkalian o

a. tarl pokok sewa; dan

b. faktor peoyvesual sewa,
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Pasal 118
Taril pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117 huvruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks
barang milik dacrah dengan luas tanah dan/atan
bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan
Taril pokok sews sebagsiumana dimaksud pada ayvat (1),

dibechicho i untuk:

a: b cmihik doerah berupn tanah;
b. burioig milik daerah berupa bangunan;
¢ barine mihk daerah e rupa sebagian lanah  dan

hanvunan; dan

d. barvoiw mihk daerah seliin wanah dan/fatau bangunan,
Taril kok sewa barang mihk daerah berapa tanah
dan/urou bangunan scbagimmana dimaksud pada avat

(2} hurut a, buraf b dan hurul e dapat termasuk lormuly
zewa uring milik daerah berupa prasarana bangunan.
Taril pukok sewa barang milik daerah ditcltapkan oleh
Bupiiti

Pasal 114
Tarif pukok sews untuk barang milik daerah berupa
tanah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 118 avat (2)
hurui v merupakan hasil perkalian dari;
a. fakior variabel sewa tanah:
b. luas tanah [Lt): dan

c. alla tanah (Nt

Fakus  ariabel sewd tanah sebagaimana dimaksud pada
ayal ||| hural a besarannya ditetapkan oleh Bupati
Luas 1anah sebagaimana dimaksud pada avar (1) huruf b

dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau
sertilikal tanah.
Nilai vinah sebagaimanea dimaksud pada avat (1) hurul ¢

meérupakan nilal wajar atas wnah.
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Pasal | 20
Luas tinuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal | 19 avat
{3} diluiung dalam meter persegi.
Dalam hul tanah vang disewakan hanva scbhagian tanah,
maka luus tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 avar (3) adalah sebesar |luas bapian tanah yang
disewilian
Dalam hal pemanfaatian bagian tanah vang disewakan
memiliki dampak terhadap bagian tanah vang lainnya,
maka |uas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 ayur |3) dapat ditambabkan jumlah tertentu vang
divakin terkena dampak pemanfaatan tersebut,
Milai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 gyat

(4] dihitung dalam rupiah per meter persegi

Pasal 121
Tarit pokok sgewa untuk barang milik dacrabh berupa
banguiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat
(2] hurul b merupakan hasil perkalian darni:
a. faktor variabel sewa bangunan;
b luas bungunan (Ib); dan
c. nilur angunan,
Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana
banguiuin, maka taril pokok sewa  bangunan

ditam bahikan wanf pokok scowa prasarana bangunan

Pasai 122
Fakir vanabel sewa bangunan :q&bagaimu:m dimak=zud
dalam Pasal 121 avat (1) hurul a ditetapkan oleh Bupati.
Luas bungunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (|} hurul b merupakan luas lantal bangunan sesuai
gambui dnlam meter perseu:.
Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayvat {1 hurul c merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pazal 12

Dalarm hal bangunan vang disewakan hanva sebagian
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dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b adalah
sebesar  luas lantal dari bagian bangunan yang
disewakan.

Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang
disewakan memilikn dampak terhadap bagian bangunan
vang launnya, maka luas bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b dapat
ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yvang
diwvakini terkena dampak dan pemanfaatan tersebut.

Nilai baifgunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayat (1) huraf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 124
Taril pokok sewa untuk barang milik daerah berupa
sebaginn tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2] buruf ¢ merupakan hasil
penjumlahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah; dan
b taril pokok sewa bangunan.
Penghulungan tanl pokok sewa tanabh sebagaimans
dimaksud pada ayvat (1] huruf a berlaku mutatis
mutandis ketentuan dalam Pasal 119 dan Pasal 120,
Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana
dimaksiid pada ayet (1) hurul b berlaku mutatis
mutandis ketentuan dalam Pasal 121, Pasal 122 dan

Pasal 123.

Pasal 125
Tarif pokok sewa untuk prasarana  bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat [2)
merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prasarana bangunan (Hp).
Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul a ditetapkan sama besar
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dengan laktor variabel sewa bangunan.

Mila: prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana
bangunan,

Nilar prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 126
Faktor penvesual sewa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 huruf b melputi:
a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penvewa; dan
c. pericdesitas sewa.
Faktor penvesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dihnung dalam persentase.
Faktor penyesual sewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} ditetapkan oleh Bupati.

Paragral Keempat
Jenis kegatan Usaha Penvewa
Pasal 127

Jenis kegiatan usaha penvewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 126 aval (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.
b.

G

(1]

(2]

kegiatan bisnis;
kegiatan non bisnis; dan

kegiatan sosial.

Pasal 128
Kelompok kegiatan bisnis sehagaimana dimaksud dalam
Pasal |27 huruf a diperuntukkan bagi kegatan vang
beroricntasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
a. perdagangan;
b, jasa; dan
e, industiri.
Kelompok keglatan non bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 hurul b diperuntukkan bagi kegiatan

vang menarik imbalan atas barang atau jasa yang
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diberikin namun ndak mencarn keuntungan, antara lain:

a. pelavunan Kepentingan umum yang memungut biaya
dalam  jumlah  tertente  atau  terdapal  potensi
keinitungan, bailk maten! maupun immateril;

b pernclenggaraan pendidikan nasional;

. upaya pemenuhan kebutuhan pegawal atau Tasilitas
vang diperlukan dalam rangka menunjang 1ugas dan
fungs: Pengguna Barang: dan

d. kegwitun lainnyva vang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompuk kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal |27 huruf ¢ diperuntukkan bagi kegiatan vang

tidak menarik imbalan atas barang/jasa vang diberikan

dan/atau tudak beromentas) mencan keuntungan, antara
lain:

a. pelovunan Kepentingan umum yang tdak memungut
biava dan/atau tidak terdapat potensi keuniungan;

b. kegatan sosial;

¢. Kegunan Keagamaan;

d. kepian kemanusiaan;

e. keguittn penunjang  penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan; dan

. kegiiian lainnya yang memenuhi kriteria sosml.

Paragraf Kelima

Perjanpan Sewa

Pasal | X9
Penvewaan barang milik daerah  dituangkan  dalam
perjaniuan sewa vang ditandatangani oleh penyvewa dan:
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada
Penaclola Barang: dan
k. Penpclola Barang, untuk barang milik daerah vang
bereda pada Pengguna Barang,
Perjanjian sewa scbagaimana dimaksud pada avar (1),

paling sedikit memuat
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a. dasar perjanjian;

b, pars pihak vang terikat dalam perjanjian,

c. jermis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan
jﬂll_:{l-...L witkiig:

d. besaran  dan  jangka wakio  sewa, termasuk
pericdesitas sewa;

c. tangzung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama janeka waktu sewa;

[ perumukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan
usilia dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;

g hak dan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain vang dianggap perlu,

F‘E[lei-.:.“:l[!gi—l]la[] JET ek CE T RCWEH :-i.:‘hagﬁjmana

dimaksud pada avat (1) dilakukan di kertas bermaterai

sesunl kelentuan peraturan perundang-undangan.

Selurul: biayva vang timbul dalam rangka pembuatan

perjanuin sewa ditanggung penvewsa,

Paragraf Keenam

Pembayaran Sewa

Pasal 130
Hasil svwa barang mubk dacrah merupakan penerimaan
daeral: dun seluruhnya wayib disetorkan ke rekening kas
Umum Daerah.
Penyetoran vang sewa harus dilakukan sekalizus secara
tunar paling lambar 2 (dua) hart Kerjs sebelum
ditandaianganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
Pembayvaran uwang sewa scbhagaimana dimaksud pada
ayvat |2 dapat dilakukan dengan cara pembavaran
secara tunai kepada bendahara penerimasn  atau
menvelorkannya ke rekening kas Umum Daerah.
Pembi aran uang scewa scbagaimana dimaksud pada
ayat [Z|, dan ayat [3) dibuktikan dengan menverahkan
bukt: scior sebagai salah satu dokumen pada lampiran
vang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian

b L L |
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Pasal 131
Dikecuulikan dar  ketentuan scbagaimana dimaksud
dalam Hasal 130 avat (2], penyvetoran uang sewa barang
milik  iierah untuk KSPl dapat dilakukan secara
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang
Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksuad
pada ayvat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
Penyetaan uang sewa scvara bertahap schagaimana
dimaksud pada ayat (1) diluangkan dalam perjanjian
Sewa.
Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara
bertabiip sebagaimana dimaksud pada avat (3] dilakukan
dengun memperhitungkan nilai sekarang dar seuap
tahap pembayvaran berdasarkan besaran sewa barang
milik daerah  hasil  perhitlungan  sesuai  ketentuan
scbhapaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampal dengan
Pasal 120,
Perhituiigan sebagaimana dimaksud pada avat {(4) dapat
merninliy masukan dan Penilai,
Penyeloran wang sewa barang milik daerah  secara
bertahap sebagaimana dimuksud pada avat (3) dilakukan
scpanjang penyewa tdak memiliki kemampuan yang
cukup dar aspek finansial untuk membavar secara
gsekaligus dibuktikan dengan surat pernyataarn.
aural pernyvataan scbhagaimana dimaksud pada avat (b
ditandatangant oleh penvewas vang sekurang-kurangnya
memuul Keterangan mengenal Ketidakmampuan tersebut
dan pernyvataan tanggung jawab untuk membayar lunas

secara boertahap.

Paragraf Ketujuh
Ferpanjangan Jangka Waka Sewa
Pasal |24
Jangks  waktu sewa  Dbarang millk dacrah dapat

diperpasiang dengan persctujuan:
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e. Bupatl, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang: dan

b. Pengolola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.

Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan

jangks waktu sewa kepada

a. Bupuil, untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barung; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang mulik daerah pada
Prnegeuna Barang.

Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan

ketentuan:

a. uniuk jangka wakiu sewa lebih dari 1 (satu) tahun,
permohonan perpanjanzan harus disampaikan paling
lamixzt 4 (empat] bulan secbelum berakhirnva. jangka
Waklu sewa,

b. untuk jangka wakiu sewa per tahun, permohonan
harus disampaikan pelng lambat 3 (uga) bulan
sebelum berakhumnya jangka waktu sewa;

C. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan
harus disampaikan paling lambat 10 (scpuluh) harm
sebolum berakhirnya jangka waktu sewa,

d. untuk periocdesitas scwa per hari atau per jam,
perimohonan harus disampaikan sebelum
berakhirnya jangka waktu sewa.

Permohionan sebagaimana dimaksud pada avat (3] hurof

a dan huruf b digjukan dengan melengkapi persyaratan

sebapiinana permehonan sewa pertama kal:.

Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu

sewa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

hurut b dilaksanakan dengan mekanisme scbagamana
pengajuan usulan sewa baru

Penctapun pangka wakru  dan  perpanjengannva

sebapnimana dimaksud dalam  Pasal 114 avat ([3)

dilakukan dengan mempertimbangkan:
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. karakierisuk jems infrastruktur,

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuan untuk masing-masing jems infrastruktur
daliun peraturan perundang-undangan; dan

d. pertinbangan lamn darn Bupat,

Paragral Kedelapan

Pengakhiran Sewa

Pasal 133

Sewa berakhir apabila;:

EL
b.

(1)

(2

(3)

(4]

Berakhomya jangka waktu sews;

Berlakunva svarat batal sesual  perjanjian yvang
ditindakianjuti dengan pencabuian persetujuan sewa
oleh Bipat atau Pengelola Barang;

Bup:at: alau Pengelola Barang mencabutl persetujuan
sewa dulam rangka pengawasan dan pengendalian, dan

Retentuan lain sesua peraturan perundang-undangan,

Pazal 134

Penviewo wajib menverahkan barang milik daerah pada
saat borakhirnva sewa dalam keadaan baik dan layak
digunukan  secars optimal | sesual fungs1 dan
peruntukannyva.,

Penyeiohan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ovdat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST),

Pengelola Barang/ Pengguna Barang  harus melakukan
pengecckan  barang milik  dacrah  vang disewakan
sebelum ditandatanganinva Berita Acara Serah Tenma
(BAST| vuna memastikan kelavakan kondisi barang milik
daerah bersangkutan,

Penandatanganan Berita Acara Serah Tenma  [BAST)
sebaginnuna dimaksud puda ayat (3) dilakukan setelah

semuu kewajiban penyewa dipenuhi.
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Paragral Kesembilan

Tata Cara Pelaksanaan Bewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 135

(1) Calon Penyvewa mengajukan sural permohonan disertai
dengan dokumen pendukung.

(2} Sural permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Memuat

a. dato colon penvewa;

b. latar belakang permohonan;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa,
dan

d. peruniukan Sewa,

(3} Dokumcn pendukung scbhagaimana dimaksud pada ayat

(1] terdiri dari:

a. Pernvataan/persetujuan dar pemilik/ pengurus,
perwakilan pemihk/ pengurus, atau Kunss
pemitlik/ pengurus dalam hal calon  penvewa
berbentuk hukum/ badan usaha;

b. Pernvataan kesedizan dari calon penvewa untuk
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta
mengikutl Retentuan vang berlaku selama jangka
Wkl sewa; dan

c. dats  barang milik daerah yvang diajukan untuk

cdilakukan sewa.

Pasal 136
(1] DPata calon penyvewa scbagaimana dimaksud dalam Pasal
135 ayvut (2] huruf a terdiri dari:
a. fowokapi KTP;
b. Folokopi NPWP;
¢, fotukopl SIUP; dan
d. dava lannva
(2} Dalam hal calon penyvewa adalah perorangan. data calon
penvews hanva dibuktikan dengan fotokom KTP
sebagsiinana dimaksud pada avart (1) huruf a

(31 Data burang milik dacrah scbhagaimana dimaksud dalam
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Pasal 1.5 ayat (3) huruf ¢ terdin dan:
a. ot aau gambar barang milik daerah, berupa

1. pumbar lokas dan/atau side plan tanah dan/atau

Lungunan yvang akan disewa; dan
2. tote bangunan dan bagian bangunan vang akan
ihisewa,

b. aliamia objek vang akan disewakan; dan/fatau
c. perkirsan luas tanah danyatau bangunan yvang akan

discwakan.,

Pasal 137

Pengeluln Barang melakukan penelitian terhadap surat
permolenan dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 135 untuk menguji atas
kelavakan  penvewaan terkait permohonan darn calon
penyewi
Dalam melakukan penelitian terhadap barang vang akan
disew: schagaimana dimaksud dalam Pasal 135 avat (3)
hurul «, Pengelola Barang dapat meminta kKeterangan
kepada Penpgguna Barang vang menverahkan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan vang
diajukon untuk disewakan
Pengeloln Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewn
guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah
berupa 1anah dan/atau bangunan vang akan disewakan.
Penilal  publik sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditetaplun oleh Buparti.
Hasil penilaian berups  milan  wajar  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebaga: tanfl pokok
sewa =cbagaimana dimaksud dalam Pasal 118 adalah
perhitunean besaran Sewe.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (3]
digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan
kajian  kelavakan penvewaan sebagaimana dimaksud
pada avar (1) dan perhitungan besaran sewa.

Selurul, mava vang timbul dalam rangka penilaian
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dibebunkan pada APBD.

Dalam hal terdapat usulun sewa dari beberapa calon
penycw o dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang
menentukan penvewa dengan didasarkan pada
peramixingan aspek pengamanan dan  pemeliharaan
barang inilik dacrah serta usulan sewa vang palhing
menguniungkan pemerintan daerah.

Berdasurkan hasil penclitian scbagaimana dimaksud
pada avat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan
permobionan sewa barang milik daerah kepada Bupati

untuk mendapal persetu)jLr.

Pasal 138

Bupall memberikan persetujuan atas permohonan Sewa
vang chajukan  dengan mempertimbangkan  hasil
penelitua dan kajan Relovakan penyewaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 avat {9).
Apabily Bupati tidak menyvetujul permohonan tersebut,
Bupat menerbitkan surat penolakan kepada pihak vang
mengajukan permintaan sews dengan disertal alasan,
Apabulo Bupath menvetujuil permobonan terselbul, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
Surat persetujuan penyvewaan barang milik daerah
berups anah dan/awau bangunan sebagaimana
dimaks=ud pada ayvat (3] sekurang-kurangnyva memuaEt;
a. dala barang milik daerah vang akan disewalkan,
b. data penyewa;
C. dala sews, antara lam:

1. besaran taril sewa; dan

2o janpgka waktuo.
Besarun sewa vyang dicantumkan dalam  surat
persciujuan sewa barang milik daerah berupa ranah
dan/auiu bangunan merupakan nilai hasil perhitungan

berdusurkan formula taril sewa.
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(6] Dalam hal rerdapat usulan nilat sewa vang diajukan oleh
calon penvewa dan nilal usulan tersebut lebih besar dan
hasil perhitungan berdasarkan formula  tarl  scwa,
besaran sewa vang dicantumkan dalam  surat
persctujuan sews adalah sebesar usulan besaran sewa

dan culun penyews

Paragral Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa (leh Pengguna Barung

Pasal 1392
Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka

pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa

Pasal 140

(1] Pengajuun permohonan sewa  oleh calon penyvewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136
berlaku  mutatis mutandis  terhadap pengajuan
permononan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna
Barang

(2] Pengeunae Barang melakukan penelitian atgs kelavakan
peavewaan  permohonan  sewa oleh calon  penyeowa
scbhagaimana dimaksud pada avat (1)

{3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang
milik ceerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
atau  s=clain tanah dan/atau bangunan vang akan
disewakan.

(4) Pemlawin sebagaimana dimaksud pada avart [3] dilakukan
aleh:

a. Penilan Pemenntah atau Penila: Pubhik vang ditertapkan
oleh Bupati, untuk barang milik da¢rah berupda tanah

dan /atau bangunan.



15)

(1)

(2]

(1]

= B} -

b. Tim wvang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melibatkan penilai yvang ditetapkan oleh Bupati,
untuk barang milik daerah berupa selain tanah
dan /atau bangunan.

Berdasarkan hasil penelittan kelayakan dan hasil

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] dan avat

(3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan

sewa barang mililk daerah kepada Pengelola Barang

untuk mendapat persetujuarn,

Pasal 141
Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal |40 avat (3] disertai:
a, data barang mihik daerah vang diusulkan;
b. usulan jangka waktu sewa;
e, usulan mnilai sewa berdasarkan formulasi tanl/

besaran sewa;

d. sura: pernyataan dan Pengguna Barang; dan
e. sural pernyataan dari calon penyvewa,
Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna
Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
bukan berdasarkan permohonan dari calon penvewa,
maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu
disertal surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e.

Pasal 142

Surat pernyataan Pengguna Barang schagaimana

dimaksud dalam Pasal 141 ayvat (1) huruf d, menvatakan

bahwa:

a. Barang milik daerah yvang akan disewakan tdak
sedang digunakan dalam rangka penvelenggaraan
tugas dan fungs: OPD/unit kerja; dan

b. pervewaan barang milik daerah tdak  akan
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/unit

kerja.
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Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Masal 141 avat (1] humaf e, menyatakan bahwa
calon penyvewa bersedia untuk menjaga dan memelihara
barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang

berlaku selama jangks waktu sewa,

Pasal 143
Pengelola Barang melakukan peneclivan atas kelavakan
penyewaan  yvang  diusulkan  Pengguna ~— Barang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5).
Dalam melakukan peneliian sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Pengelola Barang dapat meminta
keteranzgan kepada Pengguna Barang yvang mengajukan
BEWH.
Pengelola Barang dapat menugaskan Penilal untuk
melakukan penilaian guna menghitung nilal wajar atas
nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki
kevakinan vang memadar bahwa:
a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak
mencerminkan kondist peruntukan sewa; atau
b. estimast perhitungan tarif dasar sewa dengan
menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh
berbreda dengan kondisi pasar,
Hasil penilaian berupa nila wajar atas milal sewa pasar
sebaganimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan
sebagai tarifl pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | |8 dalam penghitungan besaran sewa,
Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan
barang milik daerah berupa seclain tanah dan/atau
bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas
besaran sewa yvang diusulkan oleh Pengguna Barang,
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan
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kajian kelavaken penvewaan sebagaimans dimaksud
pada avat (1} dan perhitungan besaran sewa.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian
dibebankan pada APBD.

Pasal 144

Pengelula Barang memberikan surat persetujuan atas
permohonan sewa yang diagjukan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), dengan
mempertimbangkan  hasil  penelitan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1} dan kajian kelayakan
penvewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat
(7).

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) Pengelola Barang mengajukan penetapan
formuln=i/besaran sewa  kepada Bupati  dengan
melampirkan hasil penelitan dan kajian kelayakan

penyewaan.

Pasal 145
Apabily Pengelola Barang tidak menyetuju! permohonan
sewa yvang diajukan Pengguna Barang scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 avart (3], Pengelola Barang
memberitahukan  kepada pihak vang mengajukan
permintaan sewa dengan disertal alasan.
Apabila Pengelola Barang menyetujul permohonan sewa
vang digjukan Pengpuna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 avat (5), Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik
daerah.
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memualt:
a, data barang milik dacrah vang akan disewakan;
b.data penyews,
¢. data sewa, antara lain:

1, besaran taril sewa: dan
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2. junzka waktu, termasuk periodesitas sewa.,
Apabil: usulan sewa yang digjukan oleh Pengguna
Barang tidak disertar data calon penyewa, maka
persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa
schagaimana dimaksud pada ayat (3) huaruf b,
Besaran  sewa yang dicantumkan dalam  surat
persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tanf sewa.
Apabila usulan nilal sewa yang diajukan oleh calon
penvew:d danfatau Penpgguna Barang lebih besar darni
hasil porhitungan scbagaimana dimaksud pada ayat (5),
maka besaran sewa vang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa
sehagian  tanah dan/atau bangunan adalah sebesar
usulan besaran sewa dan calon penyvewa dan/atau
Penggpuna Barang.
Besaran sewa vang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain

tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilar sewa.

Pasal 146

Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan
persetijuan Pengelola Barang scbagaimana dimaksud
dalam !Masal 145 ayvat (2] paling lambat 1 (satu) bulan
sejak dikeluarkannyva persetujuan sewa oleh Pengelola
Barang.

Dalam hal usulan sewa vang diajukan oleh Pengguna
Barang tidak disertai data calon penvewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayatl (4], Pengguna Barang
mengupayakan agar informasi mengenal pelaksanaan
sewa  schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperolch  dengan mudah dan jelas oleh para calon
penyew,

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon

penyvewsn dalam waktu yang bersamaan, Pengguna
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Barang menentukan PENYEWR dengan
mempestimbangkan aspek Pengameanan dan
pemelibaraan barang milik daerah serta pertimbangan

usulan sewa vang diangeap paling menguntungkan.

Paragraf kesebelas

Pemeliharaan Sewa

Pasal 147
Penyewn wajib melakukan pemeliharaan atas barang
rralik ducrah vang disewa,
Selurull blava pemeliharaan sebagaimana  dimaksud
pada avat (1) termasuk biava vang timbul dar pemakaian
dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tangpung
jawal sepenuhnyva dari penvewa.
Pemechilinraan scbagaimana dimaksud pada avat (2)
ditjuikan  untuk menjaga Kondisi dan memperbanki
barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdava guna dan berhasil guna
Perbaikun barang milik doerah sebagaimana dimaksud
pada wvat (3} harus sudah selesai dilaksanakan paling
lambat pada saat berakhirnyva jangka waktu sewa.
Dalaim hal barang milik daerah vang disewa rusak akibat
keadaon kahar [force majenr), perbaikan dapat dilakukan
berdasurkan kesepakatan  oleh  Pengelols  Barang/

Pengguina Barang dan Penyewa.

Paragraf Keduabelas
Porubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 148
Perubulhan bentuk barang milik daerah dilakukan

dengan persetujuan:
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a. Bupatl, untuk barang milik daerah vang berada pada
Pengelola Barang; dan

b, Pengelola barang, untuk barang milik daerah vang
bernda pada Pengpuna Barang,

Perubahan bentuk barang milik dacrah schapaimana

dinaksud pada ayvat (1) dilaksanakan tanpa mengubah

konstruksi dasar bangunan.

Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah

sebagiunana dimaksud pada avat [2) mengakibatkan

adanva penambahan, bagian vang ditambahkan menjadi

barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara

Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka

waktu sewa.

Paragral Ketigabelas
Ganti Rug

Pasal 149

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan vang disewakan hilang selama jangka wakiu sewa,

penvewa wajib melakukan gantt rug sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragral Keempatbelas
Denda Sanksi

Pasal 150

Penyvewa dikenakan sanksi administraii] berupa surat teguran

apala:

.

penyews belum menyerahkan barang milik daerah yvang
disewa pada saat berakhirnva jangka waktu sewa;
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat
(4} belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai
menjelung berakhirnya jangka waktu sewa; dan fatau
pengeantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
belum  selesai dilaksanakan paling lambat  sebelum

berakhirnya jangka waktu sewa.
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Pasal 151

Dalam hal penyverahan, perbaikan, dan atau penggantian
barang milik dacrah belum dilakukan terhitung 1 [satu)
bulan scjak diterbitkannya surat teguran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 150, penyewa dikenakan sanksi
admmisiratif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian
barang milik dacrah belum dilakukan terhitung 1 (bulan)
scjak iterbitkannyva  sural  peringatan  sebagaimana
dimakswud pada avat (1), penyewa dikenakan sanksi
admimstratiil  berupa  denda, sebagaimana Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian khecnam

Pinjam Pakai

Paragrafl hesatu

Prinsip Umum

Pagal 132

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau
tidetk dilakukan penggunaan untuk penyelengsaraan
tugns dan fungsi Pengguna Barang; dan

L. menunjang pelaksuanaan pernyelenggarasan
pemerintahan dacrah

Peminpaum pakail dilarang untuk melakukan pemanfaatan

atas objek pinjam pakai.

Paragraf kedua

Pihak Pelaksans Pinjam Pakai

Pasal 153
Pinjain pukal barang milik daerah dilaksanakan antara
pemeriniah pusat dan pemerintabh daerah atau antar
pemerintah  daerah  dalam  rangka penvelenggaraan
pemerinitahan,

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan
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oleh:

a. Penpelola Barang, uniuk barang milik dacrah vang
berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah vang
brida pada Pengguna Barang.

Pelaksunsan  Pinjam  Pakanr oleh Pengelola Barang/

Penggunu Barang sebagamana dimaksud pada avat (2)

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati,

Paragral hetiga
Objek Pinjam Pakai

Pasal |54

Objek pimam pakal meliput barang milik dacrah berupa
tanah <dan/atay bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunian  vang berada pada Pengelols Barang/
Pengeuna Barang.

Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah
dan/qatau bangunan sebagnimana dimaksud pada avat
(1], lupat  dilakukan untuk sebagian  atau

keseluruhannya.

Paragral Keempat

Jangka Wakiu Pinjam Pakai

Pasal 153

Jangks waktu pinjam paka barang milik dacrah paling
lama 5 (kma) tahun dan dapat diperpanjang | (satu) kali.
Perpanungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakuikan dengan pertiimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Fusal 1532 avat (1).

Apabili jangka waktu pinjam pakail akan diperpanjang,
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampuikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
paling ambat 2 [dua) bulan sebelum jangka wakiu
pingam pakal berakhir,

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu

pirgarm pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/
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Pengeuna Barang melewsati bates wakty sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, proses pinjam pakai dilakukan
dengan mengkutl tata carn permohonan pinjam pakai

baru

Paragral kelima

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 156
Selama  jangka waktu pingam pakal, pemingam pakai
dapal mengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang
tidak mengakibatkan perubahan fungs: dan/atau
perurunan nilal barang milik daerah,
Perubuihiun bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1)
a. tanpa disertal dengan perubahan bentuk dan/atau
konsiruks: dasar barang milik dacrah; atau
b. disertar dengan perubshan bentuk  danjatau
konsiruksi dasar barang milik daerah.
Usulan  perubahan  bentuk barang milik daerah
sebagaunana dimaksud pada avat (2], dilakukan dengan
mengdukan permohonan perubahan bentuk  oleh
peminjiam pakai kepada;
a, Bupati, untuk barang milik dacrah vang becrada pada
Fenuelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah vang
berada pada Pengeuna Burang,
Perubalian bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (2) hurufl b, dilakukan seételah

mendapal persetujuan Bupal

Paraeral Keonam
Perjanjian Pinjam Pakai
Pasal 157
Pelaksunaan Pinjam Pakar dituangkan dalam perjanjian
serta ditandatangani oleh:

a. Pemimjam pakal dan  Bupat, untuk barang milik
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dacrah vang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Peminjam pakail dan Pengelola Barang, untuk barang
milik daerah yang berada pada Pengguna Barang,

Perjar iin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

8. parda mhak yang terikal dalam perjanjian:

b. dasur perjanjian;

c. ideninas para pihek yvang terkait dalam perjanjian;

d. jenis, [uas atau jumlah barang yvang dipinjamkan. dan
jangka wakiu;

tangeung jawab peminjam atas biava operasional dan

»

pemcliharaan selama jangka waktu peminjaman;
[. hak tun kewajban para pihak; dan
g, persyaratan Jain vang diangeap perla.
Salinan peranjian pirgam  pakail disampaikan kepada

Pengguna Barang,

Paragral Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Yasal 158
Calon peminjam pakar mengajukan permohonun pinjam
pakai kepada Pengelola Barang,
Pengelula Barang melakukan penelitian atas permohonan
pinjam jrakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penelitiun atas permohonan pinjam pakai sebagaimana
dimaksuicl pada ayart (2} mehput
a. Kepastian  belum  digunakan atau tidak adanva

penggunaan barang milik daerah;

b. tujunn penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. janglo waktu pingam pakal
Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
merupasan  dasar  pertimbangan Bupau  dalam
memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan

pinjam pakai.
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Pagal 159
Berdasurkan hasil penelittan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 158 avat (3). Pengelola Barang mengajukan
permolioian persetujuan pimam pakai kepada Bupati,
Permolionan persctujuan pinjam pakai paling sedikil
eI
a. perimbangan vang mendasari permohonan  pinjam

Pt bt

b. ideniitas peminjam pakai:
€. tjuan penggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai vang dibutuhkan; dan
€. jangha waktu pinjam pakal
Apabalu objek pimjam pakar berupa tanah danjatau
bangunun atau sebagian tanah danfatau bangunan,
rincian duata objek pinjam pakal sebagaimana dimaksud
pada avat {2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah
dan/alau bangunarn,
Apabuly  objek  pinjam  pakal berupa sclan  tanah
dan/atou bangunan, nncian data objek pigam pakeas
sebagrimana dimaksud pada ayat [2) hurul d, termasuk

nama dan jumlah barang milik daerah.

Pasal 160

Pemberiun  persetujuan/penelakan  eleh  Bupatiatas

permolionan pinjam  pakal  dilakukan  dengan

memperimbangkan;

a. baring milik daerah vang dimohon dalam Kondisi
beium atau tdak sedang digunakan untuk tugas dan
fungsi Pengelola Barang, dan

b. barang milik daerah vang dimohon akan digunakan
untuk menunjang pelaksanaan penveélenggaraan

pemerintah pusal/ pemerintahan daerah lainnya.
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Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakat,
Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.
Surat persetujuan Bupati scbagaimana dimaksud pada
ayat {2}, paling sedikit mermuat:

a. ldentitas peminjam pakai;

b. data objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewsjiban peminjam pakai.

Apabila Bupati tidak menvetujui permohonan pinjam
pakal, Bupati menerbitkan surat penolakan pinjam pakai
kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

Pasal 161
Pelaksiunaan  pinjam  pakai  barang milik daerah
dituangkan dalam perjanjian  pinjam pakai vang
ditandatangani oleh Bupati dan Peminjam pakai,
Perjanjian  sebagaimana dimmaksud pada avat (1)
ditindakianjuti dengan penyverahan objek pinjam pakai
dari Pengelela Barang kepada peminjam pakal vang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima [BAST].

Pasal 162
Selama jangka waktu pinjam pakail, peminjam pakai
wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai
dengan biayva yang dibebankan pada Peminjam pakai.
Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam
paksar harus memberitahukan kepada Pengelola Barang
akan muengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam
pakai mengajukan permohonan  perpanjangan jangka
waktu pimjam pakar kepada Pengelola Barang.
Pengelola Barang menvampaikan pengajuan
permohonan persctujuan  perpanjangan pinjam pakai
kepada Bupati.
Fengajuan perpanjangan pérmohonan  persetujuan

pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada avat (4]
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dilampiri dengan:

a. sura! persetyuan pinjam pakal sebelumnya dan
Buputi;

b. surat pernvataan dari peminjam pakai bahwa objek
pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang
pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintah  pusat/
pemerintahan daerah lainnya; dan

€. surdl  pernyataan dari Pengelola Barang bahwa
pelalksanaan pinjam pakai tidak mengganggn
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan daerah,

Pasal 163
Dalam hal peminjam pakal akan mengakhiri pinjam
pakal schbelum masa pinjam pakal berakhir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.
Peminjam  pakai  dalam mengakhiri pinjam  pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berta Acara Serah Ternima (BAST).
Pengelolas Barang melaporkan Berita Acara Serah Ternima
(BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada
Bupat:

Paragral Kedelapan
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 164

Calon perminjam pakal mengajukan permohonan pinjam
pakai kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan permochonan persetujuan
pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada avat (1)
kepada Bupat! melalui Pengelola Barang berdasarkan
permohonan  dari calon  peminjam pakai  dengan
melampirkan:

a. sursl permohonan pinjam pakai dart calon pemingam

paliin;
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b. surut pernyvataan dar Pengguna Barang bahwa
pelaksanaan  pingam  pakal  udak mengganggu
peloksanaan  tugas dan  fungs1  penyelenggaraan
princrintahan daerah; dan

c. data ohjek pinjam pakal, antara lain kartu identitas
biaring, untuk barang milik dacrah vang memiliki
kartu wdentitas barang

Permobhonan persetuyuan pigam  pakal dan Pengeguna

Barang sckurang-kurangnva memuat:

a. pertimbangan vang mendasart permohonan pinjam
palki;

b. ideniitas peminjam pakai:

.

. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rncun data obpek pinjam paka vang dibutuhkan,
terninasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan;
dein

e. jJangka waktu pinjam pakai

Pasal 163
Pengelula  Barang melakukan  penelitan  atas
permobionan persetujuan pinjam pakal dan Pengguna

Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal o4 avat [2).

Penelitiun scbagaimana dimiaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepasuan  belum  digunakan atau  ndak  adanya
pengeunaan barang milik daerah;

b. tujunn penggunaan objek pinjam pakai; dan

c. Jangka waktu pinjam pakai.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
disampaikan Bupati scbagai  dasar perumbangan
perselujuan/ penolakan permeohonan persctujuan pinjam

pakar uleh Bupati.

Pasal 1656
Pemberian  persetujuan/penolakan  oleh  Bupati  atas
permolicnan pinjam peakal dilakukan dengan

memporiimbangkan;
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a. barang milik daerah wvang dimohon dalam kondisi
belum atau tdak digunakan untuk tugas dan fungsi
pemerintah daerah;

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan
untuk menumang pelaksanaan  penvelengzaraan
pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnyva; dan

¢, Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinyva perjanjian pinjam pakait.

Dalam hal Bupati menyetujul permohonan pinjam pakai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2], Bupati

menerbiltkan  surat persetujuan  pingam  pakal  vang
sekurang-kurangnva memuat:

a. identitas peminjam paleat;

b. data arang milik daerah objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

Dalam hal Bupat tidak menyvetngjui permohonan pinjam

pakai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 164 avat (2),

Bupaiti melalul Pengelola Barang memberitahukan

kepada Pengeuna Barang disertal alasannya.

Pasal 167
Pelaksanaan pinjam pakal barang milik daerah vang
berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam
perjanjian pinjam pakal antara Pengelola Barang dengan
peminjam pakat.
Perjanjian pinjam pakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| ditindaklanjuti dengan penverahan obiek pinjam
pakali darn Pengguna Barang kepada peminjam pakai
vang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST].
Selama jangka waktu pinjam pakal, peminjam pakai
wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai
sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan hiaya yang
dibechankan pada peminjam pakai.
Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam
pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang
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akan mengakhini atau memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakal akan diperpanjang, pemingam

pakar mengajukan permohonan  perpamangan  jangka

wekiu pinjam pakal kepadsa Pengpuna Barang

PenggLina HBarang menvampaikan pengajuan

permotionan  persetujuan  perpanjangan  pinjam  pakai

kepad.a Bupati melalui Pengelola Barang.

Pengajuan  permohonan  persetujuan  perpanjangan

pinjam pakal sebagaimana dimaksud pada avat (8)

dilampir: dengan:

&. surdl persetjuan  pimgam  pakal sebelumnyva dan
Buipali;

b. suri. pernyataan dari peminjam pakal bahwa objek
pinzum  pakal masih digunakan untuk menunjang
peluksanaan penyelenggaraan pemerintah  pusat/
permeriniahan daerah lainnva; dan

¢, surn’  pernyatasn  dan Pengguna Barang bahwa
peluksanaan pingam  pakal  tidak mengganggu
pcliksanaan tugas dan [ungsi penvelenggaraan
pemerintahan  daerah, dalam hal pugam  pakan

diliksanakan oleh Pengeuna Barang.

Pasal 1oH

Dalarm  hal permnjam pakar akan mengakhiri pinjam
pakair scbelum masa pinjpm pakai berskhir, peminjam
pakai hurus memberitahukon kepada Pengguna Barang,
Peminuun  pakai dalam mengakhiri  pinjam  pakai
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima [BAST).

Pengeing Barang melaporkan Berita Acara Scrah Terima
(BAST| schagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Bupail reelalul Pengelola Barang.
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Paragral hesatu

Prinsip Umum

Paspl |4

KSP barans milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan

dalam ranghka:

d.

(L)

()
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mengoptimalkan dava guna dan hasil guna barang milik
daerah, dan/atau

meninekulkan penernimaan pendapatan daerah,

Pasal 170
KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak
tersedia atau tidak cukup iersedia dana dalam APBD
untuk  memenuhi biave  operasional, pemclibaraan,
dan/atan perbaitkan yvang diperlukan terhadap barang

milik ducrah vang dikerjasamakan.

Mitra hsSP ditetapkan meialw lender, kecuall untuk
barang milik daerah vung bersifat kKhusus dapat
dilakukan penunjukan langsung,.

Barang milik daerah yvang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada avat (2} memuliki karakieristik

a, barung vang mempunvig spesifikasi tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang  yang memiliki tingkat kompleksitas khusus
seperti bandara  udera, pelabuhan  laut, kilang,
mstudasi isteik, dan bendungan /wadulk;

c. baring  vang dikerjasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian hubungan ilateral antar
negara; atau

d. barang lain yvang ditetapkan Bupati.

Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik

daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud

pada avar [2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau
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Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/
Daerali vang memiliki bidang dan/ataa wilavah kerja
terteniu  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,

Mitra K5P harus membavar kontribusi tetap setiap tabun
selama jangka waktu pengoperasian yang  telah
ditetapken dan menyvetor pembagian keuntungan hasil
KSP ke rekenme Kas Umum Daerah.

Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {5) yang merupakan
bagian  pemerintah dacrah, harus  memperhatikan
perbancdingan nilai barang milik daerah yang dijadikan
objek kSP dan manlaat lain vang diterima pemerintah

daerah dengan nilail investas: mitra dalam KsSP.

Pasal 171

Selama jungka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang
menjaminkan atau menggadaitkan barang milik daerah
vang menjadi objek KSP.
Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang
atau MPongguna Barang sampan dengan penunjukan mitra
KSP dibebankan pada APBL
Biaya persiapan KSP vang terjadi setelah ditetapkannya
mitra KSP dan biava pelaksanaan KSP menjadi beban
mitra k3P
Cicilun pokok dan biaya vang umbul atas pinjaman mitra
KSP, dibebankan pada mitra KSP dan tudak
diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
Pengawusan atas pelaksanaan KSP oleh mutra KSP
dilakukan oleh!
a. Pengelola Barang, uniuk barang milik dacrah pads

Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daecrah pada

Pengpuna Barang,
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Paragral kedua

Fihak Pelaksanag KSP

Pasal 172

Pihak vang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Penpgelola Barang dengan persetujuan Bupuati, untuk
baring milik daerah vang berada pada Pengelola
Barming; atau

b. Pengeuna Barang dengen  persetujuan  Pengelola
Buaring, untuk barang milik daerah vang berada pada
Pengeuna Barang.

Persetipuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

pada wuvat (1) hurul b selelah mendapat pertiimbangan

dari Bupaln.

Pihak vang dapat menjadi mitra KSP barang mulik daerah

melipuil:

a. Bad.n Usaha Milik Negara;

b, Badun Usaha Milik Daerah; dan/atau

e, Bwasta, kecuali perorangan.

Parsgral ketiga
Objek h=P

Pasal 173
Ohjek KSP meliputi barang milik daerah berupa:
a. tanal dan/fatau bangunan; dan
b. seldan tanab dan/ataw bangunan, vang berada pada
Perizelola Barang /Pengguna Barang.
Objek RSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada avat | 1) huruf a,

dapat hilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Paragral keempat
Hastl KEP

Pasal 174
Hasil k=P dapat berupa ianah, gedung, bangunan, serta

sarany Jun fasilitas yvang diadakan oleh mitra k3P,
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sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud
pada avat (1), antara lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi, dan jaringan;

c. ascl letap lainnya; dan

d. asel ldinnva.

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) menjadi
bagian dari pelaksanaan KSP,

Hasil K5P sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi
barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah
daerah sesual perjanjian atau pada saat berakhirnya
perjanjian.

Pasal 175
Hasil k5P barang milik daerah dalam rangka penyvediaan
mnfrastruktuar terdiri atas:
a. penerimaan daerah vang harus disetorkan selama
jangka waktu KSP barang milik daerah; dan
b. infrastuktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang
nmulik dagrah.
Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada avart (1)
huruf o terdiri atas:
a. kontribusi tetap; dan

b. pembagian keuntungan.

Pasal 176

Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melalkukan
perubahan dan/atau penambahan hasil KSP,

Perubalian  dan/atau penambahan  hasil KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara addendum perjanjan,

Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada
avat (2| ditujukan untuk menghitung kembali besaran

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan,
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Besarai kentribusi tetap dan pembagian keuntungan

sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan oleh Tim

berdasarkan hasil perhitunsn

Tim sclugaimana dimaksud pada ayvat (4) ditetapkan:

a. Buputi, untuk barang milik daeralh berupa tanah
dan /atau bangunan; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain
tan.h dan/atau banguran.

Perulwliiun dan/atau penambahan hasit KSP dilakukan

setelah memperoleh persetujuan Bupat,

Paragral kelima
Jangka Wakiu RSP

Pasal 177
Jangks waktu RSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak pooanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan
untuk penvediaan infrastruktur, jangks waktu RSP
paling lama 50 (lima puluh| 1ahun sejak perjanjian KSP

ditand:erangant dan dapat diperpanjang.

Pasal 178

Perpanjungan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP
dengan cara mengajukan permohonan  persciujuan
perpal gngan jangka waktg KSP paling lambal 2 (dua)
tahiun sebelum jangka wakiu berakhir.

Perpanjangan  jangka wakru  dilaksanakan  dengan
pertimbuingan:

a. sepanjang bdak mengganegu pelaksanaan ugas dan

furgs: penyelenggaraan pemerintahan dacrah; dan

b, selanui  pelaksanaan KSP  terdahulu, mitra KSP

mematuht peraturan dan perjanjian KSP
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Paragral heenam

Perjanjian KSP

Pasal 179
Pelaksunaan KSP dituangkan dalam penanpan KSP
antara Bupan atau Pengelola Barang dengan muira KSP
setelah  direrbitkan keputusan pelaksanaann KSP oleh
Bupatu
Perjarjuin  sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1)
ditandatangani oleh mitra KSP dan:
ga. Bupatl, untuk barang milik daerah vang berada pada
Penuzelola Barang; atau
b. Pengciola Barang, untuk barang milik dacrah vang
Bericla pada Pengguna Barang,
Perjarijiun sebapaimana dimaksud pada aval (1) paling
seciki memual:
g, dasur perjanjian,

o

identitas para pihak vang lerikat dalam pedjanjan,
objei KSP,

. hasil K8P berupa barang, jlka ada;

peruniukan KspP;

Jjangka wakiu KsP;

besiwn kontnbus) tetap dan pembagian kedniungan

| Mmoa oD

sertu mekamsme pembavarannva;
h. hak dan kewajiban para pithak yang terikat dalam
PEr|HI) R,
i. Retentuan mengenal berakhirnva KSP;
j. sanks: dan
k. perivelesatan perselisihan
Perjanjan K3P sebagmmana dimaksud pads ayat (3)
dituanekan dalam bentubk Akta Notars.
Penariltanganan  pecjanjun  K8P  dilakukan sctelah
mutra k3P menvampaikan  buktu setor  pembayaran
kontribus: tetap pertama  kepada Pengelola Barang/
Pengguina Barang,
Bukt sctor pembavaran  kontribus:  tetap  pertama

sebagalinana dimaksud pada avat (3) merupakan salah
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satu dokumen pada lampiran yang merupskan hagian

tidak wwrpisahkan dari perjanjian KSP.

Paragral ketujuh

Kontribust Tetap dan Pembagian Reuntungan

Pasal |50
Mitra k=P wajib menvetorkan:
a, kontribusi tetap; dan
b, pembagian keuntungan k5P,
Penyctlurun  sebagaimana  dimaksud pada  avat  [1)
dilakubkiin setiap tahun selama jangka wakiu KSP.
Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf « dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul b, merupakan penerimaan
daerih
Besarun kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil KSP  sebagaimana dimaksud  pada avar (1)
ditetapkan oleh Bupat,
Dalam kSP barang milik ducrah berupa tanah dan/atau
bangunan, sebaglan koninbust tetap dan pembagan
keuntungannya dapat berupa bangunan  beserta
fasilitasnva wvang dibangun  dalam  satu kesatuan
pETENCUNAAN,.
Sebagiin kontribusi ietap dan pembagian
keuntungannya vang  berupa bangunan  beserta
fasilita=snva  sebagaimana dimaksud avat (5] bukan

merupaikan objek KSP

Pasal 151
Besarnn nilai bangunan  beserta  fasilitasnyva  sebagea
bagian dari kontribust tetap dan kontribus: pembagian
keuntungan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 180
avat (5 paling banvak 10% isepuluh persen) darl total
penerimaan kontribus: tetap dan pembagian keuntungan

selami imasa KSP.
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Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian
kontribusi tetap dan pembagan keuntunpan dar awal
pengadaannya merupakan barang mihk daerah.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau
bangunuan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang
dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan,/atau
memperiimbangkan hasil penilaian,

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil
perhitungan Tim vang dibentuk oleh Pengelola Barang,
berdasarkan dan/atau  mempertimbangkan  hasil
penilaian.

Pasal 182

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian

dari:

4. besaran persentase kontribusi tetap; dan

b. mila; wajar barang milik daerah vang menjadi objek
RSP,

Besaran  persentase  kontribusi  tetap  sebagaimana

dimaksud pada avat (1) hurul a ditentukan oleh Bupat

dari  hasi  perhitungan Tim  berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian,

Nila1 wajar barang milik daerah dalam rangka KSP

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b

berdasorkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atan Penila
Publik vang ditetapkan oleh Bupat, untuk barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

b. hasil penilaian oleh Tim yvang ditetapkan oleh Bupat
dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati,
uniuk barang milik daerah selain tanah danj/atau

banounan.
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Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda
dengan  milal  wajar  hasil  penilaian  schagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka
pemaniaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar
hasil penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurufl

Pasal 183
Besaran persentase kontribus: tetap pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a
meningkat  setiap tahun, wvang dihitung berdasarkan
kontribusi tetap tabhun pertama dengan memperhatikan
estimasi tingkat inflasi.
Besaran peningkatan persentase kontribusi  tetap
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dalam
persetujuan  pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam
perjanjian KSP.

Pasal 184
Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. nila: mvestasi pemerintah dacrah;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
e. risiko vang ditanggung mitra KSP.
Perhitungan pembagian keuntungan scbagaimana
dimaksucl pada ayat (1) ditentukan cleh Bupati dan hasil
perhitungan Tim berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil perulalan,
Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul & didasarkan pada nilai
wajar borang milik dacrah vang menjadi objek KSP,
Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi
dalam proposal KSP.

Pasal 185

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali



12]

(1]

2]

[3]

(1}

(2)

(3

=113

oleh Hupati dalam  hal  realisasi  investasi yang
dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dan estimasi
investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Realisasi investas] sebagaimana dimaksud pada avat (1],
didasarkan dan hasil audit vang dilakukan oleh auditor

i['ldEPl:'lll.l.l:‘ll-

Pasal 186

KSP @ias barang milik daerah dapat dilakukan untuk
mengoperasionalkan barang milik daerah.

KSP operasional atas barang milik daerah sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan
barang milik daerah vang dioperasikan oleh pithak lain.
Apabila mitra KSP hanva mengoperasionalkan barang
milik daerah, bagian keuntungan yvang menjadi bagian
mitra KSP  ditentukan  oleh Bupati  berdasarkan
persentase  tertentu dan besaran Keuntungan vang

diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 187
Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan
infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan yvang disetorkan kepada pemerintah daerah
dapat ditetapkan paling tinggl sebesar 70% (myjuh puluh
persen) dar hasil perhitungan Tim KSP scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 ayvat (3).
Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
kondis) keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah
dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.
Besaran penetapan  kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan sebapaimana dimaksud pada ayat (1}
ditetapkan oleh Bupati.
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Paragrafl Kedelapan

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

(1)

(<]

(3]

I1]

(2]

(1)

Pasal 188

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening
Ras Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan
paling lambat 2 (dua) hari  kerga  sebelum
penandatanganan perjanjian KSP.

Pembayvaran kontribusi  tetap tahun  berikutnyva
digsetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat
dilakukan sesual dengan tanggal vang ditetapkan dalam
perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan
berakhirnyva perjanjian K3P.

Permnbeivaran  kontribusi tetap sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dan avat {2) dibuktikan dengan bukt: setor.

Pasal 189

Pembapian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun
sebelumnya bharus disetor ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yvang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun
sampai dengan berakhirnva perjanjian KSP.

Pembuivaran pembagian  keuntungan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra KSP
berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragral Kesembualan
Berakhirnya KSP

Pasal 190
BSP berakhir dalam hal:
a, berakhirnya jangksa waktu KSP sebagaimana tertuang
dalam penjanjian;
b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh
Bupalti atau Pengelola Barang;
c. berazkinrnyva perjanjian KSP; dan
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d. ketentuan lain  sesuai peraturan  perundang-
undangan.

Pengakhiran KSP sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSF:

a. tdak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun
berturut-turat;

b. tidak membayvar pembagian keuntungan seclama 3
(tiga) mbhun berturut-turut sesual perjanjian KSP;
abeiiy

¢. tidak memenuhi  kewajiban  selain | sebagaimana
dimaksud pada hurufl a dan huraf b sebagaimana
terivang dalam perjanjian KSP,

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)

dilakukan oleh:

a. Buparti, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daecrah vang
berada pada Pengguna Barang.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada avat (3)

dilakukan secara tertulis,

Pasal 191
Paling lumbat 2 [dua) tahun sebelum jangka walktu KSP
berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri K8P.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupau atau Pengelola Barang meminta auditor
independen/aparat  pengawasan  intern  pemerintah
untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.
Auditor independen/aparat PENgawAasan intern
pemerintah  sebagaimana  dimaksud pada avat (2)
menvampaikan hasil audit kepada Bupat, Pengelola
Barang, dan/fatau Pengguna Barang.
Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang
menvaimpaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] kepada mitra KSP,
Mitra k5P menindaklaniuti hasil audit sebagaimana
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dimaksud pada ayvat (4] dan melaporkannyva Kepada
Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 192
Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada
saat berakhirnya jangka waktu KSP,
Serah terima schagaimana dimaksud pada avat (1)
dituanzkan dalam Berita Acara Serah Tenima (BAST).
Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjut
hasil audit  setelah dilakukannya serah terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP tetap
berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.
Pengguna  Barang/Pengelola  Barang — melaporkan
pengakhiran  KSP  dan penyerahan  objek KSP
sebaponimana dimaksud pada  avat (1) kepada
Bupatipaling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan,

Pasal 193

Penpakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati
atau Pengelola Barang scbagaimana dimaksud dalam
Pasal [90 avat (1) hurat b, dilaksanakan dengan
mencrbiikan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP.
Apabila  mitra KSP tidak melaksanakan teguran
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 30 [tiga puluh} han kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis kedua,

Apabila mitra KSP tidak meclaksanakan teguran kedua
sebagnimana dimaksud pada ayat [2) dalam jangka
waktu 20 (tign puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan
teguran teralkhir.

Apabila mitra KSP tdak melaksanakan teguran ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dalam jangka
waktu 30 (tga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
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teguran Lertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

Mitra k=P harus menyerahkan objek KSP kepada Bupats
atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran
KSP scbhagaimana dimaksud pada avat (4).

Paragrafl Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah
Yang Berada Pada Pengelola Barang

Fasal 154

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah vang

berada pada Pengelola Barang meliputi:

a.
b
G

id.

=

5w

inisiatif atau permohonan;

penelitian administrasi;

pembentukan Tim dan penilaian,

perhitungan besaran penérimaan daerah dar KSP berupa
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;
pemiliban mitra;

penerbitan keputusan;

penandaianganan perjanjian; dan

pelaksanaan.

Pasal 195

KSP atas barang milik daerah vang berada pada Pengelola

Barang dapat dilakukan berdasarkan:

&,
b.

(1]

(2]

mmisiatf Bupati; atau

permohonan dar pihak lain.

Pasal 196
Inisiatil Bupat terhadap KSP atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huraf a,
dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik
daecrah.

lmisiatil Bupati sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
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dapat berasal dar rencana kebutuhan vang disampaikan

oleh Pengeuna Barang/ Kuasa Pengguna Barang,

Pasal 197
Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud
dalam [fasal 195 huruf b, diusulkan kepada Buparti.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
gedikil memuat:
a, Jatwr belakang permohonan;
b, rencana peruntukan KSP;
¢. janghka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP,
Permohuonan  sebagaimeana dimaksud  pada  avat (1)
dilengk o pt dengan;
a. dat barang milik daerah yang direncanakan untuk
dilakukan K&P;
b. datu pemohon KSF;
¢, propusal rencana usaha KSP; dan
d. miorias: lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
Informasi lainnya sebagatmana dimaksud pada avat [(3)
harul o, antara lain:
a, Renvana Umum Tata Ruang Wilayvah dan penataan
kot dan
b. bukiti kepemilikan atau dokumen yvang dipersamakan.
Eelenglkiapan informasi sebagaimana dimaksud pada avat
(41 tidak diberfakukan untuk KSP dalam  rangka

mengoporasionalkan barang milik daerah,

Pasul 148
Pengelola Barang melakukan penelitian adminisiras: atas
dokumen barang milik daerah vang akan dilakukan KSP.
Dok umen sebagaimana dimmaksud pada avar (1) melipu:
a. buku kepemilhikan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dekumen pengelolaan barang milik daerah: dan

c, dokumen penatausahaan barang milik daerah
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Pasal 9%

Apabila hasil penclitian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198, barang mihk daecrah dapat dilakukan KSP,

Bupati:

a. membentuk Tim KSP; dan

b, menugaskan Penilai melalur Pengelola Barang  untuk
melakukan penilaian barang milik daerah vang akan
chlakukan KSP guna mengerahul nilail wajar anas barang
milik dierah bersangkutan

Pasal 200

(1} Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP
sebagiunana dimaksud dalam Pasal 199, maka Bupati
membeniuk Tim KSP,

(2) Tin KSP bertugas:

a. menyviapkan rncian kebutuhan  bangunan  dan
fasitlitas  wvang akan ditenderkan apahbila  KSP
berdasarkan inisiatil Bupati dan bukan dalam rangka
menpaperasionalkan barang milik daerah;

b. menghitung besaran penerimaan dacrah dann KSP
berdasarkan  dan/atsu meémpertimbangkan  hasil
penilatan;

¢ menyapkan ;;:E-r_ian_i:iun i

d. menvuipkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek
KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP: dan

e. meliksanakan keglatan lain vang ditugaskan  aleh
Bujnili,

(3] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada wvat [2], Tim KSP dapat mengikulsertakan
OPD/Unlt Kerja teknis vang berkompeten.

Pasal 201
(1) Dalam rangka menentukan kelavakan bisnis k5P, Bupat

dapat menugaskan penilai atau phak lain yang
berkompeten untuk melakukan:
a. analisis penggunaan satas barang milik daeraby vang

akan dilakukan K&P; atiau
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b. analisis kelavakan bisnis atas proposal KSP,

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
huruf b dan laporan analisis sebagaimana dimaksud
pada avat (1] disampaikan kepada Bupati sebagai bagian

dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 202
Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (1) dan/atau mempertimbangkan
laporan penilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim
KSP menghitung besaran kontribusi  tetap dan
persentase pembagian keuntungan.
Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase
pembapgian  keuntungan oleh Tim KSP scbagaimana
dimaksud pada avar [1) dilakukan =sesual dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 sampai
dengan Pasal 187.
Dalam hal wusulan besaran kontribusi tetap dan
perseniase pembagian keuntungan yang digjukan oleh
pthak Liin lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi
tetap dan  persentase pembagian keuntungan vyang
ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar
usulan  besaran kontnbusi tetap dan  persentase
pembagan keuntungan yang diajukan oleh pithak lain.
Besaran Kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan  nilai lmit terendah dalam pelaksanaan

perilihun mitra KSP,

Pasal 203

Pemilihan mitra KSP dilakukan cleh panitia pemiliban

schagaimana  dimaksud dalam Pasal 86 berdasarkan

ketentuan =scbagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampal

dengan Pasal 111.
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Pasal 204

Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.

Keputusan pelaksanaan K3P sebapaimana dimaksud

pada aval (1) paling sedikit memuat:

a. objek KSP;

b. peruntukan KSP;

c. pencrimaan daerah dari KSP;

d. identitas mitra KSP: dan

e, janpgka wakiu KS5P.

Pasal 205

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana

dimaksud Pasal 204, para pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangam Pefjanpan KSP
dilakukin paling lambat 1 (satu) tahun terhitung scjak
tanggal berlaka keputusan pelaksanaan KSP.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu} ahun sejak

keputusan  pelaksanaan  KSP  ditetapkan  tidak

ditindalklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KsP,
keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 dinyatakan ddak berlaku.

Penandatanganan perjanjan  sebagamana  dimaksud

pada avat [1), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan

bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.
Pasal 206

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana

ditentukan dalam pérjanjian KSP.

Apabils KSP  dilakukan bukan dalam  rangka

mengoperasionalkan barang milik dacrah, maka pada

saal pembangunan  selesal dilaksanakan, mitra KSP
wajib:

a. menverahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya
yany merupakan bagian dan konmbusi tetap dan
pembagian  keuntungan sebagaimana  dimaksud
dalum Pasal 180 ayat (3];

b. dapal langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang

dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.
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Paragral Kesebelas
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah
Yang Berada Pada Pengpuna Barang

Pasal 207

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang meliput:

a
b.

@

T m B
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permohonan;

penelitinn administrasi;

pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran kontribust  dan  persentase
pembagian Keuntungan;

perselu)uaEn;

pemiliban mitra,

penerbitan keputusan;

penandalanganan perjanjian; dan

pelaksanaan.

Pasal 2048

Permobionan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207
huruf o diajukan oleh Penggune Barang untuk
memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.
Permobonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikil memuat:
&, latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP;
¢. janglka waktu KSF; dan
d. usulin besaran penerimaan daerah dari KSP.
Permobionan  sebagaimana  dimaksud pada avar (1)
dilengkap dengan:
a. data calon mitra KSP;
b. proposal rencana usaha KSP;
¢. dala barang milik dacrah vang akan dijadikan objek

K5 dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaks=ud pada ayvat (3) huruf d menegaskan bahwa:
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a. Barang milik daerah yang akan menjadi ohjek KSP
tidlak sedang dipunakan dalam rangka
penyvelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan

b. Pelaksanaan KSP barang milik dacrah tidak akan
mengganggy pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Dalam hal Penggpuna Barang mengusulkan penetapan

mitra KS3P melalul mekanisme penunjukan langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4), maka
pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada

Pengeloia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai data calon mitra KSP,

Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada avat

o) meliputi;

A. Tiamia;

b.alamat;

c.. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi
Surat Izin Usaha/Tanda [2in Usaha atau vang
sejenis, untuk calon mutra KSP vang berbentuk
badan hukum/badan usaha.

Pasal 209
Perseltujuan atas permohonan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 208 awvat (1) dibenkan oleh
Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan
mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan
hasil penilalan.
Apabila Pengelola Barang tdak menvelujul permohonan
KSP terscbut, Pengelola Barang memberitehukan kepada
Pengguna Barang dizertai dengan alasan.
Pernberian  persetujuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1} dilakukan oleh Pengelola Barang dengan
menerhbitkan surat persetujuan.
Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:

a. olyek KSP;
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b. peruntukan KSP;

c. nila: barang milik daerah vang menjadi objek KSP
schagal besaran nilal investas! pemerintah,

d. minumnal besaran kontribusi tetap;

e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan

f. jangka waktu KSP.

[5) Berdasiurkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana
dimaksud pada avat (4), Bupati menetapkan keputusan
pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana
dimaksucd dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangani
perjannan KSP dilakukan paling lambat 1 {satu) tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan
KsP,

(V) SBurat persetujuan KSP dari  Pengelola Barang
dinyalakan tidak berlaku apabila dalam jangka wakta 1
[satu)] twhun sejak  ditetapkan tidak ditindakianjuti
dengan penandatanganan surat perjanjian RSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebapgaimana dimaksud
pada aval (6], dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan

bulkt pembayaran kontribus: tetap tahun pertama.

Pasal 210
Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
197 sampa dengan Pasal 2060 mutatis mutandis berlalku
untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada
pada Pengeguna Barang.

Paragral Keduabelas
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada
Padia Pengelola Barang Dan Pengguna Barang
Pasal 211
(1} Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP  atas
barang milik dacrah vang berada pada Pengelola Barang



(2]

{3)

(4]

(2

digjukan oleh mitra KSP kepada Bupat paling lambat 2
(dua) tahun sebelum berakhirmya jangka waktg KSP.
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampin:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. buki penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalam 5 [lima) tahun terakhir.

Bupati meneliti permehonan sebagaimana dimaksud

pada avat (1}, serta mengevaluasi kelayakan

perpanjangan pelaksanaan KSP vang telah herlangsung.

Apabile  berdasarkan hasil penelitian  sebagaimana

dimak=ud pada ayat {3), Bupati menvetujui usulan

perpanangan jangka waktu KSP, maka Bupat::

a, membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan
milae barang milik daerah yvang akan dijadikan objek
K5F. besaran kontribusi tetap, dan persentase
pembagian keuntungan KSP.

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayal (4)

huruf & antara lain:

a. menviapkan perjanjlan perpanjangan K5P;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau
dengan mempertimbangkan hasil Pemilman; dan

¢. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Bujpati.

Pasal 212

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan K8P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 211 avat (3], Bupati melalui Pengelola
Barang dapat menugaskan penilai atau pihak vang
berkompeten untuk melakukan anahsis kelayakan
perpanjangan pelaksanaan KSP.

Penilai wtau pihak yang berkompeten sebagaimana
dimaksud pada avat (1) menyampaikan laporan analisis

kelayakun perpanjangan yang meérupakan  hasil
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pelakssnaan tugas kepada Bupatu melalui Pengelola
Barany.

Tim K5V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat
(3] menvampailkan laporan hasil pelaksanaan tuagas
kepada Bupat melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim EKSP
sehagaimana  dimaksud pada ayat (3) menunjukkan
bahwa permohonan perpamjangan jangka waktu KSP
tidak dapat disetujui, Bupatu menerbitkan surat
penolakan  perpanjangan  jangka waktu KSP  vang
ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.
Apabila  laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat [3] menunjukkan
bahwa permohonan perpanjangan jangka wakwm KSP
dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu RSP vang ditwgukan kepada
mitra k5P

Berdasarkan surat persctujuan perpanjangan jangka
wakiu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim
KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu
K8P sckaligus menviapkan hal-hal teknis  vang
diperlukan.

Perpanangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud
pada avat (6] berlaku pada saat penandatanganan
perjaniian KSP  antara PBupati dengan mitra KSP
dilakukin.

Pasal 213
Permohonan  perpanjangan jangka waktu KSP atas
barang milik daerah vang berada pada Pengguna Barang
diajukiin oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang.
Permolionan schagaimana dimaksud ayat 1)
dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP,
b. data dun kondisi objelk KSP; dan

¢. buki penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
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keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir,

Pasal 214

Pengeuna Barang melakukan penelitian administrasi
atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yvang
disampaikan oleh mitra KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 213 avat (1).
Berdasorkan hasil penelitian admimstras) sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pengguna Barang mengajulkan
permobhionan persefujuan perpanjangan jangka waktu
KSP kepada Pengelola Barang.
Permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  KSP
sehbagaimana dimaksud pada avat (2), dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP,
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan dalam 5 {lima) tahun terakhir.
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui
usulan perpamjangan jangka waktu K8P, maka Pengelola
Barang:
a. membentuk Tim KSP: dan

b, menugaskan Penilai.

Pasal 215

Tim k5P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 avat

(4) hurul a bertugas antara lain:

a. menviapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b, menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagan keuntungan KSP berdasarkan dan/atau
denpgan mempertimbangkan hasil penilalan;

. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Pengelola Barang,

(2] Tim KSP sebagaimana dimaksud pada avat (1)

{3

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Pengelols Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
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dimaksud pada ayat [2) menunjukkan bahwa
permohonan  perpanjangan  jangka waktu K3P tidak
dapat disengjui, Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan perpanjangan jangka wakitu KSP vyang
ditujukan kepada mitra KSP disertal dengan alasan.
Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSFP sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2] menunjukkan bahwa
permohonan  perpanjangan jangka waktu KSP dapat
disetujui, Pengelola Barang menerbitkan  surat
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP vyang
ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasurkan perseiujuan perpanjangan jangka waktu
KS3P schagaimana dimaksud pada avat {4), Tim KSP
menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP
sckalipus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 216

Penilai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 214 avat (4)
huruf b bertugas melakukan penghitungan nilal barang
milik dacrah vang akan dijadikan objek KSP, besaran
kontribus: tetap dan persentase pembagian keuntungan
KSP.

Penilai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan penilatan yang merupakan hasil

pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 217

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan KSP atas permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,
Pengelula Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
vang berkompeten untuk melakukan analisis kelavakan
perpanjangan pelaksanaan KSP.

Perpanjingan jangka waktu KSP berlaku pada saat
penandutanganan  perjanjian  KSP antara Pengelola

Barang dengan mitra KSP dilakukan,
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Pasal 218

Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak
menyctujul permohonan  perpanjangan jangka waktu
KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya
diserahkan kepada Bupat atau Pengelola Barang pada
saal bernkhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur
dalam perjanjian KSP.

Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya
schagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan dengan
Berita Acara Serah Terima [(BAST) antara mitra K3P
dengan:

a. Bupat, untuk barang milik daerah vang berada pada

Pengelola Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang,

Bagian Kedelapan
BGES dan BSG
Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 219

BGS/B5G barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan:

a. Pengouna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas
bagl penvelenggaraan pemerintahan daerah untuk
kepentingan  pelavanan wumum  dalam  rangka
penvelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyvediaan bangunan dan fasilitas
tersebut.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari

hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan

lzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah

daeral.
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Biava porsiapan BGS/BSG vang dikeluarkan Pengelola
Barang atau Pengpguna Barang sampai dengan
penunjukan mitra BGS/B3G dibebankan pada APBD.
Biaya persiapan BGS/BSG  vang terjadi setelah
ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan
BGS/ B5G menjadi beban mitra yang bersangkutan.
Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/B3G merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening kas Umum Daerah.
BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapal persetujuan Bupati.

Pasal 220
Penetapan  status Pengpunaan barang milik daerah
schagai hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan
oleh Bupati, dalam rangka penyvelenggaraan tugas dan
fungs: OPD terkait.
Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada avat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang
telah discrahkan oleh mitra setelah berakhirmya jangka
wakiu vang dipeganjikan untuk BGS atau seielah
selesainva pembangunan untuk BSG.

Pasal 221

Mitra BGS atau mitra BSG vang telah ditetapkan, selama

jangka waktu pengoperasian;

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum
Daerah setiap tahun sesuai besaran wang telah
ditetaplkan;

b. wajit memelihara objek BGS/BSG; dan

c. dilarang menjaminkar, menggadaikan, atau
memindahtangankan:

I. taenah yang menjadi objek BGS/BS(G;
4. hasil BGS vang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah; danfatan
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3. hasil B8G,
Mitra BGS barang milik daerah harus menverahkan
objek BUGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat

pengawnsan intern pemerintah.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana

Pasal 222
Pihak ving dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola
Baran
Pihak vang dapat menjadi mitra BGS /BSG meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
C. Swiista kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.
Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2| membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus
membenituk badan hitkum Indonesia sebagai pihak vang
bertinduk untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam
penanjuian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objek BG5S /B5G

Pasal 223
Objek BGS/BSG meliputi:
a, barang milik daerah berupa tanah vang berada pada
Pengelola Barang; atau
b. barang milik daerah berupa tanah vang berada pada
Penpguna Barang.
Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status
penggunaannya berada pada  Pengguna  Barang
sebagiimana dimaksud pada avat (1) huruaf b telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang vang bersangkutan, BGS/BSG dapat
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dilakulk:un setelah terlebih dahulu diserahkan kepada
Bupat:.
BGS5/B5G sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
dilaksanukan oleh Pengelola Barang dengan
mengikuisertakan Pengguna Barang sesuar tugas dan
[ungsinyv.
Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan
BGS,/ B34, sebhagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah
mlai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan
pembainzunan  sampat  dengan  penyerahan  hasil
BGS ) Bl

Paragral Keempat

Hasil BGS/BSG

Pasal 2249
Geduny, bangunan, sarana, dan fasilitasnva yang
diadakan oleh mitra BGS/BSG  merupakan hasil
BGS/BSG,
Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG  scbagaimana
dimaksued pada ayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, ingasi dan jaringan;
c. asci wetap lainnya; dan
d. aset lainnva.
Gedung, bangunan, sarana dan flasilitas sebagaimana
dimaksud pada avat [1) menjadi barang milik daerah
sejak discrahkan kepada pemerintah daerah sesua

perjan)uin atau pada saat berakhirmya perjanjian.

Pasal 225
Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat
melakukan perubahan dan/atau  penambahan  hasil
BGS/B5G,
Perubaliun danjatau  penambahan hasil BGS/BSG
sebapnimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sesual  dengan  penyelenggaraan tugas dan  fungsi

pemerntah daerah dan/atau untuk program-program
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nasionul sesual ketentuan peraturan perundang-

undang:in

Perubahan danfatau pénambahan hasil BGS/BSG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara addendum perjanjian BGS/B3G.

Addendum perjanjian BGS/BSG sebapaimana dimaksud

pada ayvatl (3):

a, tidak melebili jangka waktu paling lama 30 [tga
puluh) tahun; dan

b. menghitung kembali besaran  kontribusi  yang
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim vang
dibentuk oleh Bupati.

Perubahan dan/fatau penambahan hasil BGS/BSG

sebaganmana dimaksud pada ayat (1) dan ayvat (2]

dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupat,

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/B3G

Pasal 226

BGS/BSG borang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

.

(1)
(2)

BGS,/B3G barang milik daerah atas tanah vang berada
pada Pengelola Barang: dan
BGE/B=G barang milik daerah atas tanah vang berada

pada Pengeuna Barang,

Paragraf Keenam

Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 227
Pemilihan mitra BGS/B8G dilakukan melalui Tender.
Tender scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal

94 samua dengan 110,

Pasal 228

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG scbagaimana dimaksud
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dalam Pasal 227 ditetapkan oleh Bupati.

(1)

(2]

(1)
(2]

13)

Paragrafl Ketujuh
Jangka Waktu BGS/B8G

Pasal 229
Jangks waktu BGS/BSG paling lama 30 (tga puluh)
tahun scjak perjanjian ditandatangani.
Jangks waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) hanya berlaku untuk 1 (satu} kali perjanjian dan
tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Paragrafl Kedelapan
Perjanjian BGS/BSG

Pasal 230
Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
Perjanjimn BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} ditandatangani antara Bupati dengan mitra
BGS/B3G.
Perjanjian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-lkurangnya memuat:

a. dasar perjanjian;

[

. dentitas para pihak yvang terikat dalam perjanjian;
ohiek BGS/BSG;

. hasil BGS/BSG;

e. peruntukan BGS/BSG;

f. jangka waktu BGS/BSG;

g. besaran kontribusi  tahunan serta mekanisme

o o

pembayarannya;

h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
uniuk tugas dan fungsi Pengelola Barang,/Pengguna
Barang;

I, hak dan kewajiban para pihak vang terikat dalam
porjanjian;

j. ketentuan mengenal berakhirnya BGS fBSG;

k. sanksi;

I penvelesaian persehsihan; dan
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m. persyvaratan lain yvang dianggap periu.

Perjanjian BGS/B3G scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris,
Penandulanganan  perjanjian BGS/BSG  dilakukan
sectelah mitra BGS/BSG menvampaikan bukti  setor
pembayaran kontnbusi  tahunan  pertama  Kepada
pemerintah daerah.

Bukt =c¢tor pembayaran kontribusi tabunan pertama
sehaguimana dimaksud pada ayat [5) merupakan salah
satu dokumen pada lampiran yvang menjadi bagian tidak
terpisahkan dan perjanjian BGS /B3G,

Paragrafl Kesembilan
Koniribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan
Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah,

Penghitungan Dan Pembayarannva

Pasal 231
Mitra wayih membavar kontribusi tahunan melalw
penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai
penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG,
Besarai,  kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ovat (1) dihitung oleh Tim vang dibentuk oleh
Bupati

Pasal 232

Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian
dari besiran persentase kontribusi tahunan dengan nilai
wajar Darang milik daerah vang akan dilakukan
BGS,/BSG

Bezsaran persentasc kontribusi tahunan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan aleh
Bupatil+=rdasarkan perhitungan Penilai.

Milai wijar barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada wvat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian
oleh Penilai Pemerintah atau Penilan  Publik yang

ditetapiun oleh Bupati.
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Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai
wajar hasil penilaian sebapaimana dimaksud pada ayat
(3], BGs/BSG barang milik daerah menggunakan nilaa
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3.

Pasal 233
Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG
dapat meningkat setiap tahun dari vang telah ditetapkan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2).
Peningkatan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan kontnbusi tahunan tahun pertama
dengan memperhatikan tingkat inflasi.
Besaran  kontribusi tahunan  ditetapkan  dalam
persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan
dalam perjanjlan.
Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang
digjukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dan
hasil perhitungan vang  dilakukan  oleh  Penilai
Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yvang ditetapkan
dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan vang
dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan

besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pasal 234
Pembavaran keontribusi tahunan pertama ke Hekening
Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/BSG  harus
dilakukan paling lambat 2 (dua) har kerja sebelum
penandatanganan peganjian BGS/BSG.
Pembavuran kontribusi tahunan tahun berikutnva ke
Rekening Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai
dengan tanggal vang ditetapkan dalam perjanjian.
Pembavaran  kontribusi tahunan pada akhir tahun
perjanjian  dibavarkan paling lambat 6 [enam) bulan
sebeluin perjanjian berakhir.

Pembavaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud
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pada avat (1) dan ayat (2] dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 235
Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling
sedikit 1U% [sepuluh persen) dari hasil BGS/B3G harus
digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk
penvelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
Besaran  hasil BGS/BS5SG  yang digunakan langsung
scbagaimana dimaksud pada avat (1), ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan hasil perhitungan yvang dilakukan
rekomendasi oleh Tim yvang dibentuk oleh Bupati,
Penyernhan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung sébagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukun sesuai dengan waktu yvang ditentukan dalam
perjanpzn BGS /BSG.
Penelapan penggunaan barang milik dacrah hasil
BGS/BSG  yang digunakan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Paragral Kesepuluh
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/B3G
Pasal 236

BGS/B5G berakhir dalam hal:
4. berakhirnyva jangks waktu BGS/BSG sebagaimana

tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
b. pengakhiran perjanjian BGE/BSG secara sepihak oleh

Bupuati;
¢. berikhirnyva perjanjian BGS/BSG;
d. ketentuan  lain sesuai peraturan  perundang-

undangan.
Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan

ketentuan dalam Peraturan bupati ini, antara lain:
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a. mitra BGS/BSG terlambat membavar Kkontribusi
tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan
sebanyak 3 (tga) kali berturut-turut; atau

¢. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan
dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuail
dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force
majeure.

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] dapat dilakukan cleh Bupati secara tertulis.

Pasal 237

Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara scpihak oleh

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1]

huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada
mitra BGS/BSG;

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan
teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama,
Bupsan menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalar hal mitra BGS/BSG  tidak melaksanakan
teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
kedius, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga
yvang merupakan teguran terakhir; dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan
teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
ketizgn, Bupati menerbitkan surat  pengakhiran
BG= ) BSG.

Setelalh menerima  surat  pengakhiran  BGS/BSG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga pulah) hari, mitra BGS/B5G
wajib menverahkan objek BGS/B3G kepada Bupat.
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Bupati meminta aparat pengawasan intéern pemerintah
untuk melakukan audit atas objek BGS/BSG vang
diserahikan oleh mitra BGS; B3G.

Audit scbagaimana dimaksud pada avat (3) ditujukan

untuk memertksa:

a. kescsuaian  jumlah dan  kondisi objek BGS/BSG
antrn yang akan diserahkan dengan  perjanjian
B BSG:

b. kescsuaian bangunan dan f[asilitas hasil BGS/BSG
anturg yang akan discrahkan dengan Perjanjian
BO=, B3G; dan

¢. lapunin pelaksanaan BOS/BSG,

Aparal pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil

audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra

BGE/ BEG

Mitra DBGS/BSG menmndaklanjuti seluruh hasil audit

vang isampaikan oleh aparat pengawasan intern

pemernintah dan melaporkannva kepada Bupati,

Serah 1enma objek BGS/BSG dilakukan paling lambai

pada =saal berakhirnya jangka wakiu BGS/BSG dan

ditwangzikan dalam Berita Acira Serah Ternnma [BAST).

Mitra wiap berkewajiban menindaklanjun hasil audit

dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesal

ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah

terima sebagaimana dimaksud pada avat (7).

Pengaklnrun sepihak BGS/BSG tdak menghilangkan

kewajibiun milra BGS/B3G untuk raemeni

kewajibunnya scbagaimano tertuang dalam peganjan

BG5S, BSG,
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Paragraf kescbelas
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Atas Barang Milik Daecrah Berupa Tanah Yang Berada
Pada Pengelola Barang

Pasal 238

ghapan pcluksanaan BGS/B3G atas barang milik daerah
vang berad: pada Pengelola Barang, meliputi:
a. inisiatif atau permohonan;
b. penelitiun administrasi;

pembeniukan Tim dan Penilaan;
d.  perhnungan  besaran penenmaan daerah berupa
kontribusi tahunan dan pérsentase hasil BGS/BSG vang
digunakan  langsung uniuk tugas dan  fungsi
pemetiiitanan,
pemililiin mitra;
penerbilan keputusan;

penandalanganan perjanjan, dan

ol tho W

pelaks:inaan.

Pasal 239
BGS/BSG  utas barang milik daerah vang berada pada
Pengelola Burang dapat dilakukon berdasarkan:
a. inisiaill Bupart: atau

b. permohonan dan pihak lain

Pasal 240
(1) Inisiatl Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 hurul g,
ditnanckan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG
barany milik daerah.
(2] Imisiatil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dapat berasal dar rencana kebutuhan yang disamparkan

oleh Pengguna Barang,

Pasal 241

(1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 239 huruf b, diusulkan kepada Bupati vang

Memuiil;

a. latar belakang permohonan;

b, rencana peruntukan BGS/BSG;

¢ Jangka wakou BGS/BSG: dan

d. usulbin besaran kontribusi tahunan.

Permolionan  sebagaimana dimaksud pada avat (1),

dilengkap dengan:

a. daty bharang milik dacrah vang digjukan untuk
dilukukan BGS/B5G;

b. data pemeohon BGS/BEG;

e. proposal rencana usaha BGS /BS(;

d. intornmasi lainnyva berkaitan dengan usulan BGS/BSG,
antirs lam informasi mengenai:
I, Hencana Umum Tata Ruang Wilavah dan

penataan kota: dan

2, bukt  kepemilikan atau  dokumen  yang

dipersamakan.

Pasal 242
Besaran  kontribusi  tabunan, dan  persentase  hasal
BG5S, BSU vang dipunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG
berdasuikan dan/atau mempertimbangkan nilal wajar
barang milik daerah dan analisis dari Penilai.
Penghitungan hasil BGS/BSG vang digunakan langsung
untuk tugas dan fungs: pemerintahan, dilakukan oleh
Tim BUS /B3G,
Apabilh diperlukan, Bupat melalul Pengelola Barang
dapal menugaskan Pemilai untuk melakukan
perhitungan hasil BG3/B3G vang digunakan langsung
untuk 1ugas dan fungs: pemenntahan.
Besarii kontribusi tahunan dan hasil BGS;BSG vang
digunakan langsung wuntuk twgas dan  fungsi
pemerintahan merupakan nilai limit terendah dalam

pelaksinaan pemibhan mitra
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Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang
digunakan  langsung untuk tugas dan  fungsi
pemerintahan schagaimana dimaksud pada avatr (4)
ditetaphkan Bupati

Pasal 243

Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan

gedung dan fasilitasnyva sesual dengan vang telah

diteniukan dalam perjanjian BGS/B3G.

Apabilu mitra BGS/BBSG telah selesal melaksanakan

pembangunan gedung dan lasilitasnya scbapgaimans

dimaksud pada avat (1), maka;

a. milri menyerahkan hasil BGS/BSG vang digunakan
langsung untuk penyclenggaraan tugas dan lungsi
peinerintahan sebagaimana  ditentukan  dalam
penanjian BSG/ BGS,;

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS
vang dibangun sesuail dengan perjanjian BOS; dan

c. mitru menyerahkan hasil BSG kepada Bupat.

Hasil B3 sebagaimana dimaksud pada ayar (2} hurul ¢

merupakan barang milik daerah,

Pasal 244

khetentuan moengenal pelaksanaan KSP barang milik daerah

sebagaimanag dimaksud dalam Pasal 195 sampal dengan Pasal

206 mutats mutandis berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG

vang berada pada Pengelola Barang.

(1]

Paragraf Keduabelas
Tata Cara Pelaksanaan BGE/B5G
Atas Barang Milik Dacrah Berupa Tanah

Yang Berada Pada Penpgezuna Barang

Pasal 245
Barang milik deaerah berupa tanah vang berade pada
Pengeuna Barang dapal dilakukan BGS/B3G
berdas:arkan:
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a. inisianf Pengguna Barang; atau

b. permohonan dari pihak lain.

[misiatil Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG
barang milik daerah sebagmimana dimaksud pada ayat
(1} hwurul a, disampaikan dalam bentuk sSurat
permobionan  pelaksanaan BGS/B3G wvang dingukan
kepada Bupat,

Permobonan dari pihak laim sebagaimana dimaksud pada
avatl ||| hurul b, disampaikan dalam bentuk surat
permohionan  pelaksanaan BGS/B3G vang ditujukan
kepada Pengguna Barang,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
meriual antara lain:

a. latur belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

¢. jangka waktu BGS/BS8G;

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

€. ustilan persentase hasii BGS/BSG yvang digunakan

langsung untuk tugas dan fungsi pemerintshan.

Pasal 246
Pengeuna Barang mengajukan permohonan persetujuan
BGS ) B5G terhadap permohionan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3} kepada Bupat:, yang
TREMLLEL ]
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BS(3;
c. jangka waktu BGS/B5G;
d. usulun besaran kontribusi tahunan; dan
e. usulan persentase hasil BGS/BSG vang dipunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disertil
a. datn barang mihk daerah yvang digjuksan  untuk
dilakukan BGS/BS3G;
b. data pemeohon BGS/BSG,
e proposal BOS/BSG,
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d. data barang milik daerah yang akan dilakukan
BGE/BSG; dan

e. Inturmasi lainnyva berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

Data burang milik daerah secbagaimana dimaksud pada

avat (Z) hurul d, menegaskan bahwa:

a, barang milik daerah yvang akan dilakukan BGS/BSG
tacdiak sedang digunakan dalam rangka
penvelenggaraan tugas dan fungs: pokok OPD/unit
kerja, dan

b. pelaksanaan BGS/BS(0 barang milk dacrah tudak
akan mengganggu pelaksanaan tagas dan fungs
QP

Informui=i  lainnva wvang berkaitan denpan  usulan

BGS,/ HsG sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf e,

antara lain informasi mengenai:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan
Kol dan

b. bukii kepemilikan atau doekumen yang dipersamakan,

Apabila  permohonan BGS/B3G yang diajukan oleh

Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dan

pemohon BGS/BS5G, maka permohonan BGs/BSG

kepada  Hupau tidak perlu disertas data  pemohon

BGS, B=G sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b.

Berdasarkan permohonan Pengguna Barang

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (3],

Pengeloln Barang melakukan penelitian administrasi atas

barang mibk daerah vang akan dilakukan BGS/BSG.

Pengeloln  Barang menvampaikan hasil  penelitban

schagmimana dimaksud pada ayvat (6) kepada Bupat.

Pasal 247
Berdasarkan hasil penclitian administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 246 avat (7), Bupau dapat
memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap
permolhionan BGS/BSG.
Apabils Bupat tidak menvetujui permohonan BGS/BEG,

Bupal: menerbitkan surat penolakan yang disampaikan
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kepad:: Pengguna Barang dengan disertal alasan,

Apabils Bupatl menyeiujui permohonan  BGS/BSG,
Bupat menerbitkan surat persetujuan,

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat |3)
memuat persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna
Barang untuk menverahkan barang milik dacrah vang
akan dijadikan sebagail objek BGS/BSG kepada Bupati.
Penyverahan oijek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4}, dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Pasal 244

Peneniuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas
vang akan dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan
Bupat: berdasarkan peruimbangan bersama antara
Pengeluia Barang dan Pengguna Barang.

Beremt L pads pt‘:luk'ﬁ.illﬂat‘l ESF 5L=Img;;|im:-m-.‘-1
dimaksud dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 206
berlaku  mutatis mutandis  terhadap pelaksanaan
BG5S/ BSG barang milik dacrah atas tanah yvang berada
pada Pengepuna Barang  vang sudah diserabhkan oleh

Pengeung Barang kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
REPI
Paragral kesatu

Prinsip Umum

Pasal 241

K3Pl atas barang milik daerah dilakukan dengan

pertimbangan:

H

dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyvediaan
infrasirukiur guna mendukung tugas dan  [ungsi
pemerintahan;

tidak lersedia atau tdak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penvedisan infrastrukiur; dan

termasiuk dalam daftar prioritas program  penvediaan

infrastruktur vang ditetapkan oleh pemerintah
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Pasal 250

Kewayiban Mitra KSPl selama jangka wakm KSP1 adalah:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan barang milik daerah yang
menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek K5Pl dan barang hasil KSFI;
dan

c. dapul dibebankan pembagian kelebihan keuntungan
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulal felawback).

Mitra K5Pl harus menverahkan objek KSPl dan barang

hasil KhsSPl kepada pemerintah daerah pada saat

berakhirnyva jangka waktu KSPI1 sesuai perjanjian.

Barang hasil KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjad) barang milik daecrah sejak diserahkan kepada

pemeriniah daerah sesuai perjanjian.

Penetapun mitra KSPl dilaksanakan sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

Jenis Infrastruktur vang termasuk dalam daftar prioritas

program  penyvediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud

dalam pasal 249 huruf c sesuail dengan ketentuan perundang-

undangan

(1}

(2}

Paragraf Kedua
Pihak Pclaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 252
Pihak ving dapat melaksanakan KSPI adalah;
a. Penpelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang; atau
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang
beruda pada Pengpuna Barang.
KSP1 tas  barang milik daerah  dilakukan antara

pemerintah daerah dan badan usaha.
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Badan wusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah badan usaha vang berbentuk:

a. Perscroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

¢. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Koperasi.

Paragral Ketiga
PJPK KSPI Atas Barang Milik Dacrah

Pasal 253
PJPR k3Pl atas barang milik daerah adalah pihak vang
ditunjux dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam
rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah
dengan badan usaha.
Pihak yvang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK
scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani

ketentuan perturan perundang-undangan,

Paragral Keempat
Objek KSPI

Pasal 254

Objek R3Pl meliput:

a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang: atan

b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna
Barang,

Objek k5Pl atas barang milik daerah melipun:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. sebagian tanah danjfatau bangunan vang masih
digunsakan; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.
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Paragraf Kelima
Jangka Wakm KSPI

Pasal 255

Jangks waktu KSPl atas barang milik daerah paling lama
20 {(hma puluh) tahun sejak penanjian ditandatangani
dan dapat diperpanjang.

Jangks waktu KSPl atas barang milik daerah
sehagiimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan
perpanjangan  scbagaimana dimaksud pada avat (2)
dituangkan dalam perjanpan KSPl atas barang milk

daerah.

Pasal 256

Perpanjangan jangka wakiu KSPl atas barang mulik
dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (3)
hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force
majeur, seperti dampak kebijjakan pemerintah vang
disebabkan oleh terjadinya krisis ckonomi, politik, sosial,
dan kcamanan.

Perpanjangan jangka waktu KSPlI atas barang milik
dacrah scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan
permohonannya paling lama 6 [enam) bulan setelah

governiment force majeure terjadi.

Paragraf Keenam
Huasil KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 257
Hasil darn KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:
a. barang hasil KSPl berupa infrastruktur beserta
fasilitasnya vang dibanguan oleh mitra KSPl; dan
D, pembagian atas kelebihan Keuntungan yvang dipercleh
dar vang ditentukan pada saat perjanjian dimulai
feleaiback).
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Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan
pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekenmmg

Kas Umum Daerah.

Pasal 258

Formulas: danj/atau besaran pembagian  kelebihan
keuntungan [clawback) ditetapkan oleh Bupat.

Penclupan besaran pembagian kelebihan keuntungan
(clatwback) sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari
Tim K5Pl vang dibentuk oleh Bupar,

Perhitungan  pembagian  kelebihan  keuntungan
(elawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukiin dengan mempertimbangkan antara lain:

a. nilat investasi pemerintah daerah;
b. nilal investasi mitra KSPI;
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan

d: karakieristik infrastrukour.

Paragral Ketujuh
Infrastrukiur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah
[alam Rangka Penyediaan Infrastrukur

Pasal 259

Infrastruktur vang menjadi hasil kegiatan KSPl atas

barang milik daerah berupa:

a. bangunan konstruksi infrastrukiur beserta sarana
dan prasarana;

b, pengembangan  infrastruktur berupa  penambahan
dan /ntau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas
dan/atau kualitas infrastrulctur; dan fatau

¢. hasil penyediaan inlrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas
dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

Mitra RSPl menverahkan infrastruktur yang menjadi
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hasil kegiatan KSPlI atas barang milik  dacrah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) sesuai perjanjian
arau pada saat berakhirmva perjanjian,

(3] Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh mitra KSPlI atas barang milik daerah
kepada PIPK.

Pasal 260
(1) PJPK menyverahkan barang milik daerah yang diterima
dari mitra KSPI atas barang milik daerah sebagamana
dimaksud dalam Pasal 239 ayvat (3) kepada Bupati.
(2] Barang hasil KSPl atas barang milik daerah berupa
infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik

daerah sc¢jak diserahkan kepada pemerintah daerah.

Paragraf Kedelapan
Tata Caru Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 261

Tahapan pelsksanaan KSPl atas barang milik daerah vang

berada pada Pengelola Barang meliputi:

a. permohonan;

b. penelitian administrasi;

¢. pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhitunpgan besaran penerimaan daerah darnn KSPI
berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback);

c. penerbitan keputusan;

f.penyerahan barang milik daerah dan Bupat kepada
Penanggung Jawab proyvek KSPI;

g. pemilihan mitra;

h. penandatanganan perjanjan,

1. pelaksanaan;

|, perigamari:an dan pemeliharaan;

k. pembavaran bagian  atas  kelebithan  keuntungan



(clawback], jika ada; dan

l. pengakhiran.

(1)

(€]

(1)

(2]

Pasal 262
KSPl ztas barang milik daerah vyang berada pada
Pengeiola Barang dapat dilakukan  berdasarkan
permohonan dari Pengelola Barang vang disampaikan
secara tertulis kepada Bupati.
Permmohonan sebagaimana dimaksud pada ayvar (1)
sekurang-kurangnya memuat data dan informasi
Mengen:i!
a. identitas  PJPK, termasuk  dasar penctapan/
penunjukkannysa;
b. latar belakang permohonan;
c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
K=Pl, antara lain jems, nilal, dan kuanttas barang
milik daerah;

d. rencana peruntukan KSPI;

P

. jangka waktu KSPI; dan

T

estimusi besaran pembagian kelebihan keuntungan

felarwback).

Pasal 263

Permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 262

avat 2] dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study)
provek KSPL

b. sural pernvataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

c. sural  kelayakan penyediaan infrastrukiur  dan
Kementerian/Lembaga dan/fatau Dinas Teknis
sesual kententuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit memuart:

a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;

b. dasar penunjukan/penetapan,

¢. barang milik daerah yang direncanakan untuk
dijacikan sebagai objek KSPI;
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d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK
KSPI; dan

e, kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan
kKetvntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

(1) Bupati melakukan  peneliian administras1 atas
permobonan KSPI vang diajukan oleh PJPK.

(2] Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1] menunjukkan
bahwa barang mlik daecrah dapat dilakukan KSPI,
Bupatn
a. membentuk Tim KSPI; dan
b. menugaskan Pemilai untuk melakuekan  penilalan

barang milik daerah vang akan dilakukan KSPI guna
mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah
bersangkutan.

Pasal 265
(1} Tim KSPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat

(2] hurul a berjumlah gasal dan beranggotakan antara

lain:

a. Pengelola Barang;

b. Perwakilan dari OPD terkait; dan

c. Perwakilan dari OPD vang membidangi pengelolaan
barang milik daerah.

(2) Tugas Tim KSPl scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. melakukan kajian atas barang milik daerash yang
diusulkan menjadi objek KSPI,

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah
darl KSPl, sebapaimana dimaksud dalam Pasal 257
avat (1) huruf b; dan

¢. melaksanakan kegiatan lain yvang ditugaskan oleh
Bupati,
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(4}

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Tim KSP! dibebankan pada APBD.

Tim K2Pl dapat meminta masukan kepada Penilai atau
pithak vang berkompeten dalam rangka pelaksanaan
tugas.

Pasal 266
Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan
{clawback] dilakukan oleh Tim KSPl sesuail ketentuan
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 258.
Bupati menctapkan besaran bagian Pemerintah dalam
pembagian  kelebthan keuntungan ([clawback) dengan
mempernmbangkan perhitungan Tim KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPL.
Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian
kelebihan keuntungan (elawback] yang ditetapkan Bupan
sebaguimana dimaksud pada avat (2) dicantumkan dalam
dokumen tender.

Pasal 267
Bupat menerbitlan Keputusan KSPI apabila
permolionan K3Pl dianggap layale, dengan
memperiimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPL.
Keputusan KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
schkurang-kurangnya memuat:
a. data barang milik daerah yvang menjadi objek KSPI;
b. peruntukan KSPI, termastk kelompok /jenis

mmirastrukour;

&, besaran pembagian kelebthan keuntungan (clawback),
d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan
e, penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah,
salinan keputusan KSPl sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] disampaikan kepada Pengelola Barang,
Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati

memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.
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Pasal 268
Bupat: menyerahkan barang milik daerah yang menjadi
objek KSPl kepada PJPK penvediaan infrastruktur
berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267 ayat (1).
Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)
vang cilandatangam oleh Bupati dan PJPK penyediaan
infrastrukour atas barang milik daerah.
Penverahan objek KSPlI Lkepada PJPK penyediaan
mfrasirukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dalam rangka KSPl atas barang milik daerah dan bukan
sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 269

PJPR penyvediaan infrastrukturatas barang milik daerah
menctapkan mitra KSPl berdasarkan hasil tender dari
proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah
dalam penvediaan infrastruktur.

Penetapun mitra KSPl dilaporkan oleh PJPK penyediaan
infrastruktur atas barang milik daerah kepada Bupati

paling lama | (sat] bulan setelah tanggal ditetapkan,

Pasal 270
PJIPK Penyvediaan Infrastruktur menandatangam
perjanjian KSPI dengan mitra KSPl vang ditetapkan dan
hasil tender.
Penandatanganan perjanjian KSPl dilakukan paling lama
2 i{duaj tahun terhitung sejak tanggal berlakunya
Keputusan KSPI.

Pasal 271
Berdasarkan perjanjian KSPl sebagaimana dimalksud

dalam Pasal 270 avat (1), PJPK Penvediaan Infrastruktur
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menyerahitan barang milik daerah vang menjadi objek
KSPI kepada mitra KSPL.

Penverahan barang milik daerah vang menjadi objek KSPI
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST) vang ditandatangani
oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPL
Penverahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanva dalam
rangk: pemanfaatan barang milik daerah dan bukan

scbhagal pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 272

PJIPK Penyediaan Infrastrukiur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan peTjanjan KSFI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayvat (1) dan penyverahan
barang milik daerah kepada mitra KSPl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 271 avat (1) kepada Bupati
dengan melampirkan salinan perjanjian K5PI dan salinan
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian
belum ditandatangami, Keputusan KSPl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) dinyatakan tidak
berlaku

Dikecunlikan dan ketentuan scbagaimana dimaksud
pada avat (2}, sepanjang lewat waktu tidak disebabkan
oleh  hal wvang dilakukan oleh mitra KSPI,
penandatanganan perjanjan dilakukan palng lama 3
[tiga) tahun terhitung sejak berlakunva keputusan KSPI

atas barang milik daerah.

Pasal 273
Perjanjisn KSPl atas barang milik daerah sekurang-
kurangiya memuat:
a. dasar perjanjian;
b, identitas para pihak;

c. barang milik dacrah yang menjadi objek pemanfaatan;
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d. peruntukan pemanfaatan;

e. hak dan kewajiban;

{. janghka waktu pemanfaatan;

g besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
h. ketentuan mengenai berakhirmya pemanfaatan;

i. sanks=i; dan

J+ penvelesaian perselisihan,

Perjanjian KSPl atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat |1] dituangkan dalam bentuk Akta

Notartis,

Pasal 274

Mitra k=Pl atas barang milik daerah wajib melakukan
pengaminan dan pemeliharaan atas:
a. barang milik daerah vang menjadi objek KSPI; dan
b. barang hasil KSPlI atas barang milik daerah

berdasarkan perjanjian.
Pengaminan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditujukan untuk mencegah terjadinyva penurunan lungsi
dan hilangnya barang milik dacrah yang menjadi objek
dan ha=il KSPl atas barang mlik daerah.
Pemelihiraan sebapaimana dimaksud pada avat (1)
ditujukan  untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
barang milik dacrah yang menjadi objek KSPl dan hasil
KS8PI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil gsuna.
Perbaikan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud
pada avat (3] harus sudah selesai dilaksanakan paling
lambat pada saat berakhirnya jangka waktu KSPL.
Seluruh  hiaya  pengamanan dan  pemeliharaan
scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban
mitra k=Pl
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Pasal 2735
Mitra KSPl dilarang mendayagunakan barang milik
daerah vang menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan
KSPI se¢sua) perjanjian.
Mitra K5PI dilarang menjaminkan atau menggadaikan
barang milik daerah objek KSPI.

Pasal 276
Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) dizsetorkan oleh mitra KSPI ke
rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 maret.
Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) vang terjadi pada tahun terakhir
dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh
mitra k3Pl ke rekening Kas Umum Dacrah paling lambat
18 (sepuluh] har sebelum berakhirmya jangka waktu
perjangian.
Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan
keuntungan (clawback] sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disctorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat
kelebihan keuntungan (clawbackl yang diperoleh dan
vang direntukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 277

KSPI atas barang milik daerah beraktur dalam hal:

(1)

berakhirnya jangka waktu KSP] atas barang milik dacrah;
pengakhiran perjanjian KSPl atas barang milik daerah
secara scpnhak oleh Bupat:; atau

ketentuan lain scsual dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Pasal 278
Pengakliran secara sepithak oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 277 huruf b, dapat dilakukan
dalam hal mitra KSPI atas barang milik daerah:
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(1)
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(4]

{3)

(5}

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan
dar: KSPl atas barang milik daerah yang ditentukan
padi saat perjanjian dimulai (clawback]; atau

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana
dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam

perjanjian.

Pengaklhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil
pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna

Barang secara tertulis.

Pasal 279
Pengakhiran perjanjian KSPl secara sepihak oleh Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, diawali dengan
penerbiian teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI
oleh Bupat.
Apabila mitra KSPI udak melaksanakan teguran pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama
diterbikan, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua.
Apabila mitra K8P] tidak melaksanakan teguran kedua
sehagaimana dimaksud pada avat [2) dalam jangka waktu
30 (tga puluh) har sejak teguran  tertulis  kedua
diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga
vang merupakan teguran teralkhir.
Apabila mitra KSPl tidak melaksanakan teguran ketiga
schaganimana dimaksud pada avat (3) dalam jangka wakin
30 (ftiga puluh) hari scjak teguran tertulis ketiga
diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran
KSFPL
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2] dan ayat (3] serta surat pengakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} ditembuskan kepada PJPK.
Mitra K=P1 harus menverahkan objek KSPI kepada Bupati
dengan iembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran
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KSPl ains barang mihk deerah sebagaimana dimaksud
pada avat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh] hari setelah menerima surat pengakhiran
perjanjian KSPI.

Pasal 280
Mitra KSPlI harus melaporkan akan mengakhinni KSPI
paling l[ambat 2 {dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI
berakhir kepada PJPK.
Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat
pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI
atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK,
Auditor independen /aparat PENEAWASAT mntern
pemerintah  sebagaimana dimaksud pada avat (2)
menvampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan
infrastrukiur atas barang milik daerah.
PJPKR menyvampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud
pada aval (3) kepada mitra KSPI.
Mitra k5Pl menindaklanjuti hasil audit sebagaimana
dimak=ul pada avat (4) dan melaporkannya kepada
PUPH.

Pasal 281
Mitra KSP! menyverahkan barang milik daerah vang
menjad) objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada
PJPK diulam keadaan baik dan layak digunakan secara
optimal sesuai fungsi dan peruntuukannya.
Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPl atas barang
milik dacrah, mitra KEPI wajib menverahkannya
bersamaan dengan penverahan objek KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Penyverahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2] dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST].
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Pasal 282
Dalam hal masih terdapat hasil audit vang belum selesai
ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Mitra KSPl tetap

berkewajiban menindaklanjutinya sampal dengan sclesai.

Pasal 283
(1] PJPK melaporkan kepada Bupati:
a. berakhirnya KS8PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
277
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280
aval [3); dan
c. hasitl audit wvang belum diselesaikan scbagaimans
dim:aksud dalam Pasal 282,
2] PJPK menverahkan kepada Bupati:
a, objek KSPl scbagaimana dimaksud dalam Pasal 281
ayat (1); dan
k. hasil KSPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281

avat (2).

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 284
i1} Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas
pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yvang berada
pada Pengelela Barang.
iy Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas
pelaksanaan KSPl atas barang milik daerah vang berada

pada Pongguna Barang.

Pasal 285
(1) Mitra KSPl melaporkan secara tertulis hasil penyetoran
pendaputan daerah atas KSPl kepada Bupati sesuai
perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan
daeralh.
(2) Bukti penvetoran pendapatan daerah sebagaimana
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dimaksud pada avat (1) merupakan dokumen sumber

pelaksanaan penatausahaan KSPIL

Paragraf Kesepuluh

Sanlkei Dan Denda

Pasal 286

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran
atau molakukan pembayaran namun tidak sesuail dengan
keterntuaan atas pembaglan keuntungan  KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, mitra KSPI atas
barang mihk daerah wajib membayvar denda sebagmimana
diatur diulam naskah perjanjian,.

Pembiv iran denda sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan melalm penvetoran ke Rekening Kas Umum

Liasrah.

Pasal 287
Dalam hal barang milbik daecrah vang menjadi obyek KSPI
tidak oipelihara dengan batk sesuai ketentuan pada
perjanjian, mitra KSPl memperbaiki sampai pada kondisi
sesual dengan yang diperjanjikan.
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) harus
sudah sclesal dilaksanakan paling lambat pada saat

berakhirnya masa K3PI atas barang milik daerah.

Pasal 288

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
hilang sclama pelaksanaan masa KSPl akibat kesalahan
atau kelalaian mitra K8PI, mitra wajib mengganti objek
dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau barang
vang sejcnis dan setara,

Penggzniian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harus sudah selesan dilaksanakan paling
lambat pada saat berakhirnyva KSPIL.
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Pasal 289

(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik

(2)

daerah scbaganimana dimaksud dalam Pasal 287 dan
Pasal 258 tidak dapat dilakukan, mitra KSP] membayar
biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara
tunai.

Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditetapkan oleh PJPK,

Pasal 290

Pembavaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289

ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas

Umum Daerzh paling lama 1 ({sata) bulan terhitung scjak

adanyva peneiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289

ayat (2).

Pagal 291

Mitra dikenakan sanksi administracf berupa surat teguran

dalam hal:

a.

(1}

(<}

belum  melakukan perbaikan dan/atau  penggantian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 290
pada saqal berakhirnya KSPI; atau

belum menyerahkan barang milik daerah vang menjadi
objek KSPlI dan/atau hasil pemanfaastan pada saat
berakhirnya KSPL.

Pasal 292

Dalarn  hal  perbaikan, penggantian, dan/atau
penverahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 290 belum dilakukan terhitung 1 ([satu)
bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 291, mitra dikenakan sanksi
administratif berupa surat peringatan.

Dalarmn  hal  perbaikan, penggantian, dan/atau
penverahan barang milik daerah belum dilakukan

terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan



sebagaimana dimaksud pada avat (1), mitra dikenakan
sanks: admimstratif berupa denda sebagaimana diatur

dalam naskah perjannan.

Pasal 293
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292
avat (2) tidak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf Kesebelas
Tata Cara Pelaksanaan KSPl Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang
Pagal 294
Tata cara pelaksanaan KSPl pada pengelola dari Pasal 261
sampal dengan Pasal 293 berlaku mutatis mutandis terhadap

tata cara poliuksanaan KSPI pada Pengpuna Barang.

Pasal 295
Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang
milik daerali vang berada pada Pengguna Barang dengan
dilampiri sural pernyvataan dari Pengguna Barang bahwa
barang milik daerah vang menjadi objek KSPl tidak sedang
digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan

fungsi Pengguna Barang.
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BAB VI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 296

(1) Pengeloln Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya,

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1), meliputi;
a. pengamanan hsik;
b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hukum,

Pasal 297
(1) Bukt kopemilikan barang milik daerah wajib disimpan
dengan tertib dan aman.
(2] Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 298
Bupati dapat  menetapkan  kebijjakan asuransi atau
pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik
daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan dacerah,

Paragraf Kedua
Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299
(1] Pengamunan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
a. memasang tanda letak tanah dengan membangun

pagar batas;



- 165 -

b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan

c. melakukan penjagaan.

[2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksannkan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangian pemerintah daerah dan kondisifletak tanah
vang bersangkutan

(3) Pengamanan administeasi tanah dilakukan dengan:

a, menghimpun, mencatat, menylmpan, dan
menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah
secara lertib dan aman,

b. melakukan langkah-langkah schagal berikut:

1. melengkapi bulkti kepemilikan dan/atau

menyimpan sertifikat tanah;

I

membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik
daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta
melaporkan hasilnya; dan

4. mencatat dalam Daltar Barang Pengelola/
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

(4]  Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
a. tanah vang belum memilik sertifikat; dan
b. tanah vang sudah memiliki sertifikat namun belum

atas nama pemerintah daerah.

Pasal 300
Pembangunan pagar batas sebagamana dimaksud dalam
Pasal 2099 avat (1} huraf a belum dapat dilakukan
dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda
letak tanah dilakukan melalul pembangunan patok penanda
batas tanah.

Pasal 301
Tanda kepcmilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
299 ayat {1) hurul b, dibuat dengan ketentuan antara lain;
a. berbahan material vang tidak mudah rusak;
b. diber tulisan tanda kepemilikan;



c.
d.

(1}
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gambar lambang pemerintah daerah; dan
informasi lain yang dianggap perlu.

Pasal 302

Pengamunan hukum terhadap tanah yang belum

memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

299 avat |4) huruf a dilakukan dengan cara:

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh
dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Lelter
C, akta jual bel, akte hibah, atau dokumen setara
lainnva, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera
mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas
nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan
Nasional/Kantor Wilavah Badan Pertanahan Nasional
setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan
dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna
Barang danfatau  Kuasa Pengeguna  Barang
mengupayvakan untuk memperoleh dokumen awal
kepemilikan sepertt nwayat tanah.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah

bersertilikat namun belum atas nama pemerinlah dacrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b

dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna

Baranpg dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera

mengaukan permohonan perubahan nama sertifikat hak

atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi

atas nama pemerintah daerah.

Paragral Ketiga

Tarta Cars Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan

(1)

Pasal 303
Penganuinan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan
dengan. antara lain:
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a. membangun pagar pembatas pgedung dan/fatau
bangunan;

b. memusang tanda kepemilikan berupa papan nama;

c. melakukan tndakan antisipasi untuk mencegah/
menanggulangi terjadinya kebakaran;

d., gedung danj/atau bangunan yang memiliki fungsi
strategis atau vang berlokasi tertentu denpan tugas
dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada
masvarakat dapat memasang  Closed-Circuit
Television (CCTV);

e, menvediakan  satuan pengamanan dengan  jumlah
scaual fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau
bangunan sesuail kondisi lokasi gedung danfatau
bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik dacrah berupa

gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas
dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)

antara lamn:

a. fungsi penggunaan bangunan;

I, lokas bangunan; dan

¢, unsur nilai strategis bangunan.

Pengamanan admimistrasi gedung danj/atau bangunan

dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan,

dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas
dokumen scbagai berikut:

a. dokumen kepemilikan berupa Surat lzin Mendirikan
Bangunan (IMB];

b. keputusan penetapan stalus penggunaan gedung
dan dlau bangunan;

¢. daltar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung
dan/atau bangunan;

d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau
bangunan;

e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau
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bangunan;

f. Beria Acara Serah Terima (BAST); dan

g. dokumen terkait lainnya vang diperlukan,

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a. melakukan pengurusan lzin Mendirikan Bangunan
(IME), bagi bangunan yang belum memiliki Izin
Mendirtkan Bangunan (IMB); dan

b. mengusulkan penetapan status penggunaan

Paragrafl Keempal
Tata Cara Penpamanan Kendaraan Dinas
Pasal 304
kKendaraan dinas terdir dari:
a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan
bermotor yvang digunakan bagi pemangku jabatan:
1. Bupat;
2, Wakil Bupati; dan
b, Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan vang
discdiakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan
operasional perkantoran,
¢. Kendaraan dinas operasional disediakan dan
dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus,
lapangan, dan pelayanan umum,
Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan

c. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 305

Pengamanan fisik terhadap kendaraan percrangan dinas
schagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan
kendaraan  perorangan dinas dengan Pejabat yang
mengyunakan kendaraan perorangan dinas.

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) berisi klausa antara lain:

a. pernvilaan tanggung jawab atas kendaraan dengan
keterangan, antara lain  nomor polisi, merck, tahun
perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas
perorangan, dan rincian perlengkapan yvang melekat
pacis kendaraan tersebut;

b. pernvataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
dengan seluruh risiko yvang melekat atas kendaraan
dinas tersebut;

¢ pernvataan untuk mengembalikan kendaraan setelah
berpkhirnya jangka wakitu penggunaan atau masa
jabutan telah berakhir kepada Pengguna Barang/
Kussa Pengguna Barang vang melakukan
peratausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas
disvianhken pada saat berakhirmva masa jabatan
sesluil yang tertera dalam berita acara serah terima
kendaraan.

3] Pengembalian Kendaraan perorangan dinas ditvangkan
dalam berita acara penyverahan.

(4] Rehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi
tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan

sanks: sesual peraturan perundang-undangan.

Pasal 306
(1} Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b

dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST) kendaraan antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang vang
menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna
Barang,

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang
yvany menggunakan kendaraan jabatan Kuasa
Pengeguna Barang, dan

c. Pengpuna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan

pejalbiat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
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Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

pada aviat (1) berisi klausa antara lain:

a. pernvataan tanggung jawab atas kendaraan dengan
keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun
perakitan kendaraan, kode barang, dan nncan
perlengkapan vang melekat pada kendaraan tersebut;

b, pernvataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
dengan seluruh risiko vang melekal atas kendaraan
dinas jabatan terscbut;

c. pernvataan untuk mengembalikan kendaraan setelah
berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa
jabatan telah berakhir; dan

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan
pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yvang
tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan

dalam bLerita acara penverahan kembali,

Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung

jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 307
Pengamanan hsik terhadap keéndaraan dinas operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 avat (2} huruf ¢
dilakukan dengan membuat sural pernyataan langgung
Jjawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan
ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan penanggung jawab kendarasan dinas
operasional.
Sural  pernyataan  tanggung jawab  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
a. nomur polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
operasional dengan seluruh risiko vang melekat atas

kendaraan dinas tersebut;
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g. pernvataan untuk mengembalikan kendaraan dinas
sepera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;

d, pengembalian kendaraan dinas operasional
dituangkan dalam berita acara penyerahan Hembali;
dan

e. menvimpan kendaraan dinas operasional pada tempat
yvang ditentukan,

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari

kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan  dar

ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang
mengeunakan kendaraan dinas  sebagal penanggung
jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan

ketontuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 308
Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan,
dengan menghimpun, meéncatat, menvimpan, dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen
sebaga beritkut:
a. buknt pemilik kendaraan bermotor (BPKB);

=

fotokop: surat tanda nomor kendaraan [STNK);

c. Berita Acara Serah Terima (BAST];

d. kartu pemeliharaan;

e, data daltar barang;dan

[. dokumen terkait lainnva vang diperlukan.

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara

lain:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan
kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STHNK,
rermasuk pembayvaran Pajak Kendaraan Bermotor
[P,

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti BEug vang

dikenakan pada pihak-pihak vang bertanggpungjawab

atus kehilangan kendaraan dinas bermotor;
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Paragraf Kelima

Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 309
Pengelols  Barang/Penggpuna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dilarang menelantarkan rumah negara.
Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
a. pemasangan patok; dan/atau
b. pemisangan papan nama.
Pemasanpan papan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi unsur, antara lain:
a. logo pemerintah daerah; dan

b. namua pemerintah daerah

Pasal 210
Setiap rumah negara diben patok dan bahan matenal
vang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan
tinggl chiscsuaitkan dengan kondist setempat.
Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan
pemerintah daerah.

Pasal 311

Pengamanan fistk terhadap barang milik daerah berupa

rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara

Serah Terima (BAST) rumah negara.

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

pada ayvut (1) dilakukan oleh;

a. Penpeuna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
melikukan penatausahaan rumah negara dengan
peptbat negara atau pemegang jabatan tertentu yvang
menggunakan rumah negara pejabat negara atau
pemcgang jJabatan tertentu;

r. Penpgouna Barang/Kuasa Penggsuna Barang vang
meclikukan penatausahaan rumah negara dengan
Pengelola Barang vang menggunakan rumah negara
jabatan Pengelola Barang;

c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang
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menggunakan rumah negara jabatan Pengguna
Barang;

d. Penpeuna Barang dengan Kuasa Pengpuna Barang
vang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa
Penpgguna Barang; dan

e. Pengpuna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan
penanggung  jawab rumah negara vang dalam
penguasaan  Pengguna Barang/Kuasa  Pengelola
Barang.

(3} Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] memuat antara lain:

a. pernvataan tanggung jawab atas rumah negara
denpgan keterangan jenis golongan, luas, kode barang
runuill negara, dan kode barang sarana/prasarana
rumah negara dalam hal rumah negara tersebut
dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;

b. pernyvataan  tanggung jawab atas rumah negara
denpan  seluruh rnisiko yang melekat atas rumah
negara tersebut)

c. pernyvataan untuk mengembalikan rumah negara
selclah  berakhirnva jangka waktu Surat Izin
Penshunian (S1P) atau masa jabatan telah berakhir
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,

d. Pengembalian rumah negara vang diserahkan kembali
pada saat  berakhirnye masa  jabatan  atau
berakhirnya Surat lzin Penghunian (SIP) kepada
Penuselola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Penggurna
Barang;

c. Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah
negara dilengkapt sarana/prasarana sesual Berita
Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali
pads  saat  berakhirnya masa  jabatan  atau
berakhirnya Surat lzin Penghuman (SIP) kepada
Pengelola Barang/Pengpuna Barang/Kuasa Pengguna
Barang; dan

. Penverahan kembalh dituanpkan dalam Berita Acara
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Serah Terima [BASTY.

Pasal 312
{1} Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:

a. memelthara rmaumah  negara  dengan baitk  dan
bertunggung jawab, termasuk melakukan perbaikan
ringan atas rumah negara bersangkutan; dan

b. menverahkan rumah negara dalam kondisi baik
kepida pejabat vang berwenang paling lambat dalam
jangka waktu 1 (=satu] bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya keputusan pencabutan Surat lzin
Penghunian (SIP).

(2) Penghui rumah negara dilarang untul:

a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa
izin tertulis dari pejabat vang berwenang pada OFPD
vang bersangkutan;

b. mengseunakan rumah negara tidak sesual dengan
fungsi dan peruntukkannya;

c. meminjamkan atau menyvewakan rumah negara, baik
sebagian maupun  keseluruhannya, kepada pihak
lain,

d. menverahkan rumah negara, baik sebagian maupun
keseluruhannya, kepada pihak lain,

e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah
NCgard schagal agunan atau baglan dan
pertunggungan utang dalam bentuk apapun; dan

. menghuni rumah negara dalam satu daerah vang
samna bagl masing-masing suami/istr yang berstatus

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 313
(1) Penetapsn Status Penggunsan barang milik dacrah
berupa rumah negara ditetapkan oleh Bupati.
(2} Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana
ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali

ditentukon lain dalam keputusan pencabutan Surat lzin



Penghunian {SIP).

(3) SBurat lzn Penghunian (SIPF) untuk rumeh negara
golongun | ditetapkan cleh Pengelola Barang.

(4) Burat Izin Penghunian (81P} untuk rumah negara
golongan Il dan golongan 1l ditetapkan oleh Pengguna
Barang,

(5) Swurat lzn Penghunian (SIP] sebagaimana dimaksud
pada avat (3) dan ayat (4) sckurang-kurangnyva harus
mencantumbkan:

a. MNama pegawal/nama pejabat, Nomor Induk Pegawsa

(NIF}), dan jabatan calon penghuni rumah negara;

b. masu berlaku penghunian,

. pernvataan bahwa penghuni bersedia memenuhi
kewnnban vang melekat pada ramah negara.

d. mencrbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian [(SIP)
terfiidap penghuni, yang dilakukan:

1. priling lambat 1 {satu) bulan terhitung sejak saat
meninggal dunia, bagi penghuni yvang meninggal
dunia;

2. paling lambat 1 ({satu) bulan terhitung sejak
keputusan pemberhentian, bagi penghuni yvang
erhenti atas kemauvan sendiri  atau  vang
dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat
terbukti adanyva pelanggaran, bagi penghuni yang
melanggar larangan penghuman rumah negara
vang dihuninya; dan

4. paling lambat & (enam) bulan sebelum tanggal
pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia

[ LS,

Pasal 314
(1] Penghuni rumah negara golongan 1 yang tidak lag
menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara.
(2] Penghuiu rumah negara golongan 1l dan golongan III

tidak lugi menghuni atau menempati rumah negara
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karenu:

a. dipindahtugaskan (mutasi);

b. 1Zin penghuniannyva berdasarkan Surat lzin
Penghunian (SIP) telah berakhir;

¢. berhenti atas kemauvan sendin;

d. berhenti Karena pensiun; atau

e. diberhentikan dengan hormat atau rodak dengan

hormat.

Pasal 315

Suami/istn/anak/ahlh wans lainnya dar  penghum
rumah negara Golongan Il dan rumah negara golongan 111
vang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara
vang dihuni paling lambat 2 [dua) bulan terhitung sejak
sapt ditferimanyva  keputusan pencabutan Surat  lzin
Penghuran {(S1P).

Pencabutan Surat lzin Penghunian (SIF) rumah negara
Golongan | dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pencabutan SIP rumah negara gelongan II dan Golongan
Il dilakukan oleh Pengguna Barang yang
menatausahakan rumah negara  bersangkutan atas

persetuyuan Pengelola Barang,

Pasal 316
Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah
negars solongan [, rumah negara golongan Il dan rumah
negara golongan 11, maka Pengelola Barang/Pengguna
Barang vang bersangkutan melakukan penyelesaian dan
mclaporkan hasil penyelesaian kepada Bupati.
Dalam pelaksanaan penvelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat
meminta bantuan OPD/fumt kerja OPD terkait.

Pasal 317

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah

negara  diakukan  dengan menghimpun, — mencatat,
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menyvimparn, dan menatausahakan secara tertib dan teratur

atas dokumen, antara lain:

a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;

b. Surat [zin Penghunian (SIP);

c. keputusan Bupati mengenal penetapan rumah negara
golongan |, golongan Il atau golongan II1;

d. gambar/ legger bangunan;

e. data daftar barang; dan

f. keputusan pencabutan Surat lzin Penghunian (SIP).

Paragraf Keenam
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Persediaan

Pasal 318
(1] Pengamunan hsik barang persediaan dilakukan, antara
lain;
a. menempatkan  barang  sesual dengan frekuensi
pengeluaran jens barang,
b. menvediakan tabung pemadam kebakaran di dalam
guding/ tempat penyimpanan, jika diperlukan;
c. menvediakan tempat penyimpanan barang;
d. melindungl gudang/tempat penyimpanan;
. menqmbah prasarana penanganan barang di pudang,
Jika diperlukan;
f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
g melakukan pengamanan persediaan.
(2] Pengamanan administras: barang persediaan dilakukan,
antara o
a. buku persediaan;
b. kartu barang;
¢. Berita Acara Serah Terima (BAST);
d

. berita acara pemeriksaan fisik barang;

m

. Burat Perintah Penvaluran Barang (SPPB);

=¥

laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang semesteran/tahunan,
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g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan,
dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugl
yang dikenakan pada pihak-pihak vang
bertangeungjawab atas kechilangan barang persediaan
akibat kelalaian, sesuai Ketentuan peraturan perundang-
undarigin.,
Paragraf Ketujuh
Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah,
Gedune Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara,
Dan Harang Persediaan Yang Mempunyai

Dokumen Berita Acara Serah Terima

Pasal 319
Pengamanan fisitk barang milik daerah berupa selain
tanah, pedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan
barang persediaan yang mempunyal dokumen berita
acara scrah terima dilakukan dengan menvimpan barang
di temput vang sudah ditentukan di lingkungan kantor,
Pengamunan administrasi barang milik daerah berupa
sclain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara,
dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita
Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara lain:
a. faktur pembelian;
b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST);
¢. dokumen pendukung terkait lainnya vang diperlukan.
Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain
tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan
barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita
Acara sSerah Terima (BAST) dilakukan dengan melakukan
pemprosesan Tuntutan Ganti Rugl vang dikenakan pada
phak-pihak wvang bertangsungjawab atas kehilangan
barang  sesual  ketentuan  perataran  perundang-

undangan,



Paragral Kedelapan
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 320
(1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak
berwujud dilakukan dengan:

a. membatasi pemberian kode akses hanyva kepada
pihak-pthak tertentu vang berwenang terhadap
pengoperasian suatu aplikasi,

b. melakukan penambahan secunty system terhadap
aplikasi yvang dianggap strategis oleh pemerntah
daerah.

|2) Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa
barang tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melalui:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan
menatausahakan secara tertib dan  teratur atas
dokimen sebagai berikut:

1. Herita Acara Serah Terima (BAST);

2. lhsensi; dan

3. dokumen pendukung terkait  lainnva vang
diperiulkan.

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi

atau pihak vang memiliki kewenangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Paragrafl Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 321
{1} Barang vang dipelihara adalah barang milik daerah
dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan
Pengelola Barang/Pengguna Barang/RKuasa Pengguna

Barang.
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Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna
Barang hertangpungjawab atas pemeltharaan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah
sebagaimana dimakud pada ayat (2] adalabh untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik
daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta
siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna,
Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
[3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran
belanja pemeliharaan dalam jumlah vang culoup,

Biava pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksd pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan
dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dart mitra pemanfaatan barang milik

daerah

Paragraf Kedua
Tata Cuara Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 322
Pemelihnraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321
berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang
milik dacrah.

Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan bagian
dari daliar kebutuhan barang milik daerah,

Pasal 323
Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil
Pemelibaraan Barang VATIE berada dalam
koewenadigannya.
Kuasa l'engguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1] secara
tertulis kepada Pengpuna Barang untuk dilakukan

penclitinn sccara  berkala setiap enam  bulan/per
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SEMEsLer,

Pengguna Barang atau pejabat vang ditunjuk meneliti
laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan
menyusun daftar hasil pemeliharsan barang vang
dilakukan dalam 1 [satu) Tahun Anggaran.

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang vang disusun

pengguna  barang atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada avat (3) merupakan bahan

untuk  melakukan  evaluasi  mengenar  efisiensi

pemeliharaan barang milik daerah.

Penelitiin laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dilakukan terhadap:

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan;
dan

b, targer  kinerja  dan  realisasi | target kinerja
pemeliharaan.

Pengguna Barang melaporkan/menyvampaikan Dafiar

Hasil Pemelitharaan Barang tersebut kepada Pengelola

Barang secara berkala.

Pasal 324
Dalam rungka tertib pemeliharaan setiap jenis barang
milik daerah dilakukan pencatalat kartu
pemeliharaan/ perawatan vang dilakukan oleh pengurus
barang/ penguarus barang pembantu.
Kartu poemeliharaan/perawalan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) memuat:
a. nama barang,
b. spesifikasinya;
c. tanpgal pemeliharaan;
d, jeris pekerjaan atau pemeliharaan,

barang atau bahan vang dipergunakan;

5,

biayva pemeliharaan;

pihak vang melaksanakan pemeliharaan; dan

= ®

hal loin vang diperlukan.
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BAB IX
PENILAIAN

Pasal 325
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan,
atau pemindahtanganan.
Penilaisn barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk!
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. pemindahtanganan dalam hentuk hibah.
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka
penyvusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
[SAP).
Biaya wvang diperlukan dalam rangka penilaian barang
milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 326
Penilaian barang milik daerah berupa tanah danj/atau
bangurnan dalam rangka pemanlaatan atau
pemindihtanganan dilakukan oleh:
a. Penilal Pemerintah; atau
k. Penilal Publik vang ditetapkan oleh Bupati.
Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang
mempuiival izin praktik Penilaian dan menjadi anggota
asosias: Penilai yang diakui oleh pemerintah.
Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan mla
wajar sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangun.
MNilar wajar scbagaimana dimaksud pada ayat (3] yang
diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab

Penilai,
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Pasal 327
Penilainn barang milik daerah selain tanah dan/atau
banguiriin dalam  rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yvang ditetapkan
oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang
ditetapkan Bupati.

Tim schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia
penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit
Kerja terkait,

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Penilain barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan woleh Pengguna Barang tanpa melibatkan
Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya
merupakan nilai taksiran.

Hasil penilaian barang rmilik daerah  scbagaimana
dimaksiud pada avat (2) ditetapkan oléh Bupati.

Pasal 325

Dalam kondisi  tertentu, Bupati dapat melakukan
penilamin kemball dalam rangka koreksi atas nilai barang
milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca
pemerintah daerah.

Perulauan kembali, sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan
keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
vang motode penilaiannya dilaksanakan sesual standar
penilaiarn.

Keputusan mengenal penillalan kembali atas nilai barang
milik darcrah dilaksanakan berdasarkan kebijakan vang
ditetapzan  aleh Bupati dengan berpedoman pada

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
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Ketentusn pemerintah yang berlaku secara nasional,
sebagainana dimaksud pada ayat {3) adalah kebijakan
vang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas

pemerintah daerah.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 329
Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi
penyelenggaraan  tugas pemerintahan  daerah  dapat
dipindahtangankan.
Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
a. penjuaian;
b. tukar menukar;
d. hibah; atau
e. penvertaan modal pemerintah dacrah.,

Pasal 330
Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah
dilakukan penilaian.
Dikecushikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk
hibah.
Permlain  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilal wajar.

Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 331
Pemindahtanganan barang milik daerah yvang dilakukan
setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
4, tanal dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan vang bernilai lebih
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dari #p5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atou bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a tudak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tdak sesual dengan tata ruang wilayah atau
ponutaan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
penggantt | sudah  disediakan dalam  dokumen
pengangegaran;

¢. diperuntukkan bagl pegawal negeri sipil pemerintah
dacrah yang bersangkutan;

d. diperuntukkan bag kepentingan umum; atau

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, wvang jika  status  kepemilikannya
dipertahankan tidak layvak secara ¢konomis.

Pasal 332

Tanah dan/atau banpunan wyang sudah tidak sesuail
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
sebapimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf a,
dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau banpunan
dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi
kawasan wilayah.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesual dengan
penataan kota sebagaimana dimaksud pada avat (1),
periu  dilakukan penyesuaian vang berakibat pada

perubabian luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 333

Bangunan vang harus dihapuskan karena anggaran untuk

bangunan penggantt sudah  disediakan dalam dokumen

pengangegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat

(2) hurufl b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah

bangunan vang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan
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untuk selonjumnya didirikan bangunan baru di atas tanah
yvang sama (rekonstruksi) sesual dengan alckasi anpggaran

yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pagal 334
Tanah dan,/atau bangunan diperuntukkan bagl pegawai
negeri  sipil  pemerintah  daerah  yang  bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf ¢,
adalah:
a. tanah dan/atau bangunan vang merupakan kategori
rumah negarda/daerah golongan 11I;
b. tanah wviang merupakan tanah kavling vang menurut
perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan
pegawal negeri sipil pemerintah daerah  yang

bersangkutan.

Pasal 335
{1) Tanah dan/atau bangunan vang diperuntukkan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
331 ayvat (2) hurul d, adalah tanah dan/atau bangunan
vang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banvak/ bersama, dan/atau kepentingan pembangunan,
termasuk diantaranya kegiatan pemerintah dacrah dalam
lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah
dengan negara lain atau  masyarakat/lembaga
internasional,
(2] Kategor: bidang kepiatan scbagaimana dimaksud pada
avat 1) untara lain sebagai berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesua peraturan
perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
b, saluran air minum/air bersih dan/fatau saluran
pembuangan air;
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya,
termasuk saluran irigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
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e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau
terininal;

. tempat ibadah;

g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial

h. pasar umum;

i. fasilitas pemakaman umum;

j- fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul
penanggulangan bahava banjir, lahar dan lain-lain
bencana;

k. sarans dan prasarana pos dan telelkomunikasi;

l. sarana dan prasarana olahraga untk umum;

m. stasiun penylaran radio dan televisi beserta sarana
pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan
negars asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa;

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negnra Republik Indonesia sesual dengan tugas dan
fungsinys;

p. rumah susun sederhana;

q. tempart pembuangan sampah untuk umum;
cagar alam dan cagar budaya;

5. promos! budaya nasional;

t. pertamanan untuk umum;

u. panti sosial;

v. lembaga pemasyarakatan; dan

w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga
listrike  termasuk  instalasi  pendukungnya yang
merupakan satu  kesatuan vang tidak dapat
terpisahkan.

Pasal 336
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331
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aval [2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati.

(1)

(£}

(3

(4)

(1]

Pasal 337
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atzau bangunan wvang bernilai sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah) dilakukan olch
Pengelols Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pemind:ilitanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau  banpunan yang  bernila:  lebih  darn
Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelols Barang seielah mendapal persetujuan DPRD.
Nilai scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
merupakan nilal wajar untuk pemindahtanganan dalam
bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
merupakan nilal perolechan untuk pemindahtanganan
dalam bentuk hibah.
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diajukan oleh Bupati.
Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan avai [2) dilakukan per tiap usulan,

Bagian Ketiga
Penjualan

Paragrafl Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 338
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbuingan:
a. uniuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih
atau tdak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bag daerah

apabila dijual; dan/atau
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c. sebagal pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undingan.

Barang nmulik daerah vang tidak dipunakan/dimanfaatkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

barang milik daerah yang tdak digunakan untuk

kepentingan penvelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau

tidak dunanfaatkan oleh pihak lain,

Pasal 339
Pemjualan barang rmilik daerah dilakukan secara lelang,
kecuali dalam hal tertentu.
Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan  barang milik daecrah yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan vang semakin meningkat atau menurun untuk
mencajpal harga tertingg,
Lelang  sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilaksurnnkan setelah dilakukan pengumuman lelang dan
di hadapan pejabat lelang,
Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud
pada avat (1) meliputi:
a. Baang mulik daerah vang bersifat khusus sesuail
dengan peraturan perundang-undangan.
b. Barang milik daerah lainnya vang ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati.
Barang milik daerash yang bersifat khusus, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang
vang diatur secara khusus sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain yvaitu:
a. Rumah negara golongan Il yang dijual kepada
penghuninya yang sah.
b. Kenduraan perorangan dinas yang dijual kepada;
1. Bupati:
2. Wakil Bupati;
3. Muntan Bupati;
4. mantan Wakil Bupeadti
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Barang milik daerah leinnyva, sebagaimana dimaksud

pada avol (4) huruf b antara lain yaitu :

a. tanah dan/atau bangunan vyvang akan digunakan
untuk kepentingan umum;

. tanah kavling wyang menurut perencanaan awal
penpgadaannya  digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawal negeri sipll pemerintah daerah
yang bersangkutan, scbagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. selan ranah dan/atau bangunan sebagal akibat dari
kendaan kahar (force majeure);

d. bangunan yang berdirl di atas tanah pihak lain yvang
dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan vang akan
dibangun kembali; atau

. selaimn tanah danfatau bangunan vang tidak memiliki
bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tnggi
Rpl.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 340

Dalam rangka penjualan barang milik daerah
dilakukan penilalan untuk mendapatkan nilai wajar,

Dikecualikan darn ketentuan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) adalah bagl penjualan barang milik daerah
bherupa tanah wvang diperlukan untuk pembangunan
rumah susun sederhana, vang nilal jualnyva ditetapkan
oleh Bupan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
dilakulkin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan
Pasal 327.

Penentuan milal dalam rangka penjualan barang milik
dacrah sccara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
339 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor
penyesuan.

Nilai scbagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
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limit/ batasan erendah vang disampaikan kepada Bupati,
sebaga dasar penetapan nilai limit.

Milai hmit/batasan terendah sebagaimana dimaksud
pada avat (5) adalah harga minimal barang vyang akan
dilelang

Nilay limit sebagaimana dimaksud pada ayat ([B)
ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 341
Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
vang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan
lelang vlang sebanvak 1{saru) kali.
Pada prlaksanaan lelang ulang scbagaimana dimaksud
pada avat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang
milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayvat 1] ndak
laku dyual, Pengelola Barang menindakianjuti dengan
penjualan  tanpa lelang, tukar menukar, hibah,
penyveriaan modal atau pemanfaatan.
Pengeloln Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] atas barang milik daerah sectelah

mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 342
Barang milik daerah berupa seclain tanah dan/atau
bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama,
dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali
Pelaksinaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| dapat dilakukan penilaian ulang.
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana
dimakswud pada avat (1) tidak laku dijual, Pengelola
Barang memndaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang,
tukar menukar, hibah, atau penvertaan modal.
Pengelolo Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) atas barang milik dacrah selain
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tanah dun/atau bangunan setelah mendapat persetujuan
Bupat untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.

Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,
atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada
ayat (3| tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan

pemusnahan,

Pasal 343

Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan

seluruhnva ke rekening Kas Umum Daerah,

Dalam hal barang milk daerah berada pada Badan

Layanan Umum Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dan penjualan barang  milik
dacrah dalam rangka penvelenggaraan pelavanan
umum  sesual dengan tugas dan fungsi Badan
Layanan Umum Daerah merupakan penenmaan
dacrah yang disctorkan seluruhnya ke rekening kas
Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik
dacrah dalam rangka selain penyelengparaan tugas
dan lungsi Badan Layvanan Umum Daerah merupakan
penerimaan daerah vang disetorkan seluruhnva ke

rekening Kas Umum Daerah.

Paragral Kedua
Objek Penjualan
FPasal 344

Objek penjualan adalah barang milik daerah vang berada
pada Prngelola Barang /Pengguna Barang, meliputi
a. tanal dan/atau bangunan;
b. selain tanah dan/atau banguan.
Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dilakukun dengan persvaratan sebagai berilout:
a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhit  persyvaratan ekonomis, yakm secara
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ckonomis lebih menguntungkan bag daerah apabila
barang milik daerah dijual, karena biaya operasional
dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada
maniaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik
daerah udak terdapat permasalahan hukum.

Svarat teknis sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf

a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesual
dengan tata ruang wilavah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak
dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan [ungsi penyvelenggaraan tugas pemerintahan
davrah;

€. tanal: kavling wvang menurul awal perencanaan
pengadaannya  diperuntukkan bagi pembangunan
perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yvang
bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e¢. barang milik daerah yang menganggur (idle] tidak
dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau
pemanfaatan.

Penjualan barang milik daerah selain tanah danfatau

bangunin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dengan persvaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyvaratan ckonomis, yakni secara
ckonomis  lebih menguntungkan bagl pemerintah
dacrah apabila barang milik daerah dijual, karena
biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih
besar danpada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yvakni barang milik
dacrah ndak terdapat permasalahan hukum.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a antara lain:
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a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat
diguniakan karcna rusak, dan tidak ekonomis apabila
diperbanki;

b. barane milik daerah s=ecara teknis tidak dapat
digunakan lagi akibat modernisasi;

¢. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam
spesifikast  akibat  penggunaan, seperti  terkikis,

hangsus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam
timbangan /ukuran discbabkan penggunaan atau

susul dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 345

Pemjualan borang milik daerah berupa tanah kaviing yvang

menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan

bagi pembangunan perumahan pegawal negeri pemerintah
daerah vang bersangloatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 339 aval (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukt
perencanaan  awal wvang menvatakan bahwa tanah
tersebutl  akan  digunakan untuk  pembangunan
perumahan pegawal negerl pemerintah daerah yang
bersanghkutan; dan

b.  penjualan dilaksanakan langsung Kepada masing-masing
pegaw:  negeri sipill | pemerintah | daerah yang
bersangkutan yang ditetapkan oleh Buparti.

Pasal 346
(1) Pemjualan barang milik daerah berupa kendaraan
bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila
telah memenuhi persyaratan, vakni berusia paling
singkat 7 {tujuh) tahun.
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Usia 7 [1ujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

8. terhitung mulai  tanpgal, bulan, dan tahun
perolehannya sesual dokumen kepemilikan, untuk
perolchan dalam kondisi bara; atau

b, terhilung mulai tanggal, bulan, dan tahun
pembuatannya sesual dokumen kepemilikan, untuk
perulehan tidak dalam kondisi baru.

Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan

bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-

tingginva 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan

kendarsan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7

(tujuh) vihun.

Pemjualan  kendarsan bermotor dilakukan sebelum

berusia 7 [tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi

vang berkompeten

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 347

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah vang berada pada

Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a.
k.

(1)

Inisiatif Bupati; atau

Permohonan pihak lain.

Pasal 348
Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang
diawali dengan membuat peérencanasn penjualan vang
meliputl antara lain;
a. data barang milik daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan
¢. perimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan

vurichis oleh Pengeloja Barang,
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Pengelolzn  Barang menyampaikan usulan  penjualan
kepada  Bupati  disertal  perencanaan  penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 349
Bupati melakukan peneliian atas wusulan penjualan
sebagannana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (2).
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Bupat membentuk Tim untuk melakukan
penehtian,
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penclitian data administratif;

b. penclitian hisik.

Pasal 330

Penelition administratil sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 4% avat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

. status dan bukti  kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah,
dan data dentitas barang, untuk data barang mihk
dac¢rah berupa tanah;

b. tahun  perolechan, jenis konstruksi, luas, nilai
peralehan bangunan, nilai buku, dan data identitas
barang, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan; dan

€. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku,
dan data dentitas barang, untuk data barang mihk
dacrah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 249

ayvat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan

fisik borang milik daerah yang akan dijual dengan data

administeatifl sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian

untuk =elanjuinya disampaikan kepada Bupati melalui

Pengelola Barang.
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Pasal 351

Berdasarkan Berita Acara Peneliian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3), Bupati melalui
Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas barang milik daerah yvang akan dijual.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan sebagai dasar penetapan nilai hmit penjualan
barang milik daerah.

Pasal 352

Pengelola Barang mengajukan permchonan persctujuan
penjualan barang milik daerah kepada Bupatt.

Apabila penjualan barang millk daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD,
Bupati rerielmh  dahulu  mengajukan permohonan
persetuuan penjualan kepada DPRD.

Pengajuan  permohonan  persetujuan  sebapaimana

dimaksud pada ayat (2} dilakukan terhadap:

a. tanal dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalom Pasal 331 ayvat (1} huruf a;
b. selain  tanah dan/fatau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf b.
Apabila persetujuan Bupall sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
pada avat [2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka
sebelum  dilakukan pemnjualan  terlelnh dahulu harus
dilakukan penilaian ulang.
Apabilz hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud
pada aviat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah
dengan hasil penilaian sebelumnya yvang diajukan kepada
DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (2], Bupati tidak
perlu - mengajukan  permohonan  baru  persetujuan
penjualan barang milik daerah kepada DPRD.
Bupat: melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana
dimak=ud pada avart (3) kepada DPRD.
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Pasal 353

Bupat menetapkan barang milik daerah vang akan dijual
berdasarkan hasil penelitian vang dituangkan dalam
Berita Acara Peneliian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 350 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam 352 ayat (1) dan avat (2).
Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang akan dijual;
b. milar perolehan dan/atau nilai buku barang milik

dacrah; dan
¢. nilai limit penjualan dar barang milik daerah.

Pasal 354
Apabilt keputusan penjualan olch Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan
barang milik daerah vang dilakukan secara lelang,
Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan
barang milik dacrah dengan cara lelang kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan
barang milik daerah yang dilakukan tanpa lelang,
Pengelola Barang melakukan penjualan barang mihk
daerah secara langsung kepada calon pembeli.
Penjualan barang milik daerah schagaimana dimaksud
pada avat (1) dan avat {2) dilakukan serah terima barang
berdasarkan:
a. Risaluh lelang, apabila penjualan barang milik daerah
chilukukean secara lelang; dan
b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah
dilskukan tanpa lelang.
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Pasal 355
Serah 1cnima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
354 ayval (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
mengajulkan usulan penghapusan barang milik daerah

kepada Bupati.

Paragraf Keempat
Tats Cara Penjualan Barang Mihk Daerah
Pada Pengguna Barang
Pasal 356

Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang
diawali dengan menviapkan permohonan penjualan,
antara lun:
a. data barang milik dacrah;
b. pertimbangan penjualan; dan
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan

yurichs oleh Pengguna Barang,
Pengpuna Barang melalul Pengelola Barang mengajukan
usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) kepada Bupali.
Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola
Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 349 sampai
dengan Pasal 354 berlaku mutatis dan mutandis pada
tata cars penjualan barang milik daerah pada Pengguna

Barany

Pazal 357
Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada
Pengpuna Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima |BAST).
Berdasirkan Berita Acara Serah Terima sebapaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan
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usulan penghapusan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang,

Paragral Kelima
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepad: Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara
Dan Pegawal Aparatur Sipil Negara [ASN)

Pasal 358
Svarat kendaraan perorangan dinas vang dapat dijual
tanpa miclalui lelang kepada pejabat negara dan mantan
pejabat negara, adalah:
a. telzb berusia paling singkat 4 (empat] tahun:

1. terhitung  mulai tanggal, bulan,  tahun
perolehannya, untuk perolehan dalam  kondisi
fHaru; atau

2, terhitung  mulai tanggal, bulan, tahun
pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut
pada angka 1.

b. sudih udak digunakan lag untuk pelaksanaan tugas.

Svaral kendaraan perorangan dinas vang dapat dijual

tanpa melalu! lelang kepada pegawai ASN adalah telah

berusia paling singkat 5 (lima) tahun:

a. terhitung mular tanggal, bulan, tahun perolehannya,
untuk perolehan dalam kondisi bara; atau

b, terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya,

uniuk perolehan selain tersebut pada huruf a.

Pasgal 359
Kendaranan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada:
B. pejabat negara;
b, mantun pejabat negara; atau
Pejabiat Negara sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, vaitu:
a. Bupar;
b. Wakil Bupati.
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Mantan Pejabat Negara sebageimana dimaksud pada aval
(1) hurul b, yaitu:

a. Mantan Bupati;

b. Meantian Wakil Bupat,

Pasal 360

Svarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan

perorangun dinas tanpa melalul lelang adalah

a. telalh memiliki masa kerja atad masa  pengabdian
schima 4 [empat| tahun atau lebith secara berturut-
turt, terhitung mulal tanggal ditetapkan menjadi
Pejabal Negara,

b, nduk sedang stau tidak pernah dituntut tindak pdana
dengun ancaman hukumean pidana penjara paling
singkaul 3 (lima) tahun.

Secara boerturut-turut scbagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf & adalah secara berkelanjutan menjalant masa

jabuian pada INsStAns] vang sama atau pada insiansi vang

berbed:

Pasal 361
Pejabal  Negara mengajukan permohonan  penjualan
kendarian perorangan dinas pada tahun terakhir periode

jabmtan Pejabat Negara.

Tahun terakhir periode jabatan Pejabal Negara
sehagaimana dimaksud pada ayvat (1] adalah tabhun
terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan perorangan dinas vang dijual tanpa melalu
lelang paling banvak 1 (satu) unit kendaraan bagt | (satu)
orang Pojabat Negara, untuk tap penjualan  vang

dilaliiuikan.
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Pasal 362

Mantan Pejabat NMegara voang dapat membeli kendaraan

perorangun  dinas tanpa melalui lelang memenuhi

persvaristan:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
sclima 4 (empat) tahun atau lebith secara berturut-
tuarul, terhitung mulal tanggal ditetapkan menjadi
Pejabiat Negara sampal dengan berakhirnya masa
Jjabatan;

b. belum pernah membeli kendaraan perorargan dinas
tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
melijubat sebagal Pejabal Negara;

. Ldak sedang atau vdak pernah dituntut tindak pidana
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling
gingkal 5 (hhma) tahun; dan

d. tdak diberhentikan dengan tidak hormat  dan
jabatannya,

Secara berturut-turut sebapgaimana dimaksud pada ayat

(1) hurul a adalah secara berkelamutan memalam masa

jabatan pada instansi yang sama atau pada instans vang

berbed:

Pasal 363

Kendarsan perorangan dinas vang dijual tanpa melalu
lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banvak 1
(satu] unit kendarasn bag | (satu] orang mantan Pejabat
Negara, untuk tiap penjualan vang dilakukan.

Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan
Penjualun kKendaraan perorangan dinas paling lama 1
(satu] mhun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat

MNegara ang bersanghkutan

Pasal 364

Pengguna Barang menentukan  harga  jual  kendaraan

perorangarn dinas vang dijual kepada Pejabat Negara/mantan

Pejabat Negura yang dilakukan tanpa melalw lelang dengan

ketentuan sclapgai berikut:
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a. kendarzan dengan umur 4 [empat) tahun sampai dengan
7 (tujub] tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh
persen) dan nilai wajar kendaraan;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga
jualnva adalah 20% [dua puluh persen] dari nilai wajar
kendarsan.

Pasal 365

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa

kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan

cara pembavaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan

Pejabat Negara;

Pasal 366
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2366
dilakukan melalui penyvetoran ke rekening Kas Umum Daerah
paling lama | [satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya
sural perselujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;

dan

Pasal 367
Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan
dinas schagaimana dimaksud dalam Pasal 367 belum lunas
dibayar, maka:
a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagal barang milik
daerah:
b. kendarsan tersebut tetap digunakan untuk keperluan
dinas;
c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan
d. kendarian tersebut dilarang untuk dipindahtangankan,
disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak
lain.
Pasal 368
(1) Pejabat Negara dan mantan Pgjabat vang tidak memenuhi

svaral schagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf a,
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Pasal 207 huraf a, dan Pasal 368, dicabut haknya untuk
membeli kendaraan perorangan dinas.

Kendaranan perorangan dinas yang batal dibeli oleh
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk
pelaksanaan tugas.

Pasal 369

Biava wvang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan
dibeli duliam jangka waktu 1 {saty) tahun sebelum adanya
persetujuan  penjualan, memjadi tang@ungan Pejabat
Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas
tersebut dan harus dibayvar sebagal tambahan harga jual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365.

Biava vung telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah biava selain pemeliharaan mitin atas kendaraan

perorangan dinas.

Pasal 370

Pejabat  Negara vang pernah membeli  kendaraan
perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 ({satu) wunit
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah
Jjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang
pértamsa.

Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatl dilakukan
sepaniang Peabat Negara tersebut masih aktf sebapal

Pejabar Negara secara berkelanjutan.

Pasal 371
Penjualin kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa
melalun lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3358,
diawali Jrngan pengajuan permohonan penjualan oleh:
a. Pejabat Nepara, pada tabun terakhir periode jabatan
Pejabat Negara;
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b. Maniun Pejabat Negara, paling lama 1 (satu] tabhun
sejuk berakhirnya masa jabatan Pejabal Negara vang
bersangkutan;

Pengajuan  permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan clch:

a. Pejalist Negara Kepada Pengguna Barang;

b. Manian Pejabat Negara kepada Bupati; dan

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat antara lain:

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan
tempat/ tangeal lahir; dan

b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan

dinss.

Pagal 372

Surat Fermohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

372 ayal [3]) dilampin dekumen pendukung,

Dokumin pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} bagi Pejabat Negara/mantan péjabat negara, antara

lain:

a. fotokopl surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat
Negora atau surat keputusan pemberhentian bagi
mantan Pejabat Negara;

b. fotokop kartu identitas;

. Surnl pernvataan yang menyatakan belum pernah
membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan
dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 {sepuluhj)
tahun sejak pembelian pertama bagl Pojabat Negara;

d. dalam hal Pejabat Nepara mengajukan pembelian
kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang,
dilampirkan fotokopt surat keputusan pengangkatan
menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan
janeka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian
periuma kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimisiksud pada huruf o

€. sural pernyataan yang menyatakan belum pernah
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membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat
Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan

f. sural pernvataan vang menyatakan tidak sedang atau
tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tabhun.

Paszal 373

Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 372 ayat (3), Pengguna Barang melakukan

persiapan permohonan penjualan, antara lain:

a. dats ndministrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang,

Dalam hal persiapan permohonan penjualan

sebagaimana  dimaksud pada avat (1) telah selesai,

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan

usulan  penjualan  kepada Bupati selaku pemegang

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:

a. [otokopt Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPEKB);

b. fotokopl Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

. sural  permohonan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 avat (2] dan
ayat $3];

d. rincuimn biava yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
dacrah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas
vang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
schelum adanya persetujuan penjualan; dan

€. sural pernyataan dar pengguna barang bahwa sudah
ada kendaraan pengganti.

Bupat melakukan penelitian atas usulan permchonan

penjualin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melakukan peneliian sebagaimana dimaksud

pada avat (3), Bupati membentuk Tim untuk:
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a. melakukan  penehlitian  kelayakan alasan dan
periimbangan permohonan penjualan barang milik
dacrah;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan
fisik kendaraan perorangan dinas yvang akan dijual
denpan data administratif.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dituangkan dalam benta acara hasil penelitian untuk

selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalu

Pengelola Barang.

Bupatl melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai

untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan

dinas vang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (6)

dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan

barang milik daerah.

Pasal 374
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penjualan berdasarkan hasil penelitan dan penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 avat (5] dan ayat
(7} kepadda Bupati sesuai batas kewenangannya.
Apabilii persetujuan Bupat sebagamimana dimaksud pada
ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka
sebelum  dilakukan penjualan terlebih dahulu harus
dilakukan penilaian ulang,
Bupati menvetujul dan menetapkan  kendaraan
perorangan dinas yvang akan dijual berdasarkan hasil
penelitan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2], paling sedikit memuat:
a. datn kendaraan perorangan dinas,
b. nilai perolehan;
c. nilai buku;
d. harge jual kendaraan perorangan dinas; dan
e. rincian  biava yvang telah  dikeluarkan pemerintah
dacrah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas
yvang akan dibeli dalam jangka waktu 1 [satu) tahun
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sebelum adanya persetujuan penjualan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 370 ayat {1) untuk Pejabat
Negara dan pegawail ASN.
Dalam hal Bupati tidak menvetujui penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui  lelang Bupati
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui
Penggelola Barang.
Berdasarkan penetapan sehagaimana dimaksud pada
avat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan
kendarsan perorangan dinas kepada  Pegjabat
Negara; mantan Pejabat Negara.
Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], Pengguna Barang menyiapkan perjanjian
penjualan kendaraan pETOrangan dinas  vang
ditandaangani Bupat dengan pegawai ASN,
Perjanjiiin  sebagaimana dimaksud pada avat (5)
sekurang-kurangnya memuat;
a. identitas pegawai ASN;
b. data kendaraan perorangan dinas;
e. beniuk pembayaran dan jangka waktu; dan
d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 375

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum

Daerah, terdiri dari:

a. pembehan kendaran perorangan dinas sesuail harga
jual kendaraan perorangan dinas scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 365; dan

b. biava vang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan kKendaraan perorangan dinas yang
akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu} tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1],

Mantan Pejabat Negara melalukan pembayaran ke Kas

Umum Dacrah sesual harga jual kendaraan perorangan

dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3635,
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(3) Pegawa: ASN melakukan pembavaran ke Kas Umum
Daerah, terdir: dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga
jua! kendaraan perorangan dinas scbhagaimana
dirmaksud dalam Pasal 365; dan

b. hiava vang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang
akan dibeli dalam jangka waktu 1 ([satu) tahun
sebelum adanyva persetujuan penjualan sebagaimana
dimuksud dalam Pasal 370 ayat (1).

(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayvar
vang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan
pembavaran dar Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(3} Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut
serah temma barang schagaimana dimaksud pada ayat
(4.

() Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan
pengawnsan dan pengendalian pelaksanaan penjualan
dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesual
tugas, lungsi, dan kewenangan masing-masing Sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(7} Kendarnan perorangan dinas yang tidak dilakukan
penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam
Pasal 259 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan

tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Baglan Keempat
Tukar Menukar

Paragral Kesata
Prinsip Umum

Pasal 376
(1] Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan
denpan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional

penyvelenggaraan pemerintahan;
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b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak rersedia dana dalam APBD.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada avat (1)

ditempuh  apabila pemerintah  daerah  fidak dapat

menvedizkan tanah danfatan bangunan pengganti.

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sudah tidak sesual dengan tata ruang
wilavah atau penataan kota;

b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya

erponcar;
¢, dalin rangka  pelaksanaan  rencana  strategis
pemerintah pusat/ pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila
objek takar menukar adalah barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

e. telab ketinggalan teknologi sesuai Kebutuhan, kendisi,
atzl  ketentuan peraturan  perundang-undangan,
apabiala  objek tukar menukar adalah barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan

dengan pihak;

a. Pemurintal Pusat;

b. Pemernintah Daerah lainnva;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
milik pemerintah lamnnya vang dimiliki negara;

d. Pemcrintah Desa; atau

£, Swasla,

Swasta schagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e

adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum

MAUpLIN perorangan.

Pasal 377
Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

kepada Bupati;
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b, tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengpuna Barang; dan
€. se¢lain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan vang berada pada Pengguna
Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Penpguna Barang, tetapi tidak sesual dengan tata ruang
wilaval ttau penataan kota.

(3) Tukar menukar scbagsimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 378
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian
berdasarkan:
a. aspek teknis, antara lain:
1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
2. spesihikas barang vang dibutuhkan;
b. aspek ckonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang
milik dacrah yang dilepas dan nilal barang penggant;
c. aspek vuridis, antara lain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan

2. bukt) kepemilikan.

Pasal 379
Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379
terhadap borang milik dacrah  berupa tanah dan/atau
bangunan, HBupati dapat memberikan alternatifl bentuk lain
pengelolaan  barang milik  daerah atas permochonan
persetujuan tukar menukar yvang diusulkan oleh Pengelola

Barang/Pengguna Barang.

Pasal 380
(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
a. barang sejenis; dan/atau

b, barang tidak sejenis,
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Barang pengganti utama tukar menukar barang milik
daerah berapa tanah, harus berupa:

Aa. tanah; atau

b. tanah dan bangunan.

Barang pengganti utama fukar menukar barang milik
daerah berupa bangunan, dapat berupa:

a. tanuh:

b, tanah dan bangunan;

¢. bangunan; dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan,

Barang pecngganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayut (3} harus berada dalam kondisi siap digunakan
pada engeal  penandatanganan perjanjian takar

menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 381
Nilai barang pengganti atas takar menukar paling sedikit
seimbang dengan nilal wajar barang milik daerah yang
dilepas.
Apabils nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai
wajar buarang milik daerah yang dilepas, mitra tukar
menukor wajib menyetorkan ke rekeming Kas Umum
Daerah atas sejumlah selisih nilan antara nilal wajar
barang milik daerah yang dilepas dengan niiai barang
pengganti,
Penyetoran sehisih nilal sebagaimana dimaksud pada avat
{2} dilaksanakan paling lambat 2 {dua) han kerja sebelum
Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
Selisth nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat [3) dituangkan dalam peanjian tukar menukar.

Pasal 382
Apabila  pelaksanaan tukar menukar mengharuskan
mitra tukar menukar membangun bangunan barang
pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan
pengavwias dengan persefujuan Bupati berdasarkan
pertimbangan dar1 OPD terkait.



-213 -

(2} Konsulian pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang
pengawnsan Konstruksi.

{3] Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) mernjad) tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 383
Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah
mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan

kewenangannva.

Paragral Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 384
Pelaksanaoan tukar menukar barang milik daerah vang berada
pada Pengelula Barang dilakukan berdasarkan:
a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan
tukar menukar; atau
b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 377 ayvat [4).

Pasal 385

(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang
didasarkan  pada  kebutuhan  pengelola barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 hurul a, diawali
dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan
penelitian mengenal kemungkinan melaksanakan tukar
menukar vang didasarkan pada pertumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) dan
ayat (3).

(2] Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peneclitian kelavakan tukar menukar, baik dari aspek

teknis, ekonomis, maupun yuridis:

b. penelitian data adminmistratif; dan

¢, penclitian fisik.
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Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada

avat (2] huruf b dilakukan untuk menelits:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar
situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan,
kode barang, kode register, nama barang, dan nila
perolchan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
barang, konstruksi bangunan, luas, status
kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan  nilai buku,
uniuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data
baring milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan,

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufl ¢ dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang

milik daerah wvang akan ditukarkan dengan data

administratifl sebagaimana dimaksud pada ayat (3].

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

(4] dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menvampaikan berita  acara  hasil  penelitian

sebagaunana dimaksud pada avat (5) kepada Bupati

uniuk penetapan barang milik daerah menjadi objek
tukar menukar.

Pasal 386
Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 356 ayat (6), Pengelola Barang menyusun rincian
rencana barang pengganti scbagai berikut;
a. tanah meliputi luas dan lokasi vang peruntukannya
sesli dengan tata ruang wilayah;
b, bangunan meliputi:  jenis, luas, dan konstruksi
bangunan serta sarana dan prasarana penunjang,

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis
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barung, kondisi barang dan spesilikasi barang,
Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327 terhadap
barang mulik daerah yang akan ditukarkan dan barang
PCNERanti.
Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (2)

disampaikan Pengelola Barang kepada Bupat.

Pasal 387

Berdasarkan has: penilailan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 387 ayat (3}, Bupati melakukan penetapan

mitra tukar menukar.

Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling

sedikil memuat:

a. mitra tukar menulkar;

b. barang milik daerah yang akan dilepas;

c. nilal wajar barang milik daerah vang akan dilepas
vang masih  berlaku pada tanggal keputusan
diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

tukar menukar kepada Bupati.

Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan

DPFRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan

persciujuan tukar menukar kepada DPRD.

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar

sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dan ayvat {4), Bupati

dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian
tukar menukar,

Setelah menandatangan perjanjian  tukar menukar

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar

menukar melaksanakan:

a. pekoergpan pembangunan/ pengadaan barang
pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menulkar,
uniuk tukar menukar atas barang milik daerah

berupa tanah dan fatau bangunan.
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b. pekerjuan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang
pengranti sesuai dengan perjanjian tukar menukar
terinasuk  menyelesaikan  pengurusan  dokumen
adnunistratif yvang diperfukan, tukar menukar atas
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau

banuunan

Pasal 388
Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring
pelaksarnaan pengadaan / pembangunan barang
pengeants berdasarkan laporan konsultan pengawas dan
penelitiin lapangan.
Sebelum dilakukan penverahan barang milik daerah
vang dilepas, Pengelola Barang melakukan pemlaan
sebaguimana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327
terhadop kesesuaian barang pengganti sesual dengan
yang tertuang dalam perjaniian tukar menukar
Dalam |l hasil penilaian sebagaimana tersebut pada
avat [2) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian
spesifikas danjatau jumiah barang penggant dengan
perjanyian  tukar menukar, mitra tukar menukar
berkewijban melengkap memperbaiks  ketidaksesuai
tersebit,
Dalam  hal kewajiban mitra wkar menukar untuk
melengkap/ memperbaikl scbagaimana dimaksud pada
ayat (3] udak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar
berkewi|iban untuk menyvetorkan selisih nilal barang
milik dacrah dengan barang pengganti ke rekening has
Umum Dacrah,
Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian
kelenghkapan dokumen barang pengganti, antara lain
bukti kepemilikan, serta menviapkan Berita Acara Serah
Terima (BAST) untuk dilandatangani oleh Pengelola

Barang dan mitra tukar menukar.
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Fasal 3849

Berdasiokan peranjian Tukar Menukar scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 385 ayat (5] Pengelola Barang
melakukan serah terima barang, yvang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Ternima (BAST)
sebapuimana dimaksud pada ayat (1], Pengelola Barang
mengaukan usulan penghupusan barang mubik daerah
vang dilvpas dar daftar barang Pengelola kepada Bupat
serta Pengelols Barang mencatat dan mongajukan
permohunan  penctapan  status  penggunaan  terhadap

barang pengeant sebagni bardng milik daerah.

Pagal 39U
Pelaksanoan tukar menukar barang milik daerah yvang
didasarkun pada permohonan dari pihak scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 3853 huraf b, diawah dengan
menga ukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
Permohunan  sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diseria) data pendukung berupa:
&. rinuidan peruntukan;
b, jenis spesilikasi;
. lokas /data teknis;
d. perkiruan nilai barang pengganti; dan
e. hal Lun vang diperiukan
Pelaksanuan tukar menukar barang milik dasrah yang
didasarkian pada kebutuhan Pengelola Barang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 386 sampai dengan
Pasal 290 berlaku mutatis mutandis pada Prelaksanaan
tukar menukar barang mlik dacrah yang didasarkan
pada permohonan dart pihak scbagaimana dimaksud

dalam Pusal 377 avat (4],
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Paragral Ketiga
Tatu Cara Pelaksanaan Tukar Menukar
Pada Pengguna Barang

Pasal 301

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan

tukar menukar kepada Bupati melalui Pengelola Barang,

dengan disertai:

a. penjelasan/pertiimbangan tkar menukar,

b. surat pernvataan atas perlunva dilaksanakan tukar
rmenkar vang ditandatangani oleh Pengpuna Barang;

c. Peraturan daerah mengenal tata ruang wilayah atau
penataan kota,

d. data administratif barang milik daerah yang dilepas;
dan

¢. rincinn rencana kebutuhan barang pengganti.

Data administratif barang milik daerah yang dilepas

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf d,

diantaranya:

a. status pengpunaan dan bukti kepemilikan, gambar
situasl termasuk lokasi tanah, Iuas, kode barang,
kode register, nama barang, dan nilai perolechan,
untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
barang, konstruks: bangunan, luas, status
kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk
barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk
barang milik daerah berupa selain tanah danfatau
bangunan.

Rincian  rencana kebutuhan barang pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas dan lokasi vang peruntukannya sesuai dengan
tata ruang wilayah, untuk barang milik daerah

berupa tanah;



(4]

(3]

(1)
2}

b. jenis. luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta
sarana dan prasarana penunjang, untuk barang milik
daerah berupa bangunan; dan/atau

¢, jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi
barung untuk barang milik daerah berupa sclain
tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada

Pengelola Barang scbhagaimana dimaksud dalam Pasal

386 sampai dengan Pasal 390 ayat (1) berlaku mutatis

mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang milik

daerah pada Pengguna Barang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima ([BAST),

Pengeuna Barang mengajukan usulan penghapusan

barangy milik daerah yvang dilepas dar Daftar Barang

Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna

Barang mencatat dan mengajukan permohonan

penetapan  status  penggunaan  terhadap  barang

penggant sebagal barang milik daerah,

Paragral Keempal

Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 392
Tukar menukar dituangkan dalam perjanjan.
Perjanian sekurang-kurangnya memuat;
a. identitas pihak;
b. jenis dan nilai barang milik daerah;
c. spesilikasl barang pengganti;
d. klausal bahwa dokumen  kepemilikan barang
penezanti diatasnamakan pemerintah daerah;
jangka waktu penyerahan objek tukar menulkar;
hak dan kewajiban para pithak;

keteniuan dalam hal terjadi kahar (force majeure),

T M ™M™

. ganks dan

penyelesaian perselisihan.
Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra

tukar menukar dengan Bupat.
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Pasal 393
Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima [BAST)]
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 avat (1) .
Berita Acara Serah Terima (BAST] sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar
menukar dan Pengelola Barang,
Penandatanganan Berita Acara scbagaimana dimaksud
pada wvit (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah  tanggal penandatanganan  perjanjian  tukar
menukar untuk barang pengganti yang telah  siap
digunakan pada rtanggal perjanjian tukar menukar
ditandaiangani.
Penandatanganan Benta Acara sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dilakukan paling lama 2 {dua) tahun setelah
tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar
untuk barang pengganti yang belum siap digunakan
pada taneggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
Penandaianganan Berita Acara Serah Tenma [BAST)
hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar
telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul

vang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 394

Bupati berwenang membatalkan penanjian Tukar Menukar

secara sepihuk dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST)

tidak ditandatangani sampal dengan  batas waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 ayat (3) dan ayat (4).

(1)

Bagian Kelima
Hibah
Paragral Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 395
Hibah barang milik daerah dilakukan dengan

pertimbuangan untuk kepentingan:



(<]
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B, sosial;

b. budava;

C. Keapamaan;
d. kemunusiaan;

e. pendidikan yang bersifat non komersial;

[. penvelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan
dacrah.
Penyelenggaraan pemeriniahan pusat /daerah

sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf f adalah
termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan
antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga
internssional, dan  pelaksanaan  kegiatan  yang
menunjaung  penvelenggaraan  tugas dan  [ungsi

pemerintah pusat atau pemerintah daecrah.

Pasgal 396
Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila
memenuhl persyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang vang menguasail hajat
hidup orang banyak; atau
c. tidak dipunakan lapi dalam penveléenggaraan Lugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Segala biava vang tumbul dalam proses pelaksanaan
hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penérnima
hibah

Pasal 397
Barang milik dacrah yang dihibahkan wapb digunakan
sebagainana ketentuan yvang ditetapkan dalam naskah
hibah.
Hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 398
Pithak vang dapat menerima hibah adalah:



[2)

(1)

[2)

a, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,
lembaga kemanusiaan, atesu lembaga pendidikan
vanyg bersifat non komersial berdasarkan akta
perilirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
pernvataan  tertulis dari  instansi  teknis  vang
kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah
sebugal lembaga dimaksud,

b. pemerintah pusat;

¢. pemerintah daerah lainnya;

d. pemerintah desa;

e. perorangan atau masyarakat vang terkena bencana
alam dengan  kriteria masvarakat berpenghasilan
rendah (MBER] scsUal ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembenan hibah kepada pemenntah desa sebagaimana

dimaksud pada avat (1) hurufl d dilakukan dalam hal;

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa
dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;

b. Barang milik desa vang telah diambil dar desa, oleh
pemernntah  daerah  kabupaten/kota dikembalikan
kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk

fasilitas umum.

Pasal 399
Hibiah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepuda Bupati;
b, tananh dan/atau  banpunan yang berada pada
Penpruna Barang, dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.
Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yvang dari awal

pengachiinnya direncanakan untuk dihibahkan sesuai
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yvang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA].

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
vang dar awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan

k. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yvang lebih optimal apabila dihibahkan.

Penetapan barang milik deerah vang akan dihibahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Bupart:.

Paragral Kedua

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 400

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang dilakulkan berdasarkan:

.

(1)

(<]

(2

inisiatil Bupat; atau
permabyman dari pithak yang dapat menerima Hibah
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 399,

Pasal 401
Pelaksanaan hibah barang milik dacerah pada Pengelola
Barang yvang didasarkan pada isiatif Bupati
sebaganimana dimaksud Pasal dalam 401 huruf a, diawali

dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan

penelitian.
Penelitinn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penclitian data administranf; dan

b. penchitian fisik.

penelitan data administratif sebagaimana dimaksud

pada aval (2) hurul a dilakukan untuk meneliti:

a.status  dan  buktl  kepemilikan, gambar situasi
termusuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode

register, nama barang, nilai perolehan, dan
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peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b.tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data barang
rmilik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama
barang, nilai peralehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan; dan

d.dats calon penerima hibah.

Dalam melakukan penchlittan terhadap data calon

peneruna hibah sebagaimana dimaksud pada avat (3)

huaruf o, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi

vang berwenang dan berkompeten mengenal kesesuailan
data calon penerima hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)

hurui b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik

barang nmilik daerah yang akan dilibahkan dengan data

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayvat (3],

ayal |4 dan avat (5) dituangkan dalam berita acara

penelitinn

Tim meavampaikan berita acara hasil peneliian kepada

Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi

objek hibah.

Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian

sehagiimana dimaksud pada ayat (7] Hibah dapat

dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta
sural pernvataan kesediaan menerima hibah kepada

calon penerima hibah.

Pasal 402
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
hibah kcpada Bupat.
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Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
Hibah kepada DPRD.,

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupat

schagaimana dimaksud avat pada (1) atau disetujui oleh

DPRD secbagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

menetapkan  keputusan  pelaksanaan  hibah, vang

sckurang-kurangnyva memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang vang
dapat dilakukan penyvusutan, untuk tanah dan/atau
bangunan;

d. nilal perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah
dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Pasal 403
Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 403 ayat (3), Bupati dan pihak
penerima hibah menandatangam naskah hibah.
Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memuat sekurang-kurangnya:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
¢. tujuan dan peruntukan hibah;
. hak dan kewajiban para pihalk;
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pthak penerima hibah; dan

{. penvelesaian perselisihan.
Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada
avat (2). Pengelola Barang melakukan serah terima
barang milik daerah kepada penerima hibah yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima [BAST).
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Berdasarkan Berita Acara Serah Terima [BAST)
schagaimana dimaksud pada avat (3), Pengelola Barang
menga)ikan usulan penghapusan barang milik daerah
yvang telah dihibahkan.

Pasal 404
Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola
barang vang didasarkan pada permohonan dan pihak
vang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud
Pasal 401 huraf b, diawali dengan penvampalan
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati,
Permobonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ERETTiLLA
a. data pemohon;
b. alasan permohonan,
c. peruntukan hibah;
d. jeris/ spesifikasi/nama  barang milik daerah vang
dimohonkan untuk dihibahkan;
e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di
mohonkan untuk dihibahkan;

e -

lokasi/data teknis: dan

g. suru! pernvataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 4035

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 405 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk
melakukan penehtian,

Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan secrah
terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada
mnisiatil Bupatt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402
sampal Jdengan Pasal 404 berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara peneliian sampai dengan
pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang
didasarkon  pada  permcheonan pihak  pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405,

Apabila permohonan  hibah tdak disetujui, Bupat
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melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak
vang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan

alasannva.

Paragral ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang

Pasal 406

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna

Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada

OPD cleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penclitian fisik.

Penelitian data administratif sebapaimana dimaksud

pada ayut (2) hurul a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepermilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik dasrah herupa
tanal;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku. dan status kepemilikean untuk data barang
milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukt
kepemilikan, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk
dats barang milik daerah berupa selain tanah
dan / atau banpunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

Penelitian  fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik

barang milik daerah vang akan dihibahkan dengan data

adminisiranf sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
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ayvat (4| dituangkan dalam berita acara peneliian dan
selanjutnyva disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada avat (3], Pengguna Barang mengajukan
permohonan  hibah kepada Pengelola Barang  vang
IMemLt;

a. data calon penerima hibah;

b. alasan untuk menghibahkan;
¢. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
d. peruntukan hibah;

e. tahun perolehan;

f. status dan bukti kepemilikan;
g. nilai perolehan;
h. jenis/ spesifikasi barang milik daecrah  vang

dimohonkan untuk dilibahkan; dan
L lokas
(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada avat (6) disertal dengan surat pernyataan Kesediaan

menerima hibah.

Pasal 407
Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan
dihibahkarn vang berada pada Pengelola Barang schagaimana
dimaksud dalam Pasal 402 berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara penelitian atas permohonan vang diajukan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 407.

Pasal 408

{1} Pengelols Barang mengajukan permohonan persetujuan
hibah kepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
hibah kepada DPRD.

{3} Apabils permchonan Hibah disetujui oleh  Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] atau disetupn
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DPRD se¢bagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
menctapkan  pelaksanaan  hibah, vyang sekurang-
kurangnva memuat:

a. penerima hibah;

b. olyek hibah;

¢. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yvang
dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau
bangunan,

d. nila: perolehan dan nilai bukua terhadap barang vang
dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah
dan /alau bangunan; dan

¢, peruntukan hibah,

Apahils permohonan Hibah tidak disetujui, Bupatimelalui

Pengeloln Barang menerbitkan surat penolakan kepada

Pengguna Barang vang mengajukan permochonan disertal

dengan alasannya.

Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana

dimaksud pada avat {3), Pengelola Barang dan pihak

penerima hibah menandatangani naskah hibah.

Naskali hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

memunl sekurang-Kurangnya:

a. identitas para pihak:

b, jenis dan nilai barang vang dilakukan hibah;

¢. tujusn dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
kepada pihak penerima hibah; dan

[, penvelesaian perselisihan,

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2], Pengelola Barang melakukan serah terima

barang milik daecrah kepada penecrima hibah wvang
dituanukan dalam Berita Acara Serah Terima (BAET).

Berdasurkan Berita Acara Serah Tenima (BAST)

sebagaimana dimaksud pada ayat [7), Pengguna Barang

mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah

yvang telah dihibahkan,



Pasal 409

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berapa tanah

dan/arau bungunan dan selain tanah dan/atau bangunan

vang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 400 avat (2) dan ayvat (3)

huruf a men@kuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(<)

Bagian Keé¢nam

Penvertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 410

Penveriaan modal pemerintah daerah atas barang milik

daerah dilakukan dalam rangka pendirian,

pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha

Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang

dimiliki Negara sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penverizan modal pemerintah  daerah sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan pertimbangan

schagal berikuat:

a. Barang milik daerah vang dan awal pengadaannya
sesliei dokumen penganggaran diperuntukkan bagi
Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya vang dimiliki Negara dalam rangka
penLgasan pemerintah; atau

b. Barung milik daerah lebih optimal apabila dikelola
oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnyva vang dimiliki Negara baik vang sudah
ada maupun yang akan dibentuk,

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2] yang telah disertakan dalam penyertaan modal

pemerintah  daerah kepada Badan Usaha Milik
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Negara, Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
MNegara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti
Ketentian peraturan perundang-undangan.

Pasal 411
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah dapat berupa:
a.tannh danfatau bangunan vang telah disérahkan
Bupmti;
b.tanoh dan/atau bangunan pada Pengeguna Barang;
atau
¢. selzin tanah danfatau bangunan.
Penyerican modal pemenntah daerah atas barang milik
daerali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persctujuan Bupah, sesual batas kewenangannya.

Pasal 412

Penetapon barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
212 ayvar (1) hurul a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas
kKewenanzannya.
Tanal dan/atau bangunan vang berada pada Pengguna
Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1)
huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang
sejak  awal pengadaannya  direncanakan untuk
disertikin sebagai modal pemerintah daerah sesual yang
tercantum  dalam  dokumen penganggaran, yaitu
Dokumen Pelaksanaan Angparan (DPA).
Barang milik dacrah selain tanah dan/atau bangunan
vang berada pada Pengguna Barang scbagaimana
dimaksuil dalam Pasal 412 ayat (1) huruf ¢ antara lain
melipuli
a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

vang dari awal pengadaannya untuk disertakan

sebioeal modal pemerintah daerah;



b, barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
vang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal
pernerintan daerah,

Pasal 413
Penyertaan meodal pemenntah daerah  dilaksanakan
berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenal penyertaan

modal sesunl ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang
Pasal 414
{1} Pengelols  Barang melaksanakan penilaian  dengan
menugaskan:

ga. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326,
untuk tanah dan/atau  bangunan ‘veng akan
dijaclikan objek penyertaan modal;

b. Tim vyang ditetapkan oleh Bupatu dan dapat
melibatkan Penilai sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 327, untuk selain tanah dan/atau bangunan
vany ankan djadikan objek penyertaan modal,

(2} Pengeloln Barang menyampaikan hasil penilaian kepada

Bupati

[3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian
terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan
scsuial ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranyva: tahun perelehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, dan nilai
periiehan ataw nilai bulkog;

¢. kescsualan tujuan  penyertaan modal pemerintah
dacrah, sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 411.

i4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penernima
penvertaan modal pemerintah daerah dan/atau OPD

terkait. vung dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
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Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud
pada avat {4), penyertaan modal pemerintah daerah layak
dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal
pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan
kesediaan menenima penyertaan modal pemerintah
daerah vang berasal dari barang milik daerah.

Tim menvampaikan dokumen hasil kajian sebapaimana
dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan
menerima  penyertaan modal pemerintah daerah

sebagsimana dimaksud pada avat (5] kepada Bupati,

Pasal 415
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penvertaan modal pemerintah dasrah kepada Bupati.
Dalam  hal  penvertasan modal  pemerintah  daerah
memeriukan persetuyjuan DPRD, Bupatiterlebih dahula
mengajukan permohonan persctujuan kepada DPRD.
Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupat
sebagaunana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui
oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
melalur Pengelola Barang memberitahukan pada calon
penerima penyertaan modal disertal dengan alasan.
Apabila  permohonan penyertaan maodal pemerintah
daerah utas barang milik daerah disetujui oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh
DPRD scbhbagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bupat
menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang
akan disertakan sebagai penvertaan modal.
Pengelol:i Barang menyiapkan rancangan Peraturan
Dacrab tentang penvertaan modal pemerintah daerah
dengan melibatkan OPD terkait.
Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal
pemeriniah daerah sebagaimana dimaksud pada avat (5)
disampaikan kepada DPRED untuk  dilakukan
pembahasan  bersama dan  selanjutnva ditetapkan

sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.



Pasal 416

{1} Berdasarkan Peraturan Dacrah tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daecrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 416 avat (6], Pengelola Barang melaksanakan
penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada
keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
416 ayat (4).

{2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati
sehagmmana dimaksud pada avat (1), Pengelola Barang
melakukan sérah terima dengan penerima Penvertaan
Modal Pemerintah Daerah vang dituangkan dalam Berita
Acara Scrah Terima (BAST).

Pasal 417
Berdasarkan  Berita Acara Serah Terima scbapaimana
dimaksud dalam Pasal 417 ayat (2], Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang

telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
Pasal 418
(1} Penyeriaan modal pemerintah daerah yang dari awal
pengaduannya direncanakan untuk dijadikan sebagai
penvertaan modal pemerintalh daerah, maka Pengguna
Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul

kepada Bupati disertai perimbangan dan kelengkapan

data berupa:
g, date administratf, antara lain:
1. dokumen ANEEATAT dan/atau dokumen
perencanaannya;
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
3. keputusan penelapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenal

penvertaan modal sesual  ketentuan peraturan
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perundang-undangan.

Penveriaan modal pemerintah daerah yvang diarahkan

untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan

usul oleh Pengpuna Barang melalui Pengelola Barang
kepads Bupati disertal pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:

a. data administratif, antara lain tashun perolehan,
spesilikasi fidentitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, Kode register, nama barang, dan nilai
peralehan atau nilai buku;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai
penvertaan  modal  sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Tata cars penyertaan modal pemerintah daerah mengenai

penilainn sampai dengan serah terima barang vang

disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah
vang berada pada Pengelola Barang  sebagaimana

dimaks=ud dalam Pasal 415 sampai dengan Pasal 417

berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan

serah |erima barang vang akan disertakan sebagai
penyertaan modal pemenntah daerah yvang berada pada

pengguna barang.

Pasal 419

Berdasarkan Benta Acara Secrah Ternima [(BAST) Pengguna
Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik

daerah vang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah

dasrah,

BAB Xl
PEMUSNAHAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 420

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a.

tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
danfatau tidak dapat dipindahtangankan; atau
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terdapul alasan lain sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 421
Pemusnshan dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang
milik dacrah pada Pengguna Barang.
Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendaat persetgjuan Bupati, untuk barang milik daerah
pada Pengclola Barang.
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan
dilaporkin kepada Bupati.

Pagal 422

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

d.

b
C
d

2

(1]

(2]

(3

dibakar;

dihancurkan;

ditimbiiig

ditengegelamkan; atau

cara lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangsn.

Bagilan Kedua
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

Pasal 423

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah
dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Bupat.
Permohunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling
sedikit memuat:
a. perhunbangan dan alasan pemusnahan; dan
b. data  barang milik daerah vang diusulkan

pemusnahan,
Data barang milik daerah scbagaimena dimaksud pada

avat (2] huruf b antara lain meliputi:
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a. kode barang;

b. kode register;

c, nam: barang;

d. tahun perolehan,

e. spesiiikasi barang;

f. kondisi barang;

g. jumlah barang;

h. bukti kepemilikan untuk barang milik dacrah yang

narus dilengkapi dengan bukt kepemilikan;
1. mnilai perolchan; dan
J- milar buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan.
{4) Pengajuan permochonan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] thiengkapi dokumen pendukung berupa:
Aa. sural  pernyvataan dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang vang sekurang-kurangnya memuat:
1. ulentitas  Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang; dan
2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat
thgunakan, tidalk dapat dimanfaatkan, dan/atau
tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
Lndangan.
b. fotokopl buktl kepemilikan, untuk barang milik daerah
yvang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah
yvange harus dilengkap dengan kartu identitas barang,
dan

d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan,

Pasal 424
(1} Pengeluli Barang melakukan penelidan terhadap
permobonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud
dalam Masal 424,
(2) Penelitinn sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:
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a. penclitian  kelayakan pertimbangan dan  alasan
permohonan pemusnahan barang milik daerah;

b. penclitian data administratif; dan

¢. penclitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayvat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:

a. kode barang;

b, kodc register;

€. namui barang;

d. tahun perolehan;

e. spesifikasi barang;

f. kondisi barang;

g. jumlnuh barang;

h. bukli RKepemilikan untuk barang milik daerah yang

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

i, nilai perolehan; dan/atau

j. ailar buku, untuk barang milik daerah vang dapat

dilankukan penvusutan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
hurut ¢ dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang
milik daerah vang akan dimusnahkan dengan data
adminisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengelola  Barang menyampatkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada avat [2) kepada Bupati
sebagai bahan pertimbangan peéersenyuan pemusnahan

barang milik daerah.

Pasal 425
Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah
tidak  disetujui, Bupati memberitahukan kepada
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang vyang
mengajukan permohonan disertal dengan alasan.
Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah
disetujul, Bupati menerbitkan surat persetujuan

permusiiahan barang milik daerah.
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Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah

sebagannana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

MEemt |

a. data barang milik daerah vang diserujui untuk
dimusnahkan, yang sckurang-kurangnya meliputi
kode barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, ijumlah
barung, nila perolehan, dan nilar buku untuk barang
milik daerah yvang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewsjiban Pengeguna Barang untuk melaporkan

pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 426
Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik
daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (2),
Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik
daerah.
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditvangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan surat persetuyjuan pemusnahan barang mihk
daerah uleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
426 aval (4).
Berdasurkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 427
Pengajuan  permohonan  pemusnahan  barang  milik
daerah dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.
Muatan materi surat permoheonan pemusnahan pada
Pengguna  Barang  serta  kelengkapan  dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424

ayat (2], ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis
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terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan
dan scria kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola
Barang

Pasal 428

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

428,

Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan

barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana

chimaksud dalam Pasal 425 avat (2], avat (3}, dan avat (4}

berlaku muratis mutandis terhadap tata cara penelitian

terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah
pada Pengelola Barang,.

Apabils permohonan pemusnahan barang milik daerah

tidak disetujul, Bupati memberitahukan kepada Pengelola

Barang disertal dengan alasan,

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah

disetujui, Bupati menerbitkan suratl  persetujuan

pemusnahan barang milik daerah.

Surat persefujuan pemusnahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada avat (4) paling sedikit

memuat;

a. data barang milik daerah yang disetuyyu untuk
dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi
kode barang, kode register, nama barang, tahun
perolchan, spesifikast barang, kondist barang, jumlah
barang, nilai perolehan, dan milai buku untuk barang
milik daerah vang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pclaksanaan permusnahan kepada Bupati,

Pasal 429

Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik

dacrah schagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (4),

Pengeloln Barang melakukan pemusnahan barang milik

daerah
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Pelaks:anaan pemusnahan sebapaimana dimaksud pada
ayat (1| dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan pemusnahan barang mililk daerah dari
Bupati,

Herdasorkan benta acara pemusnahan sebagaimana
dimaksul pada ayat (2], Pengelola Barang mengajukan

usulan penghapusan barang milik dacrah.

BAB XII
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 430

Penghapusan barang milik daerah meliput:

.

b.

|1)

(2]

1-3)

penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna;

penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 431
Pernighapusan dar Daftar Barang Penggpuna dan/atau
Daftar Harang Kuasa Pengpuna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang
milik dacrah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang,
Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana
dimalks=ud dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal
barang milik daecrah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Barang,
Penghapusan dari Daftar Barang Milikk Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 hurul ¢
dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat [2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
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b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;
d. pemusnahan; atau

e. sebalb lain.

Pasal 432
Barang milik dacrah sudah tidak berada dalam
penguasaan  Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan fateu Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
penverahan barang milik daerah;
pengalihan status penggunaan barang milik dacrah;
pemindahtanganan atas barang milik;

a p g B

putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;,

e. menjalankan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

[. pemusnahan; atau

g. sebab lain.

Sebab luin sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf g

merupakan sebab-sebah vang Secara normal

diperiimbangkan wajar menjadi penycbab penghapusan,

sepert:,  hilang karena kecurian, terbakar, susut,

menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagal

akibat an keadaan kahar (force majeure).

Pasal 433
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433
avat (|| untuk barang milik daerah pada Pengguna
Barang dilakukan dengan menerbitkan eputusan
penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupat.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433
aval (/| untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapusan oleh Bupati.
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Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan

penghapusan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah untuk barang milik daerah yvang dihapuskan

karena:

a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;

b. pemindahtanganan; atau

C. pemusnahan.

Bupat: dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan

barang milk daerah berupa barang persediaan kepada

Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna

dan/atau Daltar Barang Kuasa Pengguna.

Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah

sebagainana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)

dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaks:naan Penghapusan Barang Milik Daeral

Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 434
Penghsapusan karena penyerahan barang milik daerah
kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433
avat (1] hurul a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengpuna Barang.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sewelah Pengelola Barang menerbitkan
kepulusan penghapusan barang milik daerah.
Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 1 [satu] bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang
sejak tunggal Berita Acara Serah Tenma (BAST)
penyerahan kepada Bupati.
Pengguna  Barang melaporkan penghapusan barang
milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati, dengan melampirkan:

a. kepuilusan penghapusan; dan
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b. Berita Acara Serah Terima (BAST] penyerahan kepada
Bugpuir,

Berdasarkan kepumusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3], Pengelola Barang melakukan

penyesualan pencatatan barang milik daerah pada daftar

barang milik daerah.

Pasal 435

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penverahan
barang milik daerah kepada Bupati harus dicantumkan
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengpuna Barang,

Perubahan Daftar Barang Mihk Daerah sebagai akibat
dari penverahan barang milik daerah dari Pengguna
Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan

semesioran dan laporan tahunan.

Pazal 436
Penghapusan karena pengalihan status penggunaan
barang milik daerah kepada Pengpuna Barang lain
sebaganimana dimaksud dalam Pasal 433 avat (1) hurul b
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan  setelah Pengelola  Barang  menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah.
Keputusan  penghapusan barang milik daerah
sebagnimana dimaksud pada ayat (2] paling lama 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
Berita Acara Secrah Terima (BAST) pengalihan status
penggunaan barang milik daerah,
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupat dengan melampirkan:
a, kepulusan penghapusan; dan
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b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status
pengeunaan barang milik daerah.

Berdasurkan keputusan penghapusan scbagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan

penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar

barang mtlik daerah.

Pasal 437
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barane Kuasa Pengguna sebagai akibat dan pengalihan
status  penggunaan  barang mlik daerah harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan Pengguna Baranpg dan/atau Kuasa Pengguna

Barang.
Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dan
pengalilion status  penggunaan barang milik daerah

harus dicantumkan dalam laporan barang milik daecrah

semesieran dan laporan tahunan,

Pasal 438

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433
ayat {1} huruf ¢ dilakukan olch Pengguna Barang/Kuasa
Pengruna Barang
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah,
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 1 [satu] bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang
sejak tiinggal Berita Acara Serah Ternima (BAST).
keputusan penghapusan barang milik daerah karena
pemindahtanganan  atas barang  milik  daerah
disam paikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST),

daliun  hal  pemindahtanganan dilakukan dalam

bentuk penjualan secara lelang;
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b. Berita Acara Serah Terima ([BAST), dalam hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
penjualan tanpa lelanp, tukar menukar, dan
penvertaan modal pemerintah daerah; dan

¢. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam
hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
hibah.

Penggpuna Barang menyampaikan laporan penghapusan

sebagaimana dimaksud pada avat (4) kepada Bupati

dengan melampirkan:

a. Reputusan Penghapusan; dan

b, Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan
Naskah Hibah.

Berdasarkan  keputusan  penghapusan  sebagaimana

dimaksud pada ayvat [3), Pengelola Barang menghapus

barang milik daerah dar Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 439

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa  Pengguna  sebagar akibat dan
penghapusan karena pemindahtanganan harus
dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan
barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan
Pengeuns Barang danj/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubalhian Daftar Barang Milik Daerah sebagai alabat
dan penghapusan karena pemindahtanganan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan.

Pasal 440
Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 433 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Pengpuna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Pengguna Barang mengajukan permochonan

penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola
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Barang vang sedikitnva memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimchonkan untuk
dihapuskan, diantaranva meliputi tahun perolehan,
kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolechan.

Permohonan  penghapusan  barang milik daerah
schagaimana dimaksud pada avat (2] sckurang-
kurangnva dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopt putusan pengadilan vang telah
dilegalizsasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopl dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Pengvlola Barang melakukan penelitian terhadap
permohonan  penghapusan barang milk daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
meliputi:

a. penclitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait
barang milik daerah scbagal objek putusan
pengadilan yvang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penclitian lapangan (on site visit), nka diperlukan.

Penelitan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
[3)] hurufl ¢ dilakukan untuk memastikan kesesuaian
antara barang milik daerah vang menjadi objek putusan
pengadilan dengan barang milik daerah yvang menjadi
objek permohonan penghapusan,

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada avat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Bupat.

Pasal 441
Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
schapgaimana dimaksud dalam Pasal 441 ayat (2) tidak
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disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang
memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan

alasan.

Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

Sural persetujuan penghapusan barang milik dacrah
sebagainana dimaksud pada avat (2] memuat data
barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi:

a. kode barang;

b. kode register;

C. Nanii barang;

d. tahun perclehan;

e. spesifikasifidentitas telinis;
f. kondisi barang;

g. jumlih;

h. nilai perolehan;

nilai buku untuk barang milik daerah yvang dapat

=a
v

dilakukan penvusutan; dan

j- kewiyiban  Pengguna Barang untuk melaporkan

pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melahw
Pengelola Barang.

Pasal 442

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Hasal 422 avat (2}, Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang.

Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat |!] memjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa
Pengguia Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang kuasa Pengguna.

Keputusan  penghapusan  barang milik  daerah
sebaganmana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu)
bulan (hterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
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persetujuan penghapusan barang milik daerah dari
Bupat:

Pengeguna Barang melaporkan penghapusan kepada
Bupat! dengan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.

Berdasarkan Keputusan penghapusan scebapaimana
dimaksuad pada Avat (3], Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Dafltar Barang
Milik Daerah.

Pasal 443

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Pasal
442 dan Pasal 443 hanya dilakukan karena adanya putusan

pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

(1)

(2]

(1]

(2)

Pasal 444

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengpuna sebagai akibat darn putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap hoarus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari putusan pengadilan wvang telah memperoleh
kekuatnn hukum tetap harus dicantumkan dalam

lapor:an semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 445

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4313 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan
permohonan penghapusan barang milik daerah olch
Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

Permuolionan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit memuat;

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
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b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dibwipuskan, vang sckurang-kurangnya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
harang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan /atau nilai perolehan.

Pengelols Barang melakukan penelitian terhadap

permoboman penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3], Pengelola Barang mengajukan permohonan

persetu|uan kepada Bupati,

Pasal 446

Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 446 avat (4], Bupati menerbitkan

sural persetujuan penghapusan.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memual:

# data barang milik daerah yang disetujui untuk
dihipuskan, wyang sckurang-kurangnyva meliputs
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kKondisi,
jumlih, nilal buku, dan/atau nilail perolehan; dan

b. kew:ijiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati,

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (l}, Pengguna Barang melakukan

penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna

Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan

berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

Keputusan  penghapusan  barang milik daerah

sebapaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling

lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal

persetiuan Bupati.
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Pasal 447
Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang
milik daerah  kepada Bupati, dengan melampirkan
keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola
Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 447 ayat (4).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 447 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dan Daltar Barang

Milik Daerah,

Pasal 448

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna  sebagai  akibat  dari
melaksainakan ketentuan peraturan  perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Dacrah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan.

FPasal 449
Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 433 ayat (1) huruf [ dilakukan oleh Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan  barang milik  daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan setelah Pengelola
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.
Keputusan  penghapusan barang milik daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
berita acara pemusnahan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
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disampaikan kepada Bupati dengan  melampirkan
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
avalt |Z!) dan berita acara pemusnahan scbagaimana
dimaksud pada ayvat {3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat 3], Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 450

Perubalian Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barany Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan
harus dwantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna
barang.

Perubabian Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan

semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 451
Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 433 ayat (1) huruf g dilakukan oleh
Penggun:s Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Pengpuna Barang mengajukan permohonan
penghapusan barang milik daerah kepada Bupatimelalus
Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
a. pertinbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihspuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan,
kode barang, kode register, nama barang, jenis,
wlentitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perulehan.
Permohonan  penghapusan  barang milik  daerah
sebagnimana dimaksud pada avat (2) dapat diajukan
karena ulasan:

a, hilang karena kecurian:
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b, terbakar, susur, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
c. keadaan kahar {force majeure).

Pasal 452
Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud
dalam Hasal 452 ayal (3) huruf a harus dilengkapi:
a. sural keterangan dari Kepalisian; dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang vang sekurang-kurangnyva memuat:

1. entitas Pengeuna Barang/Kuasa Pengguna
Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran
permohonan dan barang milik daerah tersebut
hilang karena kecunian  serta  tudak dapat
diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan
bukti bahwa penghapusan barang milik daerah
dimaksud diakibatkan adanya unsur Kelalaian
danfatau  kesengajaan  darn Pejabat  vang
menggunakan/ penanggung jJawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada VAarnE
bersanpkutan akan dikenakan sanksi sesuaal
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati untuk hewan /ikan/ tanaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 452 avat (3) hurul b harus
dilengkapi:
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barung mengenai kebenaran permohonan yang

diajukan,



c. pernyvittaan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barung bahwa barang milik dacrah telah terbakar,
susit, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/ tanaman; dan

d. surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada huruf ¢
dilampiri hasil laporan pemeriksaan / penelitian.

[3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan kecadaan kahar (force majeurel scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 452 ayat (3] huruf ¢ harus
dilengkapi:

a. suri! keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure);
Alau

2, mengenal kondisi barang terkini karena keadaan
kihar (force majeure), dan

b. pernvataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadoan  kahar  |force majeurel dari Pengguna
Barung/Kuasa Pengeuna Barang.

Pasal 433
(1} Pengeloin Barang melakukan penelitan  terhadap
permohonan penghapusan barang milik daerah dan

Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal

d5d avat [k

(2} Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. penelittian  kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode
barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,
spestikastfidentitas barang milik daerah, penetapan
stalus penggunaan, buku kepemilikan untuk barang
milik daerah yang harus dilengkapi dengan bulkti
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
dan

c. penclitian  fistk. untuk permohonan penghapusan
karcna alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
452 avat (3) hurul b dan huruf ¢ jika diperlukan.
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Berdasarkan hasil penelittan sebagaimana dimaksud
pada avan (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang
milik daerah karena sebab lain.

Pasal 454
Apabila permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 452 ayat (3} tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kKepada Pengguna Barang
melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
Apabila permohonan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 452 ayat (3) diserujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang
mihk daerah.
Surat persetujuan penghapusan barang milik dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data
barang nuhk dacrah yang disctuyju untuk dihapuskan,
yang sckurang-kurangnya meliputi:

a. kode barang;

=2

kode register;
rani barang;
tahun perolehan;

spesitikasi/identitas teknis;

B

Konlisi barang ;

Jjumlaky;

= | =~

. milal perolehan;

nilar buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan; dan

J. kewnnban  Pengguna Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati,
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada avat |3), Pengelola Barang menetapkan keputusan
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak ranggal
PETSCTL L,
Pengpuna Barang melakukan penghapusan barang milik

daecrah dari Dafltar Barang Pengguna dan/atau Daftar
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Barang kKuasa Pengguna berdasarkan Keputusan

Fenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 455
Pengguna Barang menyvampatkan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan  barang milik daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 455 ayat (4).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 455 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dar Daftar Barang
Milik Duaerah,
Perubahan Daltar Barang Penpguna dan/atau Daftar
Barang huasa Pengguna sebagal akibat dar scbab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Dacrah sebagai akibat
dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan

semesleran dan laporan tahunan.

Bagian ketiga
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 456
Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 433 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola

Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukun setelah Bupati menerbitkan  keputusan
penghapusan barang milik daerah,

Keputusan  penghapusan  barang milik  daerah
sebagaimana dimaksud avat (2] paling lambat 1 [satu)

bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara
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Serah Terima [BAST) penyerahan kepada Pengguna
Barang.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan  keputusan
penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
penyverahian kepada Pengpuna Barang sebagaiamana
dimaksud pada avat (3).

Berdasarkan  keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3), Pengelola Barang melakukan
penyesualan  pencatatan barang milik daerah pada

Daftar HBarang Milik Daerah.

Pasal 457

Perubiihan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
penyerihan  barang milik daerah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibal
darn penyverahan barang milik daecrah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan.

Pasal 458
Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang
milik daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 433 ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh
Pengelula Barang.
Penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sectelah  Bupati  menerbitkan xeputusan
penghapusan barang milik daerah.
Keputusan  penghapusan  barang milik  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat |
(satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tangpgal Berita
Acara Herah Terima [BAST).
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
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penghapusan vang disertai dengan!

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST),
apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
pernjualan secara lelang;

b. Beritn  Acara  Serah  Terima  (BAST), apabila
penundahtanganan  dilakukan dalam  bentuk
pernjualan  tanpa lelang, tukar menukar dan
penvertaan modal pemerintah daerah; dan

. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah,
apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
hibah,

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimalksud pada ayvat [3), Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 439

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
pemincdahtanganan  barang milik  daerah  harus
dicaniumkan dalam laporan barang semesteran dan
tahunan Pengelola Barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
darn pemindahtanganan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang milik daerah

semesteran dan tahunan.

Pasal 460

Penghapusan karena adanyva putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 433 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Pengelola Barang.

Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan
kepada Bupati yvang sekurang-kurangnya memuat:

a. perumbangan dan alasan penghapusan; dan
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b. data barang milik daerah vang dimochonkasn untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnyva meliputi tahun
pervlehan, Kode barang, kode register, nama barang,
jenis, wentitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
mili perolehan,

Permohonan  penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sekurang-

kurangnva dilenghkapt dengan:

a. salinun/fotokopt putusan pengadilan vang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Bupan melakukan penelitan terhadap permohonan

penghopusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

scbagaiinana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (4) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penclinan terhadap is1 putusan pengadilan terkait
bariung milik daerah sebagai objek putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnyva; dan

¢c. penelinan lapangan [on site wvistl), jika diperlukan,
gunag memastikan kesesuaian antara barang milik
dacrah yang menjadi objek putusan pengadilan
dengan barang milik daerah yang menjadi objek
permohonan penghapusan.

Dalam hal permohonan  penghapusan barang milik

daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada

Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik

daerah disetujut, Bupati menerbitkan surat persetyjuan

penghapusan barang milik daerah,

Surat persctujuan penghapusan barang milik daerah

sebagannana dimaksud pada ayat (7] sekurang-

kurangnya memuat:

a. data  barang milik daerah vang disetujui untuk
dihuipuskan, sckurang-kurengnya meliputi  kode
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barang, kode register, nama barang, tahun perolchan,
spestiikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah,
nlan buky, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewnjiban Pengelola Barang untuk melaporkan
peluksanaan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 461

{1} Berdas:irkan persetujuan Bupatl sebagaimana dimaksud
dalam P'asal 461 ayvat (7], Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang.

{2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang
sebagrimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang
melakukon penghapusan barang milik daerah dari Dafltar
Barang Pengelola.

{3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan
oleh Bupatu sebagaimana dimaksud pada avar (1) paling
lama | [satu) bulan sejak tanggal persetujuan,

{4} Pengeloln Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

{5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 462
Penghapusin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dan
Pasal 462 hanya dilakukan karena adanyva putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 463
(1} Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari
putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan
hukum  tetap  harus  dicantumkan  dalam  laporan

semesieran dan laperan tahunan pengelola barang.



(2]

(1)

(2]

(3]

{4

(1]

« 261 -

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari  puilusan  pengadilan  vang telah  memperoleh
kekuatnn hukum tetap harus dicantumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 464
Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) hurufl e diawali
dengan mengajukan permohonan penghapusan barang

milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikil memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
tahiun perolehan, kode barang, kKode register, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku
dan/atau nilai perolehan.

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

schagaimana dimaksud pada avat (1),

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi!

a. penelitian data dan dokumen barang mililk daerah;

b, penclitian terhadap peraturan perundang-undangan
terkait barang milik dasrah; dan

¢. peneiitian lapangan [(on site wmsif), jika diperlukan,
guna memastikan kesesuaian antara barang milik
dacrabh yang menjadi objek peraturan perundang-
undangan dengan barang milik dasrah yvang menjadi

objck permohenan penghapusan.

Pasal 465
Apabila Bupati menyetujul hasil penelitian sebagaimana
dirmaksud dala Pasal 465 ayat (4), Bupati menerbitkan

sural persctujuan penghapusan.
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Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) paling sedikit memuat:

a, dato barang millk daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, vang sekurang-kurangnyva meliputi kode
barang, kode register, nama barang,
spesiikasi/identitas  tekmis, kondisi, jumlah, nilai
buku, dan/atau nilai perolehan;

L. kewajiban  Pengelola Barang untuk  melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupat.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Pengelola Barang melakukan

penghapusan barang milik daerah darn Daftar Pengelola

Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati,

Keputusan penghapusan barang milik  daerah

sebagaimana dimaksud pada avat (3) diterhitkan oleh

Bupati paling lama 1 (satu) bulan scjak tanggal

PErseLuLiAan.

Pasal 466
Pengelola Barang menvampaikan laporan penghapusan
kepad: Bupau dengan melampirkan keputusan
penghapusan.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 466 ayat (4) Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Dacrah.

Pasal 467

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undarngin harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan.
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Pasal 4638
Penghapusan barang mihik daerah karena pemusnahan
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 433 ayat (1) huruf { dilakukan dengan ketentuan.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  oleh  Pengelola Barang setelah Bupatl
menerbitkan  keputusan penghapusan barang milik
daerah
Keéputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Bupati paling lambat | (satu) bulan sejak tanggal
berdasarkan berita acara pemusnahan.
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan scbagaimana dimaksud pada pada ayat (2)
dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayut (3).
Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3], Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Dafltar Barang Milik Daerah.

Pasal 469
Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dan
Pemusnahan harus dicantumkan dalam  laporan
semestcran dan laporan tahunan pengelola barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemusnahan  barang mililk  daerah harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunam.

Pasal 470
Penghapusan karena sebab lain scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 433 ayat (1) huruf g dilakukan oleh
Pengelola Barang.
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Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan

barang milik daerah kepada Bupati yvang paling sedikit

ITIETILIAL

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. datu barang milik dacrah vang dimohonkan untuk
dihopuskan, yang di antaranya meliputi kode barang,
kode register, nama barang, nomor register, tahun
perclehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang,
lokiisi, nilail buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohionan  penghapusan barang milik daerah

sebagnimana dimaksud pada avat (2] dapat diajukan

karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mat untuk hewan/ikan ftanaman; dan/atau

c. keadaan kahar (force majeure)].

Permohonan penghapusan barang mihk dacrah dengan

alasan hilang karena kecunan scbagaimana dimaksud

pada avat {3) huruf a harus dilengkapi:

a, Bural Keterangan dari Kepolisian!

b. Surat  Keterangan dari Pengelola Barang yang
sekurang-kurangnva memualt:

1. identitas Pengelola Barang;

2. pernvataan mengenal atas kebenaran permohonan
dan barang milik daerah tersebut hilang karena
kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan
bukti bahwa penghapusan barang milik daerah
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakan/ penanggung jawab barang milik
dacrah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan
dkan  dikenakan sanksi  sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.



{3)

)]

(7]

(2]

- 265 -

Permohunan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati  untuk  hewan/ikan/tanaman  scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. idenutas Pengelola Barang;

b. pernyataan dari  Pengelola Barang mengenai
kebenaran permohonan vang diajukan;

c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah,
terbukar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mat untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. sural pernyataan sebagaimana dimaksud pada hurul ¢
dilampin hasil laporan pemenksaan/ penelitian.

Permolwnan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ harus dilengkapi:

a. sural keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenar  terjadinya keadaan  kahar  (force
irictjenre); atau

2. mengenal kondisi barang terkini karena keadaan
kahar (force majeure); dan

b. pernvataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (force majeure).

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dan Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7] meliputs:

a. penclitian  kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonan penghapusan;

b, penciitian data admimstratif sedikitnya terhadap
tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik
daerah, penetapan status penggunaan, bukt
kepemihkan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapt dengan bukti kepemilikan, nilai bulku,

dan/atau nilai perolehan; dan
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¢. penchtian  fisik untuk permchonan penghapusan
karcna alasan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
hurul b dan hurut ¢ jika diperlukan.

Pasal 471
Apabila  permohonan  penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 ayat (3) tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang
diserta: dengan alasan.
Apabiln permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 ayat (3) disctujui, Bupat
meénerbitkan surat persetujuan penghapusan barang
milik daerah.
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sehagnimana dimaksud pada ayat (2) memuat data
barang milik daerah yvang disetgjui untuk dihapuskan,
yvang paling sedikit meliputi:
a. Kode barang;

b. kode register;

©. nama barang;

d. tahun perolehan;

e. spesifikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;

8- Jumlan;

h. milai perolehan;

-

nilai buku untuk barang milik daerah vang dapat
dilskukan penyusutan; dan

}3. kewapban  Pengelola Barang untuk melaporkan

peliuksanaan penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Bupatimenetapkan  keputusan
penghupusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
PeErseiujuan.

Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan
keputuisan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

AaYear |4
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Pasal 472

Pengelolu Barang menvampaikan laporan penghapusan
kepada  Bupati  denpan melampirkan  keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 472 ayat (4), Pengelola Barang
menghopuskan barang milhk daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari schab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 473

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatalan barang milik daerah vang berada di bawah
penguasaannya ke dalam  Daftar Barang Pengelola
menurul penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik
daerah  vang status penggunaannya berada pada
Pengpuns Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam
Daftar Barang Penpgguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna
menuril penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 474
Pengelula  Barang  menghimpun  daftar  barang
Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 474 ayat {2).
Pengelols Barang menyusun daftar barang milik daerah
berdasirkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar
barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada
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avat |} dan daftar barang Pengelola menurut
penggolongan dan kodefikast barang,

Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (2) termasuk barang milik daerah

yvang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 475

Pengeuna Barang melakukan inventarisasi barang milik
daecrah paling sedikit 1 {satu)] kali dalam 5 {lima} tahun.
Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengeriaan, inventarisasi dilakukan oleh  Pengguna
Barang sectiap tahun.
Pengguna  Barang menyampaikan laporan  hasil
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga)

bulan sciclah selesainyva Inventansasi.

FPasal 476

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik

dacrah berupa tanah dan/atau bangunan vang berada dalam

penguasaannyva paling sedikit 1 {satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

(1

2]

Baglan Ketiga

Pelaporan

Pasal 477
Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan
barang kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang
Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada
Pengouna Barang.
Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguing  Semesteran dan  Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan
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laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan,

(3} Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat || digunakan scbagal bahan untuk menyusun
neraca WPD  untuk disampaikan kepada Pengelola

barang

Pasal 478

(1} Pengelols Barang harus menyusun  laporan  barang
Pengeloln semesteran dan laporan barang Pengelola
tahunan.

(2) Pengelols Barang harus menghimpun laporan barang
Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat
(2) sertu laporan  barang Pengelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan
laporan barang milik daerah.

{3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada aval [2) digunakan sebagal bahan untuk menyusun

neraca pemerintah daerah

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 479
Bupati melukukan pembinaan pengelolaan barang milik
daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah.

Bagian kKedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 480
Pepawasan (un pengendalian pengelolaan barang milik daerah
dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertibam;

dan fatau
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Pengelola Barang melalui pemantanan dan investigasi.

Pasal 451
Pengguna Barang melakukan pemantauan dan
penertiban terhadap  penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan
pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam
PENguUaSAANTIYAE,
Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat [1}) untuk Unit Kerja OPD
dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang .
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat
merninla aparal pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
peneriibuin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2},

Pengguna Barang dan  Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada
avat 4 scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangn.

Pasal 482

Pengelol: Barang melakukan pemantauan dan investigasi
atas polaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka

penertiban pPengEuUnaan, pemanifaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah sesual dengan
ketentuun peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada
avat (l| dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang

dengan meminta aparal pengawasan intern pemerintah
untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,
pemaniiatan, dan  pemindahtanganan barang milik
daerah.

Hasil sudit  sebagaimana dimaksud pada awvat (2)

disampiikan  kepada Pengelola  Barang  untuk



~Zf]=

ditindakianjuti sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD
YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 483

i1) Barang mihk daerah wang digpunakan oleh Badan
Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah
vang Lilak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan
Badan Lavanan Umum Daerah vang bersanghkutan.

(2] Pengeloian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada  avat (1) mempedomani kelentuan peraturan
perundang-undangan mengenal pengelolaan  Barang
Milik [ierah, kecuali terhadap barang vang dikelola
dan farau dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelonggarakan keglatan pelavanan umum  sesual
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah
mempedomani ketentuan peraturan  perundang-

undangan mengenal Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 4584
Rumah negara merupakan barang milik daerah yang
diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sArana  pombinaan  serta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan tau pegawal negeri sipll pemerintah daerah yang

hersangkutan.

Pasal 485
(1) Bupul, menetapkan status penggunaan  golongan
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rumah negara.

Fumah negara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibag ke dalam 3 (tga) golongan, vaitu:
a. rumah negara golongan I;
b, rumah negara golongan II; dan
¢. rumah negara golongan 111,

Penciupan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada wvat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan
status penggunaan vang digjukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 486

Rumah negara golongan | sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 486 ayat (2) hurufl a, adalah rumah negara
dipergunakan bagi pemegang jabatan  tertentu  dan
karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di
rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas
selami  pejabal vang bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut.

Bumah negara golongan I sebagaimana dimaksud
dalam pasal 486 ayat (2) huruf b, adalah rumah negara
yang mempunyal hubungan yvang tidak dapat dipisahkan
dari suatu OPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh
pegaws: negeri sipil | pemenintabh  daerah  yang
bersangkutan,

Termasuk dalam rumah negara golongan Il adalah
rumah negara vang berada dalam satu kawasan dengan
OPD aituu Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama
pemeriniiah daerah,

Rumah negara golongan [l sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 486 ayat (2} huruf ¢, adalah rumah negara
vang lidak termasuk golongan | dan golongan [l yang
dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal 487
Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat
digunnxan sebagal tempat tinggal pejabat atau pegawai

negeri wipil pemerintah daerah vang bersangkutan yang
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memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).

Pengeuna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan
barang milik daerah berupa rumah negara Golongan |
dan rumah nepara golongan 11 dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengeuna Barang rumah negara golongan [ dan rumah
negara  golongan [ wanb menverahkan barang milik
daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan
kepada Bupati.

Pasal 488
Surat ljin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud
dalam Hasal 488 ayat (1) untuk rumah negara golongan |
chtandatangam Pengelola Barang.
Surat ljin Penghunian (SIP) scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 488 avat (1] untuk rumah negara golongan 1l
dan golongan I ditandatangani Pengguna Barang.

Pasal 489
Suami dan istri vang masing-masing berstatus pegawai
negeri sipll pemerintah daerah yang bersangkutan, hanva
dapat nicnghuni satu rumah negara.
Pengecualian terhadap  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibenkan apabila
suami «dun istri tersebut bertugas dan bertermnpat tinggal

di daeruh vang berlainan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 490
Baran: milik daerah berupa rumah negara dapat
dilakukun alih status penggunaan.
Alih stalus penggEunaan:
a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan
[ dan rumah negara golongan 1l;
b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang
runuih negara golongan [ll, untuk rumah negara
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polongan I vang akan dialihkan statusnya menjadi
runsih negara golongan l1; atau

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan [l
kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara
golongan  [II vang telah dikembalikan status
golongannya menjadi rumah negara golongan 11.

Perngalihan status penggunaan sebagaimana dirnaksud
pada avat (2] dilakukan setelah  terlebih dahulu
mendapathkan persetujuan dari Bupati.

Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada
avat |/ huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang
milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling
gsingkatr 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh
pemeriniah daerah atau sejak ditetapkan perubahan
fungsinyva sebagal rumah negara.

Usulan ahh status penggunaan sebagmmana dimaksud
pada ayvat (2] huruf b, harus disertai sckuang-kurangnya
dengan:

a. perseiujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan
Stalus golongan rumah negara darn rumah negara
golongan 1 menjadi rumah negara golongan 111;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari
Pengouna Barang rumah negara golongan 111

c. salinan keputusan penetapan status rumah negara
goleagan II;

d. salinan Surat lzin Penghunian (SIP) rumah negara
golongan II: dan

c. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan
sambar situasi,

Pengzuna Barang bertanggung jawab penuh atas
kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang
diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan
status penggunaan.

Prose- pengajuan dan pemberian persetujuan  alih
status penggunaan mengikutlh ketentuan mengenal alih

status penggunaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
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Pasal 491

Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih
fungsi hbarang milik daerah berupa rumah negara
golongun | dan rumah negara gelongan I, menjadi
bangunan kantor.

Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara
golongan 1 dan rumah negara golongan Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

Pasal 492

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah
Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik
daerah berupa rumah negara golongan II1.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada
penghuni yang sah.

Perjualan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagainmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mekanisme tidak secara lelang,

Penjualon barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan terhadap rumah negara yvang tidak dalam

keadaan sengketa.

Pasal 493

Penjualan rumah negara golongan 11 dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetu|uan dar Bupati.

Penjualan barang milik dacrah berupa rumah negara
golongan [T sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara
golongan 1L
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Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa
rumah negara golongan [T disetujui, maka Bupat
menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik
daerah berupa rumah negara golongan [II.

Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa
rumals negara golongan 1l fidak disetujui, maka Bupat
menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang
milik dacrah berupa rumah negara golongan I disertai

alasannva.

Pasal 494
Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa
rumalt negara golongan Il dilakukan oleh Pengguna
HBarang rumah negara golongan [I1 kepada Bupati, vang
sckurang-kurangnyva disertal dengan data dan dokumen:
a. sural pernyataan dari Pengguna Barang rumah
negara golongan IIl yvang menyatakan bahwa rumah
negara vang diusulkan untuk dijual tidak dalam
keadaan sengketa;
b. kepulusan penetapan status rumah negara golongan
111,

perseivjuan pengalihan  dan  penetapan  status

£

pengsunaan barang milik daerah;
d. Sural |jin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;
e. gambar/ledger, lokasi, tahun perclehan, luas tanah,
dan bangunan rumah negara golongan III; dan
f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah
negorn golongan [l dan Pengguna Barang rumah
negara golongan 11,
Pengguna Barang ramah negara golongan 1l bertanggung
jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 495
Rumah negara yvang dapat dialihkan haknya adalah

rumah negara golongan Il vang teleh berumur 10
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(sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan
sengketa.

Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada
avat |l|, diperhitungkan berdasarkan penetapan status
atau pengalihan status oleh Bupat.

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan
ayat (2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni
atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang,

Penghuni rumah negara golongan Il dapat mengajukan
permohonan pengalihan apabila vang bersangkutan telah
mempunyval masa kerja 10 [sepuluh] tahun atau lebih
sebagi pegawal negeri sipil pemerintah daerah yvang
bersangkutan,

Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat
Surat lzin Penghuman (SIP) untuk menghuni rumah
negara zolongan |, maka pengaliban hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanyva dapat diberikan kepada
salah =alu darl suami dan istri vang bersangkutan dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atnu tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan
perundong-undangan.

Pegawa: negernt sipil pemerintah  daerah vang telah
memperoleh rumah danfatau tanaeh dan pemenntah,
tidak dapat lagt mengajukan permohonan pengaliban hak
atas rumah negara golongan 111

Pengalillan hak rumah negara golongan I kepada

penghuninya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 496
Penghuni  rumah negara pgolongan 1l yang dapat
mengujukan  permohonan pengalihan  hak kepada
Pengguna Barang harus memenuh syarat-syarat sebagai
beriku
a. Pegawal negeri sipil pemerintah daerah yang

berssngkuatan:
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mempunyal masa kerja sekurang-kurangnya 10
|sepuluh) tahun;

memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) vang sah;
aan

belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas
rumah danfatau tfanah dari pemerintah
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
vang berlaku.

b. Pensiunan pegawal negeri sipil pemerintah daerah

yvang bersangkutan;

L.
2.

3.

menerima pensiun dari Negara;

memilikt Surat Izin Penghuman (SIP) vang sah;
dian

belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas
rumah  danfatau  tanah dari  pemerintah,
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
yvung berlaku.

c. Janda/duda pegawal negeri sipil pemerintah daerah

yvang bersanghkutan:

I

masih berhak menerima tunjangan pensiun dari

Negara, vang:

2] almarhum  suaminya/isterinya  sekurang-
kurangnya mempunyal masa kerja 10
(sepuluh) tehun; atau

h) masa kepa almarhum suaminva/isterinya
ditambah dengan jangka waktu se¢jak yvang
besangkutan menjadi janda/duda berjumlah
sekurang-kurangnya 10 [sepuluh) tahun;

memililki Surat lzin Penghunian ({5IF) vang sah;

clan

lwelum pernah membeli atau memperoleh [asilitas

rumah dan/atau tanah berdasarkan peraturan

perundang-undangan vang berlaku,

d. Janda/duda pahlawan, wyang suaminya/isterinya

dinyviatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku:
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1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari
Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;
dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas
rumah danfataun tanah dar  pemerintah
serdasarkan peraturan perundang-undangan,
e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari
Negara;
2. memiliki Surat lzin Penghunian (SIP) yang sah;
tan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas
rumah danfatau  tanah dan  pemenntah
berdasarkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku,
Apabila  penghuni rumah negara golongan I
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meninggal dunia,
maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas
rumah negara dimaksud dapat diajukan cleh anak sah
dari penghuni yang bersangkutan.
Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan/ penghuni vang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan
tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali
ke pemerintah daerah,
Atas permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah
negara golongan 111 Kepada Bupati.
Bupat: melalkukan penelitian dan pengksajian sebagai
bahan pertimbangan  persetujuan  Bupati atas
permohonan yang digjukan penghuni rumah hnegara

golongan 1l sebagaimana dimaksud pada ayvat (4).

Pasal 497
Bupati melalu: Pengelola Barang menugaskan Penilai



[2)

13

{4)

(55}

)

(7)

(L}

(2]

- 280 -

untulk melakukan penilaian atas rumah neégars golongan
I yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan
kepade Hupat:,
Dalam melakukan penelitian dan pengkajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayvat (3],
Bupatidapat membentuk Tim.
Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita
Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan
pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara
golongan 111
Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak
ramah negara golongan [l berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
Persetujuan  sebagaimana dimaksud pada ayvat (4)
dilakukin dengan menerbitkan surat persetujuan dan
penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa
rumah negara golongan I dalam bentuk pengalihan hak
harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan
salinan kKeputusan pengalihan hak rumah negara dan
penetapen harga rumah negara golongan [l setelah
penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3},
Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan
permolionan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497
avat (1] Bupati memberitahukan kepada Pengguna
Barang rumah negara golongan [Il disertai alasannya
untuk disampaikan kepada penggum rumah negara
golormean I,

Pasal 498
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 498 ayat (5) Bupati menctapkan harga rumah
beserta ranahnyva berdasarkan hasil penilaian.
Harga rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud
pada vat [1] ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh

persen) darl nilai wajar.
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Pasal 499
Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan
cara sewa beli,
Bupau menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah
negara colongan L
Pembavaran harga rumah negara golongan [II dapat

dilaksanakan secara angsuran dan disctor ke Kas Umum

Dacrah
Apabils rumah yvang dialihkan haknya terkena rencana
tata ruang sebapgaimana dimaksud pada ayar (1}

pembavarannya dapat dilakukan secara tunai.

Pembavaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit
2% (lina puluh  persen) dan harga rumah negara
Golongan Il dan dibayvar penuh pada saat perjanjian
sewa boli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam
jangka waktu paling singkat 5 ({lima] tahun dan paling
lama 20 [dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan

peralurin perundang-undangan.

Pasal 500
Penghumn yvang telah membayar lunas harga rumah
negara colongan Il beserta tanahnya, memperoleh:
a. penverahan hak rmilik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.
Penghuni vang telah memperoleh penverahan hak mihk
dan pcicpasan hak atas tanah sebagaimana dimalksud
pada avat (1}, wajib mengajukan permohonan hak atas
tanah =rsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlakas.
Pelepasan hak atas tanah danj/atau penyerahan hak
milik rumah serta penghapusan dari daltar barang milik
daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bupatl menyerahkan surat keputusan penyerahan hak
milik jumah dan pelepasan hak atas tanah kepada

penghuni vang telah membayar lunas harga rumah
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beserts harga tanahnya sesual perjanjian sewa beli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 ayat (2).
Penghuni yang telah mempercleh surat keputusan
penyerdhan hak milik rumah dan pelepasan hak atas
tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (4] wajib
mengajukan  permohonan hak untuk memperoleh
sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan
setempat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Surat keputusan penverahan hak millkk rumah dan
pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Tatu Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 301

Penghapusan barang milik dacrah berupa rumah negara

dilakukun berdasarkan keputusan penghapusan yang

diterbitkan oleh:

4. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar
Barang Pengguna/Kuasa Pengpuna Barang; dan

b. Bupat untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik
Dacrah Pengelola Barang.

Penghopusan barang milik daerah berupa rumah negara

scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:

a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah
negara golongan I dan rumah negara golongan Il dan
Daliar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada
Bupau atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Barang lainnya;

b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah
MR E golongan 11 dari  daftar barang
Pengizuna/Kuasa Pengguna kepada Bupatiatau
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain
rumah negara golongan Il atau

c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah
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negara dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3] Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul a dilakukan
sebagai tindak lanjut dari:

a. penverahan kepada Bupati;

b. alih statas penggunaan kepada Pengguna Barang
lain!

c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor;
=R RA LN

d. sebali-sebab  Jain  vang secara normal  dapat
diperkirakan wajar menjadh penyvebab penghapusan,
antara lain terkena bencana alam atau terkena
dampak dan terjadinva foree majeure.

{4] Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagrimana dimaksud pada ayat [2) huruf b dilakukan
sebagni tindak lanjutl dari:

a. penyerahan kepada Bupati,

b. alihh status penggunaan kepada Pengguna Barang/
Kiaisa Pengpuna Barang lain;

¢, penjualan rumah negara golongan I

d. sebab-sebab  lain  vang secara normal dapat
diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
antara lain terkena bencana alam atau terkena
dampak dan terjadinyva force majeure.

(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
sebagiimana dimaksud pada ayat (2) hurufl ¢ dilakukan
sebagni tindak lanjut dary:

4. penjualan rumah negara golongan I11; atau

b. schub-sebab  lain yang  secara  normal  dapat
diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan,
antara lain terkena bencana alam, atau terkena

dampak dan terjadinya force majeure.

Pasal 502
Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 dilakukan setelah
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keputusan penghapusan diterbitkan oleh!

a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa
rumah negara golongan | dan rumah negara golongan 11,
untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna /Kuasa
Pengeuna;

b. Pengelula Barang rumah negara golongan 111, untuk
penghapusan dam Daftar Barang  Pengguna/Kuasa
Penggunia rumah negara golongan I11; atau

c. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola
Barang

Pasal 503
(1] Pengelula Barang menvampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan
keputusan penghapusan dari daltar barang
Pengguna/Kuasa Pengguna scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 503 huruf a dan huruf b.
(2] Pengelols Barang menvampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan karena penjualan rumah negara golongan
Il kepada Bupati dengan melampirkan:
a, keputusan  penghapusan dan  daftar barang
Penueuna/Kuasa Pengguna rumah negara pgolongan
I,
b. keputusan penyerahan hak millk rumah dan
pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan I,
dan

c. perjanjian sewa beli.

Pasal 504
Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang
dihapuskan scbesar nilal yang tercantum dalam:
a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar
Barang kuasa Pengguna; atau
b. Daftar Barang Milik Daerah.
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Bagian Kelima

Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara

Pasal 3035
Penatausahaan barang milik dacrah berupa rumah
negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan.
Pengeuna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola
Barang melakukan penatausahaan barang milik daerah
berupa rumah negara.
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupnkan pelengkap dari penatausahaan barang mihik
daerah antara lain:
a. alih status penggunaan,;
. alih status golongan;
¢. alih fungsi;
d. penjualan rumah negara golongan III; dan

e. penghapusan.

Pasal 506
Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik
daerah bcrupa rumah nepara dilakukan sekurang-
kurangnyva sekali dalam 5 (lima) tahun.
Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
avat |1} dilakukan untuk mengumpulkan data
administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah
negara sckurang-kurangnya meliputi:
a. bukii kepemilikan tanah dan bangunan,
b. status penggunaan;
c. status penghuman;
d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
e, alamaul, lokast, dan tipe bangunan; dan
[, kondisi bangunan
Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna
Barang kuasa Penpguna Barang kepada Bupati.
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Pasal 507

Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik
daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap
semesteran dan tahunan.

Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan
tahunan atas barang milik daerah berupa rumah negara
sebagal bagian dan pelaporan barang milik daerah.
Pelaporan  scbapaimana dimaksud pada ayvat (2)
dilakukon  terhadap  kepiatan  pembukuan dan

inventarisasi barang milik daerah berupa rumah negara.

Bagian keenam

Pengavwasan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 508

Pengguna Borang melakukan pengawasan dan pengendalian

barang milil. daerah berupa rumah negara vang berada dalam

PENEUASAANIY A

(1)

(4]

BAB XVII
GANTI RUGT DAN SANKSI

Pasal S0%

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,
penyvalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan
barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti
rugi scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Setiap mhak wvang mengakibatkan kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
sanksi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undanzun.



(1)

(2]

(1)

(<)

(-3
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BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 510
Ketentuan lebih lanjut mengenal Penilai Pemerintah
Daerah diatur dengan Peraturan bupat.
Ketentuan mengenai  pengelolaan  aset desa diatur
tersendir dengan Peraturan bupati tentang Pengelolaan
Aset Desa,

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 511

Pejabal Pengelola harang milik daerah sebagaimana
dimak=ud dalam Peraturan bupati ini ditetapkan paling
lambat | ([satu) tahun sejak Peraturan bupat i
diundangkan.

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
telah ada masih tetap  berlaku  sepanjang belum
ditetapkunnya Peraturan bupati tentang Penggolongan
dan Kodefikasi.

Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik
daerah vang telah ada masth tetap berlaku sepanjang
belum  ditetapkannya  Peraturan  Bupati  tentang

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 512

Ketentuan mengenai;

& 6o

Struktur pejabat pengelola barang milik daerah;

Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
Format penggunaan barang milik daerah;

Formal luporan hasil penelitian pemeliharaan barang milik
daerah;
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e. Format penghapusan barang milik daerah;dan
f. Format surat persctujuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan darn Peraturan bupati ini.

Pasal 513

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar =setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 31 jesember 2090

BUPATI TEBO

SU AR

Diundangkan di Muara Tebo

pada T_ang_gai T4 pescmber 2018




LAMPIEAN

PERATURAN BEUPATI TEBQ

NOMOR TAHUN
TANGGAL
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. STRUKTUR PEIJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
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B. FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
1. FORMAT USULAN REBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian ;

(1]
(2)
(3]
(4]
13)
(5]
7]
5]

9]
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15
(16)

(17)
(18]

(19)
(20
(21)

(22)
(3]

(24)

Diisil nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengeuna Barang vang bersangkutan,

Diisi tahun anggaran REKBMD yang diusulkan.

Diisl nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diis1 nama Pengguna Barang.

Diisl nomor urut.

Diisl nama program | keglatan/output berdasarkan rencana kerja

OFD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9] berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yvang berlaku.

Diis! kuantitas barang yvang diusulkan.

Diisi satuan barang vang diusulkan sesuai kKetentuan vang berlaku
yaitu: panjang {m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diis: standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yvaitu: panjang {m), luas (m”), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yvang berlaku
yvaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisl kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan,
Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalizasikan.
Diisi  satuan  barang vang masih  dimungkinkan  untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (mj,
luas (m#), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil vang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil vang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.



FORMAT USULAN RKEMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian :

(1]
(2}
(3]
(4]
(3)
()
(7)
(8)
(9

{10]
(11]
(12)
[13]
[14]
(15
[16]
(17)
(18)
(19)
(20]

(21)
(22)

(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diist nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo,

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program,/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diist nama harang vang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daecrah vang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipehihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m}, luas (m?). unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yvang pemehharaannya dapat dibiayaj
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai

Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diizi satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuail ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (m}, luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnyva vyang perlu
diungkap.

Diis1 tempal dan tanggal disahkan,

Diisi  jabatan  Kuasa  Pengguna  Barang vang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.



3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGGUNA BARANG,
a KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Nomor E g g A e A e 12 Yh. coviiirieiiiiennas [3)
Sifat SanpgatSegera . 00000 lGdaddicidbeaaiaiioniida
Lampiran @ treeseseresssiass (3] D1 -
Hal . Hasil Penelaahan RKBMD PPPPRPIOTOE = |
- Tahun ..(4) pada...(3)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)
tanggal ... (7} hal wsulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5] pada prinsipnya kami
menvetujul EKBMD scebagaimana diuraikan pada lampiran surat
ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikurt;

1. Hasil Penclaahan usulan RKBEMD menyajikan informasi
berupa satuan barang milik daerah vang direkomendasikan
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penclahaan usulan REBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran,

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

4. Batas waktu penvampaian perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan
Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tennma kasih.

Pengguna Barang

1111 8)

Petunjuk Pengisian ;

(1)

(2)
13)
()
(5]
&)
(7]

(8]

Kop surat resmi vang beriaku pada OPD (Pengguna Barang) vang
bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diist jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diist tahun anggaran RKBMD yang diusulkan,

Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) vang dikinnm.

Diis1 lokas: kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirnm oleh Unit
Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujul Hasil Penelaahan
RKBMD.
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FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PEMNGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4]
(3)
(6
{7)
(8]
(4]

(10)

(11)
(12]

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

(23}
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisl nomor halaman.

Diisi nama Kkuasa Pengguna Barang yang bersangkutan,

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Dais1 nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor uruat.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja OFD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan pengegolongan dan kodefikasi
barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang sesual kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Dhisi kuantitas barang vang diusulkan.

Diisi satuan barang vang diusulkan sesuai ketentuan yvang berlaku
vaitu: panjang (m), luas ([m?, unit, buah, set, dan sebhagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuail
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yvang berlaku
vaitu: panjang {m), luas [m?®), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yvang berlaku yaitu: panjang (mj, luas {m?}, unit, buah,
set, dan sebagainyva.

Diist kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diist satuan kebutuhan rl yang dibutuhkan,

Diist jumlah barang pengadaan yang disetujui.

Diisi satuan barang pengadaan yvang disetujul sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (mj}, luas (m®), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diist sesuai dengan cara pemenuhannyva misalkan  sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan danfatau informasi penting lainnya yang periu
diangkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan,



FORMAT HASIL PENELAAHAN RKEMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.
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FPetunjuk Pengisian:

(1]
(2)
(3}
(4)
(3]
(5]
(7)
(8)
{9

{10]
(11
(12]
[13]
(14])
(15
[16]
[17)

(18}
(19)

(20)
(21)
(=]
(23]

(=4]
(23]

Diisi nomor halaman.

Diisi nama kuasa Pengpuna Barang vang bersangkutan.

Diisi tahun angegaran RKBMD vang diusulkan,

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja OPD.
Diist kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik dacrah yang berlaku.

Diisi nama barang vang dipehihara sesual kode pada kolom  (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah vang berlaku.

Diisi kuantitas harang vang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan vang berlaku
vaitu: panjang (m), luas (m?®), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yvang pemeliharaannva dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuail kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuail kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diis1 uraian nama pemeliharaan yvang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang Pemelihaan vang dimsulkan sesual ketentuan yang
berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.

Diisi satuan barang yvang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan
vang berlaku vaitu: panjang {m), luas (m?*, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya vang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG,
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Petunjuk Pengisian:

(1]
(2]
(3]
4]
(5]
(6]
(7]
(5]
(9]

(1)
(11]
(1)
(13]
|14

(15)
(16)

{17]

Diisi nomor halaman,

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan,

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebao.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi normor uryt,

Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja OPD,
Diisi kode barang berdasarkan Ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang scsual kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan,

Diisi satuan barang vang diusulkan sesuail ketentuan vang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesual dengan cara pemenuhannya misalkan sewa  atau
pembelian,

Diisi  keterangan danjatau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan,

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang vyang  melakukan
penandatanganan,

DHisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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7. FORMAT REBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2]
(3
(4]
5]
(6}
(7]
(8
19l

{10
(11)
{12
(13
(14
[15)
(16
(17}
(18)
(19)
(20

(1)
(22)

(23]

Diist nomor halaman,

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang vang bersangkutan,

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo,

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan,

Diis: nomor urat,

Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kenja OPD.
Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang vang dipelihara sesual kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah vang berlaku.

Diis1 kuantitas barang vang dipelihara.

Diisi satuan barang vang dipelihara sesuai ketentuan vang berlaku
yaitu: panjang {m), luas {m?), umt, buah, set, dan sebagainya.

Diis1 status barang milik dacrah yang pemeliharaannya dapat dilnaysai
APBD seperti digunakan sendin atau pinjam pakai,

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

[iisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat [RB).

Diisi uraian nama RKBMD yvang disetujul.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan vang disetujui.

Diisi satuan barang REKBMD pemeliharaan yang disetujui  sesuai
ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (m}, luas (m?, umt, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan  Kuasa  Pengguna Barang vang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan,
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8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(53]
6)
(7]

(8)
(%)

(10]
(11)

(12)
(13

{14]
(15)
16}
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan,

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan,

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisl nomor urat.

izt nama Kuasa Pengguna  Barang/ program/kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yvang berlaku.

Disi nama barang sesual kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yvang berlaku,

Diisl kuantitas barang vang diusulkan.

Diisi satuan barang vang diusulkan sesuai ketentuan vang berlaku yaitu:
panjang (mj, luas {m?], unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan
standar barang dan standar kebutuhan vang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yvang berlaku yaitu:
panjang (m), luas {m?}, unit, buah, set, dan sebagainya.

Dii=i kode barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasilcan,
[iisi nama barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimahisasikan.
Diisi jumlah barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesual ketentuan vang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m?}, unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil vang dibutuhkan,

Diisi satuan kebutubhan riil vang dibutuhkan.

Diisi  keterangan dan/atau mnformasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengpuna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisl nama dan NIP pejabat yvang mengesahkan.
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9. FORMAT USULAN REKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian ;

(L)
{2)
(3]
(4]
(3]
(&)
(7]

8)
©)

(10)
(11)
12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

21)
(22)

Diist nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yvang bersangkutan.

Misi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nomor urut.

[hisi nama  Kuasa Penggpuna  Barang/program/kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja QPD.

Diisi kode barang yvang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku,

Dusi nama barang yang dipelihara sesual kode pada kolom  (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodelikasi barang milik daerah
vang berlaku,

Diist kuantitas barang vang dipelihara.

Diisi satuan barang vang dipelihara sesuai ketentuan vang berlaku yvaitu;
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah vang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B,

Diisi sesuai kondis! barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan,

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yvang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?*),unit, buah,
set, dan sebagainyva.

Diisi keterangan dan/fatau informasi penting lainnya yang perluo
diungkap.

Diisi tempat dan tangegal disahkan.

[iisi jabatan Pengeuna Barang vang melakukan penandatanganan.

Diis1l nama dan NIP pejabat yang mengesahkan,
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10, FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.

MNomor
Sifat
Lampiran
Hal

KOP SURAT .......(1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada
ey -1, A ¥ihe . (8] v
:Sangat Segera
....... (3] berkas di -
: Hasil Penelaahan RKBMD B PR RO | -, e R
Tahun .... (4) pada ... (5}
Sehubungan dengan surat Baudara Nomor: ... (7]
tanggal ..... {7} hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (REKBMD) Tahun ... (4] pada .... (5) pada prinsipnva
kami menvetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada
lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi
berupa satuan BMD  yang  direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan,

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan REBMD
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan REBMD dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang wuntuk
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang.

4, Batas wakiu penyvampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambar Minggu
ketiga bulan Juni.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang

R L]

Petunjuk Pengisian:

Kop sural resmi yang berlaku.

Nomor surat sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

Diisi jumlah lampiran surat yang bersanglkutan,

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Dhis1 nama OPD.

Diisi lokasi kedudukan OPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD vang dikirim oleh
OPD yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil
Penelaahan RKBMD.

(1}
(2
13)
(4
i3]
15)
{7

18)
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11, FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

ARSI FRNFL ASTIAR BERCANA KT ML AR PRROGALIAARN FARLRT MILIK LALRE&H

TR R, e, TR A s

PR IOLIRGY BAN AR AR = |
TAFIRIF 4%
Flaa by svvgm g i
PiMERIFTAN FFYIRS] -
WAL ATEM -
T e - Kahuruhan - : Kriniufan il | Banoas, Ke b e
Wlmb s e Dialuer Deussig Yany Daped Ioopuaaien B g bl [imseati 1 Msvmangy
- Bl Cwerrab vang R Bl
Tonihiee i Efmsluajrnd Pamerndasan .
Frgrmmn S Kegmminn il Kol Flarmg a lormduads LT elinmilmb S s ko boaie Tamagg i shumidain LS b laki IR TT T
i Ed . 1 L. A S e X . — - S i LE B - £ 4 i1
il _— e —
...... o T 1 —
e e —— EE AR AN = - ~ S === ]
N T T i ] = i ——
— 1 — — — — —— T 5 ]
RN A — 1 | [ == I B . 'I
— — 1
H 3 N E TR i _
A il I — e — (5] (L[ N 1 N 1 N I = 1 Y 1 . [LE] (1L SN 1L (11 (L] (] (EL]] (e} E
AL sy '
b’n'\...-ulnh.l.l.l.rlml.' I_ ..... (=31}

L L L L

Toil | V| Taripgal

i » vl




Petunjuk Pengisian :

(1} Diisi nomor halaman.

(2} Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

(3] Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan,

(4} Diisi nama Provinsi yang bersangkutan,

(o) Diisl nama Kabupaten Tebo.

(6] Diisi nomor uruat.

(7} Diisi nama kuasa Pengguna Barang/program/kegpatan/output
berdasarkan rencana kerja OPD.

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(9] Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku,

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(11) Dus satuan barang yang diusulkan sesusn ketentuan yvang berlaku
yvaitu: panjang (m), luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainva,

(12) Dusi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesual
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesual ketentuan vang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainva,

(14) Dhisi kode barang vang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(13) Disi nama  barang vang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(16) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptirnalisasikan.

{17) Daisi sartuan barang wvang masih  dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesual ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mj,
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18] Dhisi kuantitas kebutuhan riil vang dibutuhkan,

{19) Diisi satuan kebutuhan nil yang dibutuhkan.

{20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan vang disetujui.

{21) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan vang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: pamjang (m), luas (m?|, unit, buah, set,
dan sebagainya.

{22) Diisi sesual dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian,

{23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya vang perlu
diungkap.

|24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(25) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(26) Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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12. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKEMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.
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Petunjuk Pengistan:

(1) Dust nomor halaman.

(2] Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkuran.

{3) Diisi tahun anggaran RKBMD yvang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

(3] Diisi nama Kabupaten Tebo.

(6) Dusi nomor urut.

(7] Diist nama Kuasa Pengguna Barang/program / kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja OPD.

(8) Disi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketenfuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(9] Diisi nama barang vang dipehhara sesual kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
vang berlaku.

(10} Dusi kuantitas barang vang dipehhara,

(11) Diisi satuan barang vang dipelihara sesuai ketentuan vang berlaku yaitu:
panjang (m), luas {m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeltharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(1.3) Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Baik (B).

(14) Diisi sesuai kondist barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RE).

(15) Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(16) Diisi uraian nama  pemeliharaan vang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan,

(17) Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
{18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang
berlaku yvaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

{19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan vang disetujul.

{20} Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujul sesual
ketentuan vang berlaku vaitu: panjang (m)], luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yvang perlu diungkap.

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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13. FORMAT REEMD PENGADAAN PADA PENGGLUNA BARANG,
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Petunjuk Pengisian:

(1)
()
(3)
(4)
(3)
1&)
(7}

18]
(%]
(10)
(11}

(12)
(13)

(14
(13)
(16)

Diisi nomor halaman,

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

Dhisi tahun anggaran RKBMD yvang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo,

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program/kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah vang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan
ketentuan penggolongan  dan  kodefikasi barang milik daerah vang
berlaku.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan.

Diisi satuan barang vang diusulkan sesuai ketentuan vang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesual dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembehan.
Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan,
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14. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian :

(1]
(2]
]
(4]
(2]
4]
(7)

(&)

{9

(10]
(11]

(12)

(13)
(14)
(15)
(16}
(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan,

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nomaor urut.

Diist nama  Kuasa  Pengpuna  Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja OFPD.

Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik dacrah vang berlaku.

Diisi nama barang wvang dipelihara sesual kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan  kodelikasi barang milik
daerah vang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang vang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

pamang (m), luas (m*), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah vang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama REKEMD pemeliharaan vang disetajai.

Diist kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetuja.

Diisi satuan barang milik dacrah yang disetigul pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m®), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi  keterangan dan/fatau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan anggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan peénandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.



15. FORMAT RKBMD PENGADAAN KABUPATEN.
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Petunjuk Pengisian:

1]
(2]
(3]
(4]
(5]

(5
(7]
(B)
(2

(10]
(11)

(12)
(13)

(14]
(13]
(16)

Diisi nomor halaman,

Diisi nama Provinsi/ Kabupaten Tebo.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Ddisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/ oulput berdasarkan
rencana kerja OPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom [6) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodeflikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan vang berlaku
vaitu: panjang (m], luas [m?), unit, buah, set dsb.

Dhaisi kuantitas barang pengadaan vang disetuju.

Diisi satuan barang peéngadaan yvang disetujul scsual ketentuan yvang
berlaku yaitu; pamjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dsb.

Diisi sesual dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya wvang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Dvisi jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(L}
2}
13
{4
=l

{6)
(7)
)
)
|10
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19}
[20]

Diisi nomor halaman

Diisi nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Tebo.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/ cutput berdasarkan
rencana kerja OPD.

Dhisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Dhisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (&)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah vang berlaku.

Diisi kuantitas barang yvang dipelihara.

Diisi satuan barang vang dipelihara sesuai ketentuan yvang berlaku
yvaitu: panjang (m), luas {m?, umt, buah, set, dan sebagainva.

Disi status BMD vang pemeliharaannya dapat dibiavar APBD sepert:
digunakan sendini atau pinjam pakas,

Dhisi sesuai kondisi barang yvang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yvang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

[Dhisi wuraian nama pemeéliharaan pada Hencana Kebutuhan
Pemeliharaan BMD vang disetujui.

Dhist kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

DHisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharasn vang disetujul sesual
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m], luas {m?, unit, buah, set,
dan sebagainya,

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diunghkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diist jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatangan.

Diist nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKEMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

1)
(2]
)
(4)
(3)
(6)
(7}
(8}

(2]
(10)

(11)

(12]

(13)

114

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21]

(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang,

Diisi tahun anggaran RKBMD vang akan diusulkan,

Diisl nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo,

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengpuna Barang/program/kegiatan,/ output
berdasarkan rencana Kerja OPLD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikas:
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesual kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesual ketentuan yvang berlaku yaitu! panjang (m), luas (m¥,
unit, buah, set, dan sebagainya

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang vang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan,

Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelashan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan vang
berlaku yvaitu; panjang [(m], luas {m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisl alasan vang mendasan dilakukannyva perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesual ketentuan yvang berlaku,
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan scbagainya.

Diisi kode barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan,
Diisi nama barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang masth dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang vang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesual ketentuan vang berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yvang dibutuhkan

Diisi satuan kebutuhan riil yvang dibutuhkan

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya vang periu
diungkap.

Diist tempat dan tanggal disahkan.

Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang vang melakukan
penandatanganarn.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1]
(2]
(3
(4)
15)
(5)
\7)
(&)
(2

(10)
(11)
(12)
(13)
{14]
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
20)

(21)

[22)
(23}

(24)
[25)

(25

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yvang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

[risi nama Provinsi yvang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Dhisi nama program /kegiatan / outpul berdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang vang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah vang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas {m?}, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kendisi barang vang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Daisi sesuail kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemebharaan vang diusulkan untuk dilakulkan
pemeliharaan.,

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuail ketentuan vang berlaku vaina: panjang (mj, luas (m), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang milik dacrah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang wvang tercantum pada hasil penelaahan
REBMDpemeliharaan,

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yvang berlaku yaita:
pargang (mj, luas {m#), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan vang mendasan dilakukannya perubahan pada EKBMD
pemeliharaan vang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya vyang periu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi  jabatan Kuasa  Pengguna  Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN
PERUBAHAN REKBEMD OLEH PENGGUNA BARANG.

(1)

<]
13)
14)
(5]
()
[7)

()

KOP SURAT .......|1)
Tempat, Tangeal Bulan Tahun
Repada

NomnoE:: oo (2 b 1« TR R (DX
Sifat Sangatl Segera
Lampiran : .......... (3] berkas di -
Hal v Penyampaian Hasil SPOPRPINY | =

Penelaahan Usulan

Perubahan RKBMD

Tahun .. (4) pada .. (2}

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... [7)
tanpeal ...... (¥) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
schagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD  dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan  ketersediaan
anggaran,

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengguna Barang
.................... _(8)
Petunjuk Pengisian :

Kop surat resmi yang berlaku pada OPD [(Pengguna Barang) vang
bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisi jumlah lampiran surat vang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yvang diusulkan,

Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) vang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.

hisi nomor dan tanggal surat usulan RKEMD vang dikinm oleh Kuasa
Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat vang mengesahkan Hasil
Penelaghan RKEMD.
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20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKEMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)

(3]
(4]
(5]
(5)
(7]
(8]
4]
(1)

(11)

(12)

(13)

(14

{135]
{16)
(L7)
(18]
(19]
(20]
(21]
(2]
(23]
(24]
(23]
(26
(27)
|28

(29]
(30]

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisl tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinst yang hersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebao,

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisl nomor urut.

Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang sesual kode pada kolom [9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yvang berlaku,

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan REKBMD Pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

Diisi satuan barang pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yvang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m¥),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diis1 Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yvang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yvang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesusi ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasan dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kKebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan vang berlaku.

Diist satuan kebutuhan maksimum sesuat ketentuan yang berlaku
vaitu: panjang (m}, luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang pengadaan vang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan,

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yvang berlaku yaitu: panjang (m),

luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya,

Diisi kuantitas kebutuhan riil vang dibutuhkan.

Diisi satuan keburuhan rinl vang dibutuhkan.

Diist kuantitas barang pengadaan vang disetyjui untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan  yang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian,

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnva vang perlu
diangkap.

Diisi tempat dan tangeal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan,

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan,
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Petunjuk Pengisian .

[1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(71
(5]
(9]

(10)
(11)
(12)
(13)
{14
(15)
16)
(17}
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

(23]
(24)
(25)

(26
127)
28]

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuass Pengguna Barang yvang bersangkutan.

Dhisi tahun angearan RKBMD yvang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan | output berdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang yvang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuar kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan  kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku

Diisi kuantitas barang vang dipelihara

Diisi satuan barang yvang dipelihara sesual ketentuan yang berlaku
vaitu: panjang (m), luas [m®), umt, bush, setl, dan sebagainya,

Diisi status barang milik daerah vang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendirt atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diist sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama  pemeliharaan vang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang vang diusulkan pemeliharaannya sesuail ketentuan
vang berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisit kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang vang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang vang diusulkan untuk dilalukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang vang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesual ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas Perubahan REBMD Pemeltharaan yvang disetujuil

Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diizi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diist nama dan NIP pejabat vang mengesahkan,
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Petunjuk Pengisian

(L)
12)
(3]
(4)
(3)
(&)
(7)
(2)
{9)
{10)

{11}

(12}

{13

{14)

(15}
(16)
(17}
[18)
(19)

(20)
(21)

(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provins: vang bersangkutan.

Diist nama Kabupaten Tebo.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomeor urut.

Diisi nama program/ kegiatan,/ output berdasarkan rencana kerja OPD.
Diist kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang rmlik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang sesual kode pada kelom {9) berdasarkan ketentuan
penggelongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yvang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diizi satuan barang pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit,buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadean  yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
REKBMDPengadaan,

Diisi satuan barang pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang vang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuar ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m”), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diist alasan yang mendasar dilakukannva perubahan pada RKBMD
Pengadaan vang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada REKBMD pengadaan vang
disatujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan vyang
disetujul sesuail ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (m|, luas [m®),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diist  keterangan dan/atau informas: penting lainnya vang perlu
diungkap.

Diisi termnpat dan tanggal disahkan.

Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang vyang —melakukan
penandatanganan.

[Jiisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian;

(1)
|2)
(2]
)
3]
1)
{7}
18]
()

(10
{11)
(12)
(13)
(14}
(15]
(16)
(17}
(18)
(19)

(20)

(21)

(22)
(23

(4]

(3]

(26)
(7]

(28]

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yvang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi nomor urut,

Diisi nama program/ kegatan f output berdasarkan rencana kerja OPD,
Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9
berdasarkan ketentuan penggolongan dan keodelikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipelihara,

Diisi satuan barang wvang dipelihara sesual ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?}, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisl status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisl sesual Kondisi barang vang dipelihara jika Baik [B).

Diisi sesuai kendisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisl barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemelibaraan yvang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisl kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisl satuan barang vang diusulkan pemeliharaannya sesuail ketentuan
vang berlaku vyaitu: panjang [m), luas [m*, umit, buah, set, dan
sebagainya

Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang vang tercantum pada hasil penelaahan REBMD
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum  pada hasil penelaahan REKBMD pemeliharaan  sesuai
ketentuan yvang berlaku vaitu: panjang (m), luas {m?), unit, buah, set,
dan sebagainya,

Diisi alasan yvang mendasan dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diist kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang
dizetujui.

Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan wyang disetujui
pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yvaitu panjang [m), luas
(m#), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi  keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuassa Pengguna  Barang VANE melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan,
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24. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

(1}
(2]
13
1
=)
1)
{7}
1)
19)

(10]

[11]

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20]
(21)
{22
(23)
(24)

(23]
[26)

Dusi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan,

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersanghkutan.

Misi nama Kabupaten Tebo.,

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna  Barang/program/kegiatan/ oulput
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggelongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi  kuantitas barang milik daerah yvang tercantum pada hasil
penclaahan RKBMD  Pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diis: satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesual ketentuan vang berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang vang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesual ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang [m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya,
Diisi alasan yvang mendasari dilakukannyva perubahan pada RKBMD
Pengadaan vang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuban maksimum dengan data input sesual
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku,

Diigi satuan kebutuhan maksimum sesual ketentuan vang berlaku
yaitu: panjang {m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya,

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

DHisi nama barang pengadaan vang masith dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan,

Diisi  jumlah barang penpadaan masih  dimungkinkan  untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yvang dibutuhkan.

Diist satuan kebutuhan riil vang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perla
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan,

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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25. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

1)
12)
3]
(4]
5]
(5]
7]

)
@)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18]
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)

Diis1 nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan,

Dusi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna  Barang/program/kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisil kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang vang dipelihara sesual kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeflikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipelihara.

Diisi satuan barang yvang dipelihara sesuail ketentuan yvang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainva,

Dhisi status barang milik dacrah vang pemeliharaannyva dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuail kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuail kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Dhisi sesuail kondisi barang yvang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uratan nama pemeliharaan vang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan,

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan .
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesual ketentuan yvang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m?), unit, buah,
aset, dan sebagainva.

Diisi kuantitas barang mihk daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang vang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan,

Diisi satuan barang yvang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan REBMD pemeliharaan sesuai ketentuan vang berlaku vaitu:
panjang (m}, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan vang mendasari dilakukannya perubahan pada REBMD
pemeliharaan vang sudah pernah diusulkan sebelumnya,

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanpggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan.

Diis: nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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26. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKEMD OLEH

PENGELOLA BARANG.
KOP SURAT ... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
kepada
Nomaor SRR .1 Yih.
Sifat : Bangat Segera (5)
Lampiran. * ........... {3 berkas di -
Hal Penyampaian Hasil . (8]
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun..(4) ... pada .. (5]
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: . 7]
tanggal ... (7] hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(REBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (2] pada prinsipnya kami

menyetujui dengan  hasil Penelaahan Perubahan REKBMD

sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.
Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD

dapat

dilaksanakan dengan memperumbangkan  ketersediaan

ANEEATAN.

Demikian atas perhatiannya dan terima Kasih,

Pengelola Barang

Petunjuk Pengisian;

{1)
1)
12
()
(3]
(5)
(7]

(5]

Kop surat resmi vang berlaku.

Nomor surat sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisl jumlah lampiran surat yang bersangkutan,

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi OPD [Pengguna Barang) yang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan OPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD vang dikinm olch OPD

vang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabal yvang mengesahkan Hasil

Penclaahan RKBMD.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2]
(3]
4]
(5]
5]
(7]
(8]
(2]

(10)

(11]

(12]

(13)

(14)
113)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20]
(21
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(8]
(9]

Diisi nomor halaman,

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yvang diusulkan.

Diisl nama Provinsi vang bersangkutan.

Diisl nama Kabupaten Tebo.

Diisi normor urut.

Diisi mnama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja OFPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku,

Diis1 nama barang sesual kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah vyang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai kerentuan vang berlaku yaitng: panjang (m), luas (m?#,
urnit, buah, set, dan sebagaimya.

Diisi kuantitas barang milik dacrah vang diusulkan menggantikan
besaran satuan  barang yang lercantum  pada hasil  penclaahan
RKBMDPengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang vang tercantum
pada hasil penelaghan RKBMD Pengadaan sesusi Ketentuan vyang
berlaku vaitu: panjang (m), luas (m*), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan vang mendasan dilakukannya perubahan pada REKBMD
Pengadaan vang sudah pernah divusulkan sebelumnya.

Diist standar kebutuhan maksimum dengan data Input sesual
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuail ketentuan yvang berlaku
yairu: panjang (mj, luas [m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diist kode barang pengadaan vang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi mama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi  kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yvang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesual Ketentuan vang berlaku yaitu: panjang (mj,
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan il yang dibutuhkan,

Diizi kuantitas barang REKBMD Pengadaan yang disetujui untuk
dilakukan perubahan.

Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yvang disetujul untuk dilakukan
perubahan sesual ketentuan vang berlaku yaitu: panjang (m), luas [m?),
unit, buah, set, dan sebagainya,

Diisi sesuai dengan cara pemenubannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan,

Diisi jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.



51

28, FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBEMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

FEFUTAHAH AR FESELASH AN SEACAHA EEPLTOMAS FERELILULARH ITARAHG HLE [SAH AT
(TERA Ml A4 FEHCAMA PERELIEAT A,

PEHOCHA BRARART ™
TUMUKR . b
FIRLEH IHAH PRI | = TS R R LRy | | fhalrmrima
EAmIPATER (oM ueal Ly ! |
I Dasmiop P ed Dejeiiliom s . i B b i Elepgs=li ' Pokeahi i Rl i
T e T———— NMuasn v ¥ LR —_— Ak Frkead iadami Pevnm Lok ke 92LY
i g dan ) 8 g ) L - i ‘era B P CETEITE e Prmr lhagmar, § b & Apian e )
" &W | wi | il
T 7 T 4 L] 13 ¥ ] | an 5] [E] [E] W [E] i ]
T Wi Tpmiiiia Fasany
e —F——
] . ek
_m O
5] [TEREE T ]
Bl h-? =
[T — — 1 i
Sl [N T ||
" — — —— |
. Lt — ] - m— S B £ —
B Fompren . i |
LI — e [ |
LA e ——— - - "
oY B 5B NLANE = i |
= LR T E————
= faipi —
[T
L. Th I -+ i
EATLR A : i - I
Tk TN TT]
T Wi =
| [ p—  — . — = —e
¥t —— e
I I — B I [l L] LA [AE] [181] ITa L] 1] [k (L. L L oy [EAL [LEI]
= ==

Tainh L e
E% L BEIELT IR
1 i L1}




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2]
()
(4)
(3]
15)
(7

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(12
{14)
(15)
(16
(17)
(18]

(19)

(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

[Misi nama Pengguna Barang vang bersangkutan.

[hisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Diisi nama Provinsi vang bersangkutan,

hist nama Kabupaten Tebo.

Diisi nomor urut.

Diist nama  Kuasa  Pengguna  Barang/program/kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang vang dipelihara sesual kode pada kolom (8]
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yvang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipelihara.,

[iisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yvang berlaku vaitua:
panjang (m}, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannyva dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondizi barang yang dipelihara jika Baik [B).

Diisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesual kondis: barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Dust urmian nama pemeliharaan yvang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang vang diusulkan pemeliharaanva sesuai ketentuan
vang berlaku wvaitu: panjang (m), luas [m#), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas barang yvang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penclaahan RKEMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yvang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan vang berlaku yaitu: panjang [my,
luas (m®), unit, buah, set, dan sebagainys,

Diisi alasan vang mendasar perubahan RKBMD pemeliharaan vang
sudah diusulkan sebelumnyva,

Diisi kuantitas perubahan REBMD pemeliharaan vang disetuajui,

Diisi satuan perubahan REKBMD pemeliharasn yang disetujui sesuai
ketentuan yvang berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainva,

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya wvang perlu
diunglkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1]
(2]
(3
(4]
(3]
=]
(7}
(8]
(3)

(10]

(11)

{12]

{13)

(14]
[15)
(16])
[17)
(18)
(15)

(20}
(21}

Diisi nomor halaman,

Diisi nama Pengguna Barang.

Diuisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan,

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo,

Diisi nomor urut,

Diisi mnama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan pengegolongan dan kodefikasi
barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (B) berdasarkan ketentuan
pengeolongan dan kodefikasi barang milik daerah yvang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah vyang tercantum pada hasil
penelaahan REKBMD Pengadaan vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diist satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan vang berlaku vaitu: panjang (m), luas [m*),
unit, buah, set, dan sebagainva.

Diusi Kuantitas barang pengadaan vang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang vang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKEMD
Pengadaan vang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan vang
disetujui.

Diis1 perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan vang disetajui
sesuai ketentuan yvang berlaku yvaitu: panjang [m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya,

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diist keterangan dan/atau nformasi penting lainnya vang perlu
diungkap.

Diist tempat dan tanggal disahkan,

Diist jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diist nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
()
(3)
(4]
(5)
(9]
(7)

(8)
()

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20]

[21]
(42
(23)
[24)
(23]

[26)
(27

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan.

Dis: nama Provins: vang bersangloutan.

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Dhisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/ output
berdasarkan rencana kerja OPD.

Diisi kode barang vang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang yvang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeflikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuantitas barang vang dipelihara.

Diisi satuan barang vang dipelihara sesual ketentuan yang berlaku
vaitu: panjang (m], luas [m?), unit, buah, set, dan sebagainya,

Diisi status barang milik daerah vang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam palkai.

Diisi sesuai kondist barang yang dipelihara jika Baik [(B).

Diisi sesuai kondisi barang yvang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondis: barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan,

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untmik dilalukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang vang diusulkan pemeliharaanva sesuai ketentuan
vang berlaku yaitu: pamjang (mj), luas (m®), umt, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diist satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang vang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuan ketentuan vang berlaku yaitu: panjang (myj,
luas (m?*), umt, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan vang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan vang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yvang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan vang disetujul sesuai
ketentuan vang berlaku vaitn panjang [m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
divngkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang vang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahlan.
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Petunjuk Pengisian;

(1)
{2)
i3]
(4]
15
{5)
{7)

18)

=]

(10]

{11)

(12)
(13]
(14)
(15)
(16)
(17)

(18]
(19)

Diisi nomor halaman.

Dusi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diisi tahun anggaran RKBMD vang diusulkan,

Diisi nomer urut,

Diisi nama Pengguna Barang/program/ kegatan/ oufput berdasarkan
rencana kerja OPD.

Diis: kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah vang berlaku.

Diist nama barang sesuai kode pada kolom (6] berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah vang berlaku,

Diisi kuantitas barang milik daerah wyang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yvang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diis: satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan vang berlaku yaitu: panjang (m), luas [(m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisl Kuantitas barang pengadaan vyang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadasn vang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penclaahan RKBMD pengadaan sesuail ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan Kuantitas barang pada REKBMD pengadaan vang
disetuju.

Dusi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yvang disetujui
scsual ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?}, unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya vyang periu
diungkap.

Diist tempat dan tangzal disahkan.

Diist jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatanganan.

Diis: nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
[2)
1)
(4]
()
()
(7]

(]
(%)

(10
{11}
(12)
(13}
(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(<2)

(23}
[24)
(25

Lhisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Tebo,

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja OPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesual kode pada kolom (6] berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodetfikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang vang dipelihara sesuai ketentuan yvang berlaku vaitu:

panjang (m}, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah vang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai,

Diisi sesual kondisi barang vang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yvang dipelihara jika Rusak Ringan [RR).

Dhisi sesuai kondisi barang vang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

hisi uralan nama pemeliharaan vang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang vang diusulkan pemeliharaanva sesuai ketentuan vang
berlaku vaitu: panjang [m), luas {m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang vang diusulkan menggantikan besaran satuan

barang vang tercantum pada hasil penelaghan RKEMD pemeliharaan,

Diisi satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran s=atuan barang yang tereantum  pada  hasil
penelaahan RKBMD sesual ketentuan yang berlaku yvaitu: panjang (mj, luas
{m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah

diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujul.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetuyju sesumi
ketentuan yang berlaku vaitu: panjang (m), luas (m?®), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengelola Barang vang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat vang mengesahkan,
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L. FORMAT PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

OLEH BUPATI BERUPA.

1] TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;

2] SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAl BUKTI
KEPEMILIKAN; DAN

3) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGLNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN
BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG

KEPUTUSAN BUPATI TERO
NOMOR  vecvvivesins (2)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA OPD ........... (3)
TAHUN ....... [4)

BUPATI TEBO

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah vang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.............. (1), perlu ditetapkan Keputusan
Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada OPD..__.[3) Tahun....[4).

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tlentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernntahan Daerah {Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 20153 Nomor 533, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2033

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ..
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ....);

4, Peraturan Daergh Nomor ... Tahun ... tentang ............ .

s I

G




MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TEBQ TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD
...... (3] TAHUN ...... (4},

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada
OPD ........ (3} untuk Tahun ... (4) scbagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KEDLUA : Penctapan status penggunaan schagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib
dilakukan pengelolaan oleh OPD selaku pengpuna barang
gesual ketentuan vang berlaku.

KETIGA s OPD e (3) dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi
atas opumalisasi penggunan barang milik daerah,
KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik dasrah

dalamlampiran keputusan i diuraitkan dalam daftar
barang milik daerah pada Pengpuna Barang,

KEENAM : Keputusan Bupati ini  mulai  berlaku sejak tanggal
ditetapkan,
Ditetapkandi ............[5)
pada tanggal ......ooveiee [+]]
BUPATI,




Lampiran Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pada SKPD....(3)Tahun....(4). Nomor..... [2)
Tahun... (4],
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA OFD ..., (3) TAHUN ... (4)
Nao, Kode Nama Barang Jumlah Nila: Ket.
Barang Perolehan
{Rp)
[5] {9) (10) (1 1) (12 (13)
JUMLAH
Ditetapkan di ..oceeiinnn )

Petunjuk Pengisian:
Diisi nama Kabupaten Tebo

1)
[
3]
(4]
5]
(6]
171
(5]
(<

(10)Diisi

Diisi nomor Surat Keputusan,

Diisi nama SKPD,
Diisi tahun penetapan stalus penggunaan.

Diisi sesual tempat ditetapkan.

pada tanggal .............[16)

BUPATI,

A7)

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
Disi nama Bupatl vang menetapkan status penggunaan.
Dirsi nomor urut.

Diist kode

barang berdasarkan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

berlaku.

nama barang sesuai

(11)Diisi jumlah barang.

(12)Diisi nilal perolehan barang.

(13)Diisi keterangan sesuat kebutuhan.

ketentuan penggolongan dan

kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yvang
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2.  FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN PENDELEGASIAN DARI
BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN
KONDISI TERTENTU.

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
18] L R — {1)

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA OPD........... (2]
TAHUN..........[3)

PENGELOLA BARANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah vang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penvelenggaraan
Pemerintah Daerah ............ (4], perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada OPD .... {2) Tahun ... [3).

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimans
telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daecrah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2933);

3. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomoer ,..};
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ........ b

...dst.

Y

i

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA

OPD ... (2] TAHUN ...... (3).
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada)

: Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pads

: OPR..s (2) dapat melakukan pemanfaatan ataw

. Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi

: Rincian terhadap status penggunaan barang milik dacrah

: Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/kabupatenini mulai

OGP oo (2] untuk Tahun ... [3) sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang
wajib dilakukan pengelolaan oleh OPD selaku penggunag

barang sesuai kelentuan yang berlaku.

pemindahtanganan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

atas optimalisasi penggunan barang milik daerah.

dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

berlaku sejak tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di ........cocn (3)
pada tanggal ..._......... (B])
PENGELOLA BARANG,




BT

Lampiran : Keputusan Fenetapan Status Penggun
aan Barang Milik Daerah Pada SKPD.......(2) Tah
un....[(3) Nomor..... (1) Tahun....[3)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
FADA OPD .... (2) TAHUN ... (3)

MNo. Kode Nama Jumlah Nilai Ket.
Barang Barang Ferolehan
[Ep)
(8) {9) {10] . (11) (12) (13)
| JUMLAH
Ditetapkan di ........... (3)
pada tanggal ............ (6}

PENGELOLA BARANC,

(7

Petunjuk Pengisian:

(L)
(2
(3
(4)
=
|&)
(7l
18]
(9

(1)
(11}

(12}
(13}

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama SKPD.

Diisi tahun penetapan stalus penggunaan.

Diisi nama Pemerintah Daerah,

Diisi sesual tempat ditetapkan.

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Disi nama Pengelola Barang vang menetapkan status penggunaan.

Diisi nomor urut,

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah vang berlaku.

Diisi nama barang sesual kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan pengegolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku,.

Diisi jumlah barang.

Diisi nilai perelehan barang.

Diisi keterangan sesual kebutuhan.
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3. FORMAT PENETAPAN S5TATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG

MILIK DAERAH QLEH BUPATI BERUPA;

1) TANAH DAN/ATAL BANGUNAN;

2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI
KEPEMILIKAN;DAN

3) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUMNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN
BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG.

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR (2]
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG /KUASA PENGGUNA BARANG ... (3

BUPATI TEBQ

Menimbang ! bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah vang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada Pengguna  Barang/Kuasa
Pengguna Barang ............. [3], perlu ditetapkan Keputusan
tentang Peneclapan Status Penggunaan Sementara Barang
Milik Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengpuna Barang
soren [

Mengingar » 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2533

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...},

4. Peraturan Dacrah Nomor ... Tahun ... tentang .......... i

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | KEPUTUSAN BUPATI TEBO
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA
BARANG /KUASA PENGGUNA BARANG - (3).
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KREEMPAT

KELIMA

Menetapkan status penggunaan sementara barang milik |
dacrah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ... |
(3).

Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna

Barang/Kuasa Pengpuna Barang ... (3] vang telah
ditetapkan  status  penggunaannva pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ... (4) dengan rincian

sebhagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pengguna barang sementara sebagaimeana pada Diktum

Kesatu berkewajiban:

a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yvang dipunakan sementara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang mulik
daerah yang digunakan sementara;

¢. Menyerahkan pada pengeguna barang setelah jangka
waktu penggunaan sementara berakhir,

d. ...dst.

Jangka wakitu penggunaan sementara selama .. {5

Tahun.

Keputusan Bupati ini  mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan,

Ditetapkan di ...cooee e (&)
pada tanggal ............ [7)
BUPATI TEBO,

caves |B)
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Lampiran : Keputusan
Bupati Tebo Tentan g Penetapan  Status
Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah
Nomor......(1) Tahun........[7})

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH

Na. Kode Kode Mama Spesifikasi | Tahun Jumlah Kondisi Barang Ket.
Barang | Register Barang Peralehan Barang
I S — i =
C(9) | (10) (11) (12) (13) (14) (15 (16) (17]
pada tanggal ............. (7}
BUPATI ,

e (B)



-1

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2]
(3]

{4)

(5]
6]
(7]
(8}
(9)

Diisi nama Kabupaten Tebo

Diisi nomor Surat Keputusan,

Diist nama Pengguna Barang/RKuasa Pengguna Barang yang
menggunakan sementara.

Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat
terhadap objek barang milik daerah ([telah ditetapkan status
PENEEUNAANNYA].

Diisi jangka waktu penggunaan sementara.

Diis1 sesuai tempat ditetapkan.

Dvisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama Bupati vang menctapkan status penggunaan.

Dvisi nomor urut.

(10) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku

(11) Dvisi kode register barang.
(12) Diisi nama barang sesual kode pada keolom [10) berdasarkan ketentuan

pengegolongan dan kodefikas: barang milik daerah vang berlaku.

(13] Dusi spesifikas) barang sepert: sepertli merk, tvpe, ukuran/cc dll.
(14) Dusi tahun perolehan barang.

(15) Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, luas, panjang, lebar, dll
(16) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(17} Diist keterangan sesum kebutuban,
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4. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG
MILIK DAERAH OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN
PENDELEGASIAN DAR]I BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/JATAU
BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU.

Menimbang

Mengingat
|

Menemapkan

KESATU

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR: ... i, (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG...... (2]

PENGELOLA BARANG

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerab pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ....... (2}, perlu ditetapkan Kepumasan tentang
Penetapan  Status Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah Pengguna Barang,/Kuasa Pengguna Barang ...... (2].

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589Y9) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemernntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2933}

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor ... Tahun ...

tentang Pedoman Penegelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ........ ;

a. ...dst,

F

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG  MILIK
DAERAH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
...... (2).
Menetapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...
(2).
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang ........ . (2] wang telah
ditetapkan  status  penggunaannya  pada  Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ....... [3) dengan rincian

schagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pengguna harang sementara sebagaimana pada Diktum

Kesatu berkewajiban!

a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yvang digunakan sementara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah yvang digunakan sementara;

c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka
waktu penggunaan sementara berakhir;

d. ...dst.

Jangka waktu penggunaan sementara selama ... [4) Tahumn.

Keputusan Pengelola Barang ini mulal berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ........... (3]
pada tanggal ............ 6)

PENGELOLA BARANG,

7




« Tl

Keputusan Pengelola Barang Tentang
Penetapan Status Pengpunaan Sementara

Lampiran

Barang

Milik

Daerah

Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang....[2)
NMomor...............(1}Tahun.....(6)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH.

Mo, Kode ode Regisier ama sSpesihikas ahun Jumla ondisl Ket.
! e Kode Regi N spesifikasi Tah I lah Kondisi
Barang Barang Ferolehan Barang Barang
(8) (9) (10] (171] (12] (13) (14] (15) (16)
Ditetapkan di ........... [6)
pada tanggal .............[7)

PENGELOLA BARANG,
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Petunjuk Pengisian:

(1)
()

(3]

(4]
]
(6]
(7]
(8)
(9)

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama Pengguna Barang/kKuasa Pengguna Barang vyang
menggunakan sementara

Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang vang mencatat
terhadap objek barang milik dacrah (telah ditetapkan status
penggunaannysa)l,

Diisi jangka wakiu penggunaan sementara.

Diisi sesuai tempat ditetapkan.

Dhisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama Pengelola Barang vang menetapkan status pénggunaan.

Diisi nomor urut.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodehkasi
barang milik daerah yang berlaku

(10} Diisi kode register barang.
(11) Diisi nama barang sesual kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(12) Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll
(1.3) Diisi tahun perolehan barang.

(14) Diis1 jumlah barang dalam bentuk umt, luas, panjang, lebar, dll.
(15) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(16) Diisi keterangan sesuai kebutuhan.
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3. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH
BUPATI.

UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN OLEH

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH _._.. {3)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesusi |
tugas dan fungsi OPD ......[4), perlu ditetapkan Keputusan|
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Untuk Dioperasikan oleh .....{3).

1.

KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH ... (3).

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk
Dioperasikan Oleh ... [3].

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR T L7

TENTANG

BUPATI TEBO

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang)]
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik]
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan|
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5539!:
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2333}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...);
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..... LENLATIE . ..ooaiaas ;

MEMUTUSKAN:




=

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Objek barang vang digunakan oleh ......... [3] vang telah
ditetapkan status penggunaannva pada Pengguna Barang
weenens (4] dengan rincian sebagai benkut:

a. Kode Barang s (5]

b. Kode Register Fidiads (6]

c. Nama Barang i (7]

d. Kondisi Barang I (8]

e, Jumlah b i)

f. Lokasi i (10
Jangka waktu pengpunaan barang milik daerah vang
dioperasikan oleh ...... (3) selama ..... [vern] [11) tahun.

Pihak schagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

berkewajiban:

a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah
vang dioperasikan;

b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan pelayvanan
umum sesuai tugas dan fungsi OPD ..., (4}

¢. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya
pada DIKTUM KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh
OPD atau ketentuan lain sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

d. Menanggung seluruh biaya pemcliharaan barang milik
daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian
barang milik daerah;,

e. ...dst.

OFD ...... (4] berkewajiban :

a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan sesuai DIKTUM KESATL;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
barang milik daerah yang dioperasikan sesual DIKTUM
KESATU;

c. Membuat penanjian penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU,

ik, i dst.

Keputusan BUPATI im mulai berlaku

sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ............ (12)
pada tanggal ............ (13}
BUPATI,

oy (19))




i |

Petunjuk Pengisian:

(1]
<]
3]
4]
(5]

(6]
(7]

(8}

(9]

(10)
(11}
(12)
(13)
(14)

Diisi nama Kabupaten Tebo .

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi oleh nama pihak lain.

Diisi nama OPD selaku Pengguna Barang.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kode register barang.

Diisi nama barang sesual kode pada kolom [5) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodehikasi barang milik daerah yang berlaku.

Dii=l kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.

Diisi jumlah barang milik daerah vang dioperasikan oleh pihak lain

Diisi lokasi barang vang diperasionalkan pihak lain.

Diisi jangka waktu dioperasikan oleh pihak lain yaitu angka dan huruf.
Diisi tempat ditetapkan.

Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama BUPATI vang menetapkan.
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6. FORMAT SURAT  PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DIGUNAKAN DAN DIKUASAI
PENGGUNA BARANG /KUASA PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT ..........[1)

SURAT PERNYATAAN

2]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama A A e Bt TR L M ey D o o ek b ) |
SIREIEIEINEE o o e R AR R A o T R LT

dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan rincian data:

NO Nama Barang Luas Tanah (m?) Lokasi
AB). | e Bk ‘ ~19)..

adalah barang milik daerah vyang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPenggpuna Barang/Kuasa Pengguna
Barang .........(10].

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik
dacrah.

............. i) il L2
Pengpuna Barang / Kuasa Penpgeuna Barang ... (10])

- PR S

Petunjuk Pengisian:
(1] Diisi kop surat sesual peraturan perundang-undangan.
(2]  Diisi nomor surat pernyataan.
(3] Diisi nama pejabat yang menandatangani.
4]  Diisi NIPpejabat yang menandatangani.
(5]  Diisi jabatan pejabat vang menandatangani.
(5] [Diisi nomor urut.
(7] Diisi nama barang,
(8)  Dasi luas tanah.
19}  Diisi tempat/lokasi barang.
(10) Diisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
{11) Diisi tempat penandatanganan.
(12) Disi tanggal penandatanganan.




FORMAT SURAT PEENYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DIGUNAKAN PENGGUNA

BARANG /KUASA PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT.......... (1)
SURAT PERNYATAAN
MOTIOD by e s v (2]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama i)
NIP ST TS OD——. . |
B = -..15)
dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:
NO Nama Barang | Luas bangunan (m?) Lokasi
-16).. 7). .- [B).. ..[9)..

adalah barang milik daerah yang dikuasai
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnyva dalam
rangka permohonan penetapan status penggunasn barang milik daerah.

dan digunakan

untule

RPN 1 1 | KR EPe SOOI 1 & |
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang..{10)
................................ (3
T (4)
Petunjuk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesual peraturan perundang-undangan.
{2] Diisi nomor surat pernyataan.
(3] Diisi nama pejabal yang menandatangani.
(4] Diisi NIPpejabat yang menandatangani,
(3] Diisi jabatan pejabat vang menandatangani.
(6] Diisi nomor urut.
(7} Diisi nama barang.
(8] Diisi luas bangunan.
(9] Diisi tempat/lokasi barang.

(10) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,

(11} Diisi tempat penandatanganan.
(12) Diisi tanggal penandatanganan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DIGUNAKAN DAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG

KGP SURAT .......... (1)
SURAT PERNYATAAN
PO 7. s Tt {2}

Yang bertanda tangan di bawah ini:

= == 2 TSP |~ |

dengan ini menvatakan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau banpunan dengan rincian data:

N0 Nama Jumlah Satuan Nilai '
- Barang (Unit/Bhj Perolehan
(6).. 7). (8. RER .(10).. |

I

adalah barang milik daerah vang dikuasai dan digunakan untu
penyelengearaan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna Bara
siwivererfd 1)

Demikian pernyataan imi kami buat dengan sebepar-benarnya dalag
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

Petunjuk Pengisian

(1} Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor sural pernyvataan.

[3) Diisi nama pejabat vang menandatangani .

(4) Diisi NIP pejabat vang menandatangani.

(5) Diisi jabatan pejabat yvang menandatangani.

(6) Diisi nomor urut,

(7) Diisi nama barang.

(8) Diisi jumlah barang.

(9) Diisi satuan barang seperti unit, buah dli,

(10] Diisi nilai perolehan barang.

(11) Diisi nama Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang.
(12) Diisi tempat penandatanganarn.

(13] Diis1 tanggal penandatanganan
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATALU BANGUNAN DENGAN
KONDISI TERTENTU YANG DIGUNAKAN DAN DIKUASAI
PENGGUNA BARANG /KUASA PENGGUNA.

KOP SURAT ..........{1)
SURAT PERNYATAAN
iy 71| 0 RSO, (2]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e e b A e e B N AR LR A3)
T R N S TR e S TR R

dengan ini menyatakanbahwa barang milik daerah berupa se¢lain tanah
dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemibkan dengan

nilai perolehan diatas Rp. ...........[..........})[6} per unit/satuan dengan rincian
data:
WO Nama ' Jumlah Saluan Nilai Perolehan
Barang {Unit/Bh] (Rp)
7). ~18].. (9. (10).. (1)

adalah barang milik daerah wyang dikuasar dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengpuna Barang/KuasaPengguna Barang
.......... (12].
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
__________________ G MR
Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang ....(12)

713 1 NP

Petunjuk Pengisian

(1} Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang-undangan

(2) Diisi dengan nomor surat pernyataan,

(3} Diisi dengan nama pejabal vang menandatangani.

(4) Diisi dengan NIP

(50 Diisi dengan jabatan pejabat vang menandatangani.

(6) Disi dengan angka dan huruf sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam
pendelegasian dari Bupati kepada Pengelola Barang.

(7) Diisi nomor urut.

(8) Diisi nama barang.

(%) Dusi jumlah barang.

(130) Diisi satuan barang.

(11} Diisi nilai perolehan barang.

{12) Diisi nama Penggun Barang/Kuasa Pengguna Barang.

{13) Disi tempal penandatanganarn,

(14) Diisi dengan tanggal penandatanganan,
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DARI AWAL
PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT ..........{1)

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e B e P v ]
FHUATEEL i s h b b e e p R O R D T e S i )

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

""No. | Nama | LuasTanah | Lokasi Luas Lokasi
Barang {rmn?) Tanah bangunan | Bangunan
(m)
4(B).. 7). .<{B]:. 9] -(10].. o B & R

adalah barang milik daerah yvang dikuasai PenggunaBarang/Kuasa Pengguns
Bamng. ...covarr o {12} yang dari awalpengadaannya direncanakan untuld
dlakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

............... (130 oirmmnnnaesesiinsesnsa| 18]

Petunjuk Pengisian

(1] Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2} Diusi nomor suratl pernyataan.

[3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.

(4) Diisi NIP pejabat vang menandatangani.

(5) Diisi jabatan pejabat vang menandatangan,

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama barang.

(5] Diist luas tanah.

(9 Diisi tempat/ lokas: tanah.

(10]  Diisi luas bangunan.

(11} Dmusi tempat/lokasi bangunan.

(12) Diisi nama Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang.
{13) Daisi tempat penandatanganan,

{14) Diisi tanggal penandatanganan.
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11. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA BELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN
UNTUK DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT .......... (1)
SURAT PEENYATAAN
T 114 1 AR {2]

Yang bertanda tangan di bawah mu:

L L 1 1. |
R R h i S R e G TR e T LA e e

dengan int ménvatakan bahwa barang milik daerah denpan rincian data:

No. | Nama Barang Jumlah Satuan Nilai Perolehan |
| (Unit/Bh) (Rp)
(6] A7) [8).. -(9).. +(10)..

adalah barang milhk dacreh vang dikuasai Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang................ {11} yang dan awal pengadaannya direncanakan
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah.

5 (12)... (13}
F:ngguna Barangfi{uasa Fcngguna Barang....(11)

BB i s i )

Petunjuk Pengisian

(1) Daisi kop surat sesua peraturan perundang-undangan.
(2] Diisi nomor surat pernyataan.

(3] Diisi nama pejabal vang menandatangani.

(4] Diis1 NIPpejabatl vang menandatangani.

{3} Diisi jabatan pejabat vang menandatangani.

(6] Disi nomor urut.

(7] Diisi nama barang.

(8} Diisi jumlah barang.

(9} Diisi satuan barang seperti umt, buah, dll.

(10) Diisi nilai perolehan.

(11} Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
(12} Dusi tempat penandatanganan,

(13) Diisi tanggal penandatanganan.




. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

La AP PLAN - HASHL PEPERLITIAR PR L AR A OB ATIEE. Bl BT DA R HLAH

TiHHLI 11
PRCWTHE 1
[EACL LR Rty of o] (Bel]
FIE RO LS RS i
mnr R e B T TR o — === —
el i Tirigkar Ba 1.1;,'":"'-' Timgksi
Foamru An@parsmn o ﬂ"ﬁl‘: i adinsmi PRy '"::_HI Thtge! Kmens Bl imand Toar g Ve | | i i Tk Adamars Tk
Fia sMas Famallliaraan TFumslikaraun .:-n.h.--l-,n % P ERL A Pl 14 ISriem Sk Pemelihprsan (Eimerje Peesehibosenon | Tarpei Kineris s vl Elimien [ Talaks
iBmi T l‘vr'lrll::r:-lﬂﬁn " et i I rile miern TPakinm am| Cukaisani pl-'ll'l'rlrIII:mn Ereliir
el == ===k
' a W El e T L e # " B ii "
(E] ] == T I [~ (] TIm (LR LR AT T (T LT —

eI @

"1 aliimi el

e (L

TR 2 ST

Fropgenn Daramp,

LLEYy

RN ) 5]

= [k "M

il s | prermder o] Thiag ka1 Eflaeies Ve liksnin e Disladi e Peonslinesrasn = D00 " dan oadest s laien sk Tingket Rosarin Pelokesn sn Dol anis Pemeiibsrsen = 0o
jilea Toagleal Healimmss Tooged Ko pes sl Toivadn ® DO 4, glees kel sfekoil ik i gprosenissn | Tingksr Bealisss Themer Kineria penss i barmsn



- B -

Petunjuk Pengisian :

(1}  Diisi tahun.

(2)  Diisi nama Provinsi,

(3)  Diisi nama kabupaten Tebo.

(4}  Diisi nama Pengguna Barang.

(5)  Diisi nomor urut.

i6) Diisi nama belanja pemeliharaan.

(7)  Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.

(8)  Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan.

{9) Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau 5=
(4/3)x100%.

(10) Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= [(4/9)/
(3 8].

(11] Diisi efisien  jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja
Pemeliharaan = 100 % tidak efisien dan jika tingkat efisiensi
Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.

(12] Diisi Target Kinerja Belanja Pemelharaan (Tahunan).

{13} Duisi Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

{14) Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%) atau
(9 8)x100%.

{15} Diisi efektfl jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan =z
100 % dan tidak efektif jika % [prosentase) Tingkat Realisasi Target
Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100 %.

[16) Diisi penjelasan penvebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif,

(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(18) Diisi jabatan Pengpuna Barang,

(19) Diisi nama dan NIP pejabat yvang mengesahkan,
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E. FORMAT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH;

. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DAR]I DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG OLEH BUPATL

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR. i (4]
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

BUPATI TEBO

Menimbang : bahwa dalam rangks menghapus daftar barang Pengelola
Barang dikarenakan alasan....... (3}, perlu ditetapkan keputusan
Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dan Daftar Barang
Pengelola Barang.

\Mengingat v 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 twentang
| Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3389) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5674),;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun .., Nomor ....);

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ........ ;

5. st




Menetapkan

KESATU

KEDLUA

KETIGA

KEEMPAT
| KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA
BARANG,

Menectapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dar Daftar
Barang Pengelola Barang, scbagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Dafiar
Pengelola Barang scbagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU dilaksanakan karena alasan............ (3} dan
membebaskan  Penpgelola Barang dari tangpung jawab
administrasi dan fisik atas barang vyang berada dalam
pengusaan Pengelola Barang.

Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dar Daltar
Barang Pengelola Barang.

Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
Keputusan BUPATI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dntetapkan di ....ocoonsarosennnans (4)
pada tanggal .............oeeena[3)
BUPATI,

05




DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DAR] DAFTAR BARANG PENGELOLA

Lampiran

il

Tanggal 1. [ 5)

Sural Keputusan BupatiTebo
Nomor

Total nilai i ! : B . i
o : Milai Milad aiku Spegifibasi )
No. |Kode Barang | Kode Register oma bl T R Ol Perglcomh Pe myvusutan Kondisi Barang | Ket
Barang | Perole han Satuan {Ep |Rp R IR el
i {5} [ AL (1] 112 13 (14 115 {16 {17] T {19
BLIFATI,




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2]
(3)
()
(2]
(5]
{7)
(8]
(%)
(10)
{11}
(12)
{13)
(14

(15)
(16)
(17)

[18)
(1)

Diisi nama Kabupaten Tebo.

Diisi nomor surat,

Diis1 alasan penghapusan.

Diisi tempat ditetapkan,

Diisi tanggal ditetapkan.

Diisi nama Bupatt Tebo.

Diisi nomor urut.

Dhisi nomor penggelongan dan kodefikasi barang.

Dhisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang.

Diisl nama barang sesual penggolongan dan kodefikasi barang (8).
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan,
Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.

Diisi nilai harga satuan perolehan.

[risi total nilai perolehan merupakan perkahian jumlah barang per
unit dan harga satuan per unit.

Diizi nilal penyvusutan untuk barang milik deerah vang dapat
disusutkan.

Diisi nilal buku merupakan total nilai perolehan dikurangt nilai
penyusutan,untuk barang milik daerah yvang dapat disusutkan.
Diisi spesifikasi barang seperti merk, Type, ukuran, lokasi tempat
untuk tanah dan//atau bangunan..dll

Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat,

Dhist keterangan lainnyva yvang dianggap perlu,
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2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG OLEH PENGELOLA

BARANG.

Memmbang

Mengingat

PENGHAPLUISAN BARANG MILIK DAERAH DARI

KEPLUTUSAN PENGELOLA BARANG

TENTANG

DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA BARANG....[12)

PENGELOLA BARANG,

bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna
Barang/Kuasa  Pengpuna Barang...... [2) dikarenakan
alasan....... (3), perlu ditetapkan Keputusan Tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
Pengpuna Barang/Kuasa Pengeuna Barang.

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang|
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ....);

4, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ............ -

..dst.

L
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

IKETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

 KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG

PENGHAPLISAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG  PENGGUNA BARANG /KUASA PENGGUNA
BARANG.....[2].

i Menetapkan Penghapusan Barang Milik Dan Daftar Barang

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daltar

Pengguna Barang,/Kuasa Pengguna
Barang...... (2] sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU dilaksanakan karena alasan............[3) dan
membebaskan Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang......[2] dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang vang berada dalam
penguasaan Penpuna Barang/Kuasa Pengpuna
Barang.....[2).

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (2] untuk
melakukan penghapusan dari Daltar Barang Penguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.....[2).

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang....(2) melaporkan
hasil pelaksanaan penghapusan,

: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Eritetapibearin il Do R (4)
pads-tanggal i aiiaiuna ooy
PENGELOLA BARANG,

o (B)




B =

Lampiran

Surat keputusan Pengelola Barang

Nomaor

Tanggal

T 1
ESERL A

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA......|2)

]

| nilas i , . ;
. Tah i 1o Milai Nilai buku | Spesifikasi/
No.  |Kode Barang [ Kode Register | i L umlah 5 reratehan Penvusutan Kondisi Barang [ Ket
Barang | Percdehan Satuan (Rp iRph Ryl IRed Lokass
(7] 8] {4 o] [11] 112 3 | 4 13| (16 17 [18) (19
PENGELOLA BARANG,




= gg.

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3]
(4
(3)
16}
(7)

[17)

[18)
(19}

Diisi nomor surat,

Diist nama Pengguna Barang/Kuasa Penpgpuna Barang.

Diisi alasan penghapusan.

Diisi tempat ditetapkan.

Diisi tanggal ditetapkan.

Diisi nama Pengelola Barang,.

Diisi nomor uruat,

Diisi nomor penggolongan dan kodeflikasi barang.

Diisi nomor kode register barang Diis: jumlah barang.

Diis1 nama barang secsual penggolongan dan kodelikasi
barang (8).

Diisi tahun perolehan barang wang akan diusulkan
penghapusan.

Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.
Diisi nilai harga satuan peralehan.

Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah
barang per unit dan harga satuan barang per unit,

Diisi nilai penyusutan untuk barang mihik daerah vang
dapat disusutkan.

Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi
nilai penyusutan,untuk barang milik daerah vyang dapat
disusutkan.

Diisi spesilikasi barang seperti merk, Type, ukuran atau
lokasi tempat untuk tanah dan/atau bangunan. dll.

Diis1 kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi keterangan lainnya vang dianggap perlua.
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. FORMAT SURAT PERSETUJUAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH BUPATI.

KOP SURAT
' - (1)
Kepada :
Nomor R T L IR L. W o
Sifat Y auesssente (9 srnassesssass )
Lampiran ¢ .ol (4) di -
Hal : 5] PP P AR SNEROR i
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ......
tanggal ... hal....(8), dengan Ini dibenitahukan bahwa
permohonan ............... [8) sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui,

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Mentern Dalam
Negeri MNomor ... Tahun .... (entang Pedoman Pengelolaan
Barang Miik Daerah, dengan ketentuan scbagai benkut:

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

BUPATI,

)| 10

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2}
(3]
(4]

(3

(8)
(7

(&)

(%)
(10

[Diis1 nama Kota dan tanggal surart persetujuan diterbhitkan,

DHizi nomor sUrat.

Dais1 sifat surart.

Diisi jumlah lampiran.

Diisi Pengelola Barang/FPengguna Barang vang mengajukan
permohonan usulan persetujuan,

Diisi jenis persetujuan

Diisi tempat Pengelola Harang/Pengguna Barang yang
m:ngﬁjukﬂn USsLUIAT persstujuan

[Miisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dar
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Diisi hal-hal yvang perlu dituanghan dalam surat persetujuan.
Diisi nama BupatiTebo.
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Surat Persetujuan.

Lampiran
NOEROT  Susiarises bovasis (1)
Tanggal  focoiiiieans (2)
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETLLIU] UNTUK DILAKSANAKAN ... (3
Tatal nila - b 1
Keilm Malay buku | Bpesifikas/
Wao | Kode Baring | Kede Register s S Jdumiahf . kg Peraiehan Penyusutian Kol Barang | .. dst | Ket,
Barang | Perolehan Satuan |Rpf T (Rl iRl Lokasi
(4] (5] i) 17 L] i {10 (1 (13 {13 |1 i (g 1 117
BLIPATI,

L L |




.o7.

Petunjuk Pengisian:

(1]
(<)
12)
(4]
(3]
6]
7]
(8]
(9]
(14
(11]

(12]
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi jenis persetujuan,

Diisi nomor urut

Diisi nomor penggolongan dan kodefikast barang.

Diisi nomor kode register barang.

Diisi nama barang sesual penggolongan dan kedefikasi barang (5).
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.

Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.

Diisi nilai harga satuan perolchan.

Diisi total nilat perolehan merupakan perkalian jumlah barang per
unit dan harga satuan per unit.

Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapal
disusutkan,

Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nila
penyusutan, uniuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.

Diist spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi
termpal untuk tanah dan/atau bangunan.

Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.

Diisi hal-hal sesuan kebutuhan surat persetujuan.

Diist keterangan lainnya vang dianggap perlu.

Diisi nama jabatan BUPATI.

BUPATI TEBO

SUKAMYAR



